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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

( SALINAN ] 

Menimbang: a. bahwa kedudukan Perkotaan Sambas sebagai Ibukota 
Kabupaten Sambas, menyebabkan ruang wilayah di 
Kecamatan Sambas berfungsi sebagai kawasan perkotaan, 
maka pembangunan perlu diarahkan pada pemanfaatan 
ruang secara bijaksana, berdaya guna, berhasil guna, serasi, 
selaras, seimbang dan berkelanjutan sesuai kaidah-kaidah 
penataan ruang, sehingga kualitas ruang terjaga 
keberlanjutannya untuk kesejahteraan masyarakat dan 
kelestarian lingkungan; 

b. bahwa pertumbuhan pendudukdan perkembangan 
pembangunan di berbagai bidang serta ketidak seimbangan 
struktur dan fungsi ruang, maka perlu dilakukan 
pengendalian pemanfaatan ruang agar pembangunan 
dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; 

c. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (3) huruf 
c dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 159 Peraturan 
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah perlu 
ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata 
Ruang sebagai perangkat operasional Rencana Tata Ruang 
Wilayah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang 

Kawasan Perkotaan Sambas tahun 2020 - 2040. 



Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 , sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang 
Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5160); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang 

Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393); 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4833); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Tata Ruang Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 464); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 
tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1853); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 
tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854); 

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan 
Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan 
Ruang di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 167); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2014 -2034 (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
Nomor 8); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25). 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN SAMBAS 

dan 

BUPATI SAMBAS 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TENTANG 

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN 
SAMBAS TAHUN 2020-2040. 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sambas. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten 
Sambas. 

4. Bupati adalah Bupati Sambas. 
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam 
penyelenggaraan pemerintah daerah. 

6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. 

7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang 
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, 
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan 
memelihara kelangsungan hidupnya. 

8. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR, 
adalah rencana secara terperinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah 
2013-2033 dengan peta skala 1: 5.000. 

9. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ, adalah ketentuan 
yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian 
yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana 
rinci tata ruang. 

10. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 
11. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan 

sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai 
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara 
hierarkis memiliki hubungan fungsional. 

12. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu 
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan 
peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 

13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata 
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 



14. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan 
struktur ruang dan pola ruang yang melipu ti penyusunan dan 
penetapan rencana tata ruang. 

15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang 
dan pola ruang sesuai renrcana detail tata ruang melalui penyusunan 
dan pelaksanaan program beserta pembiayaan. 

16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan 
tertib tata ruang. 

1 7. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan 
karakteristik sesuai peruntukan. 

18. Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan 
karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan 
karakteristik pada zona yang bersangkutan. 

19. Zoning adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai 
dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi 
pengembangan fungsi-fungsi lain. 

20. Bagian wilayah perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah 
bagian dari Kabupaten dan/ atau kawasan strategis kabupaten yang 
akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang 
ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan. 

21. Sub bagian wilayah perkotaan yang selanjutnya disingkat Sub BWP 
adalah bagian dari BWP yang dibatasi d~ngan batasan fisik dan terdiri 
atas beberapa blok. 

22. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

23. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh 
batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, 
saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, pantai, dan 
lain-lain, dan/ atau yang belum nyata atau rencana jaringan jalan 
dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan 
rencana kota. 

24. Sub blok adalah bidang tanah yang merupakan satu atau lebih 
perpetakan yang telah ditetapkan batas-batasnya sesuai dengan 
rencana tata ruang kota untuk suatu peruntukan tanah tertentu. 

25. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama 
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya 
alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna 
kepentingan pembangunan berkelanjutan. 

26. Zona Sempadan Sungai adalah Zona Perlindungan Setempat setempat 
merupakan kawasan-kawasan yang harus dilindungi karena fungsinya 
yang sangat penting untuk menjaga kelestarian unsur alamiah tertentu. 

27. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area 
memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih 
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman 
secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 



28. Sub Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang 
bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah 
perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan 
sebagai rimba kota oleh pejabat yang betwenang. 

29. Sub Zona Taman Kota adalah area memanjang/jalur dan atau 
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun 
yang sengaja ditanam di lingkungan kawasan kota. 

30. Sub Zona Taman Kecamatan adalah area memanjang/jalur dan atau 
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun 
yang sengaja ditanam di lingkungan kecamatan. 

31. Sub Zona Taman Kelurahan adalah area memanjang/jalur dan atau 
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun 
yang sengaja ditanam di lingkungan kelurahan. 

32. Sub Zona Taman RW adalah area memanjang/jalur dan atau 
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun 
yang sengaja ditanam di lingkungan RW. 

33. Sub Zona Taman RT adalah area memanjang/jalur dan atau 
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun 
yang sengaja ditanam di lingkungan RT. 

34. Sub Zona Pemakaman adalah area atau kawasan tertentu berupa area 
terbuka yang digunakan untuk fungsi pemakaman. 

35. Zona Budidaya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama 
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya 
alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. 

36. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok 
rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat 
yang dilengkapi dengan fasilitasnya 

37. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang 
merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat 
tinggal atau hunian dengan tingkat kepadatan hunian tinggi dengan 
kepadatan bangunan 100- 1000 rumah/hektar. 

38. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang 
yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk 
tempat tinggal atau hunian dengan tingkat kepadatan hunian 
menengah dengan kepadatan bangunan 40 - 100 rumah/hektar. 

39. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang 
yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk 
tempat tinggal atau hunian dengan tingkat kepadatan bangunan 10 -

40 rumah/hektar. 
40. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah adalah peruntukan 

ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan 



untuk tempat tinggal atau hunian dengan tingkat kepadatan bangunan 
< 10 rumah/hektar. 

41. Zona Pedagangan dan J asa adalah peruntukan ruang yang merupakan 
bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan 
kelompok kegiatan perdagangan dan/ atau jasa, tempat bekerja, tempat 
berusaha, tempat hiburan dan rekreasi. 

42. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang 
yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk 
pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, 
tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas 
um um/ sosial pendukungnya termasuk perkantoran swasta di Pu sat 
Pelayanan Kota (PPK). 

43. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP adalah peruntukan ruang 
yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk 
pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, 
tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas 
umum/sosial pendukungnya termasuk perkantoran swasta di Sub 
Pusat Pelayanan Kota (SPPK) 

44. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP adalah peruntukan 
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan 
untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat 
bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas 
umum/ sosial pendukungnya termasuk perkantoran swasta di Pusat L 
Lingkungan (PL). 

45. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk 
pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat 
bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas 
umum/ sosial pendukungnya. 

46. Zona Kawasan Peruntukan lndustri adalah kegiatan ekonomi yang 
mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/ a tau 
barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk 
penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan 
industri. 

47. Sub Zona kawasan peruntukan industri adalah pemusatan kegiatan 
industri yang dilengkapi dengan sarana penunjang. 

48. Sub Zona Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) adalah zona 
industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit dengan 
peralatan sederhana. 

49. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang 
dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa 
pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan 
rekreasi, dengan fasilitasnya. 

50. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota yang selanjutnya 

disingkat SPU Skala Kota adalah peruntukan ruang yang 
dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa 
pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan dan sosial 



budaya, yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, 
deret/ rapat di lingkungan kawasan Perkotaan. 

51. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya 
disingkat SPU Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang 
dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa 
pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan dan sosial 
budaya, yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, 
deret/rapat di lingkungan kecamatan. 

52. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan yang selanjutnya 
disingkat SPU Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang 
dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa 
pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan dan sosial 
budaya, yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, 
deret/rapat di lingkungan kelurahan. 

53. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW yang selanjutnya 
disingkat SPU Skala RW adalah peruntukan ruang yang dikembangkan 
untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, 
transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan dan sosial budaya, yang 
dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat di 
lingkungan kelurahan. 

54. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang bagi pengembangan 
pertanian yang dibedakan menjadi pertanian tanaman pangan, 
pertanian hortikultura dan pertanian perkebunan. 

55. Zona Pembangkit Tenaga Listrik adalah peruntukan ruang yang 
merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk 
menjamin ketersediaan tenaga listrik. 

56. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari 
kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan 
kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. 

57. Sub Zona Wisata Buatan adalah peruntukan ruang yang merupakan 
bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk 
mengembangkan kegiatan pariwisata buatan. 

58. Sub Zona Wisata Budaya adalah peruntukan ruang yang merupakan 
bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk 
mengembangkan kegiatan pariwisata budaya. 

59. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan tanah yang 
merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk 
menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan 
keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan 
baik pada tingkat Batalyon, Kodim, Koramil dan lain sebagainya. 

60. Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk 
interaksi muatan (penumpang dan barang), yang tercakup dalam suatu 
tatanan baik secara alami maupun buatan. 

61. Zona Lainnya adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk 
menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa kegiatan IPAL, 
Pembangkit Listrik, dan Pergudangan. 



62. Sub Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum adalah peruntukan tanah di 
daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat 
untuk pengolahan air baku diolah sebelum didistribusikan ke seluruh 
bagian wilayah kota. 

63. Sub Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah adalah Peruntukan tanah 
yang terdiri atas daratan dengan batas batas tertentu yang berfungsi 
untuk tempat pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang 
berasal dari limbah-limbah domestik, industri, maupun komersial dan 
lain-lainnya. 

64. Sub Zona Pergudangan adalah Peruntukan ruang untuk melakukan 
proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang. 

65. Rencana zonasi adalah rencana pembagian kawasan menjadi zona 
sesuai dengan fungsi dan karakteristiknya atau diarahkan bagi 
pengembangan fungsi lain serta menetapkan pengendalian 
pemanfaatan ruang, dan memberlakukan ketentuan hukum yang 
berbeda untuk setiap zonanya. 

66. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk 
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan 
non pemerintah lain dalam penataan ruang. 

67. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi. 

Bagian Kedua 
Fungsi, Kedudukan dan Jangka Waktu RDTR 

Pasal 2 

(1) RDTR Kawasan Perkotaan Sambas berfungsi sebagai berikut: 
a. mendukung perwujudan pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan 

program pembangunan daerah dan nasional; 
b. menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian pengembangan 

kawasan fungsional sesuai RTRW kabupaten; 
c. terwujudnyaketerkaitanantar program pembangunan yang selaras, 

serasi, dan efisien dengan penataan ruang; 
d. sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang; 
e. sebagai acuan pemberian insentif dan disinsentif; 
f. sebagai acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang; 
g. sebagai panduan teknis dalam pemberian izin pemanfaatan ruang; 
h. sebagai acuan dalam penyusunan panduan rancang kota; dan 
i. se bagai dasar pengenaan sanksi. 

(2) Kedudukan RDTR merupakan ketentuan operasional RTRW Kabupaten 
Sambas Tahun 2015-2035 yang mengatur pemanfaatan dan 
pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan peruntukan zona dan 
sub zona. 

(3) Jangka waktu RDTR berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau 
kembali setiap 5 (lima) tahun. 



Bagian Ketiga 
Wewenang dan Tanggung Jawab 

Pasal 3 

(1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan RDTR dan PZ berwenang: 
a. pengaturan, perencanaan, pela.ksanaan, pembinaan dan 

pengawasan RDTR; 
b. penetapan, pemanfaataan dan pengendalian pemanfataan ruang 

berdasarkan RDTR; 
c. pembuatan dan penetapan peta operasional skala 1: 1000 sebagai 

acuan perizinan pemanfataan ruang berdasarkan RDTR; 
d. kerjasama dalam penyelenggaraan RDTR; 
e. mengkoordinasikan kegiatan antar OPD, instansi pemerintah dan 

masyarakat; dan 
f. pemberian sanksi terhadap pelanggaran pemanfataan ruang 

sesuai kewenangannnya. 
(2) Dalam pela.ksanaan wewenang sebagaimana dima.ksud pada ayat 

(1), kewajiban Pemerintah Daerah sebagai berikut: 
a. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis pela.ksanaa RDTR; 
b. melaksanaan standard pelayanan dalam pelaksanaan 

pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW, RDTR; 
c. memberikan arahan dalam pela.ksanaan RDTR dalam rangka 

pengendalian pemanfaatan ruang; dan 
d. menyebarluaskan data dan informasi RDTR. 

(3) Wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dima.ksud 
pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Bupati. 

(4) Bupati dalam mela.ksanakan tanggungjawab sebagaimana dima.ksud 
pada ayat (3) dila.kukan berdasarkan pada kebija.kan, standar, norma, 
kriteria, prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Wewenang, kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah 
atau Bupati dalam pelaksanaan RDTR secara operasional menjadi tugas 
dan fungsi kepala OPD bidang penataan ruang sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(6) Kepala OPD bidang penataan ruang dalam melaksankan tugas 
dan fungsi sebagaimana dima.ksud pada ayat (5), berkoordinasi dengan 
OPD dan instansi terkait sesuai kewenangannya. 

Pasal 4 

Ruang lingkup RDTR Kawasan Perkotaan Sambas memuat: 
a. delineasi dan tujuan penataan BWP; 
b. rencana struktur ruang; 
c. rencana pola ruang; 
d. penetapan sub-BWP prioritas; 

e. ketentuan pemanfataan ruang; dan 
f. peraturan zonasi. 



BAB II 
DELINEASI DAN TUJUAN PENATAAN 

BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN 
Bagian Kesatu 
Delineasi BWP 

Pasal 5 

(1) Delineasi BWP Kawasan Perkotaan Sambas ditetapkan berdasarkan 
aspek fungsional dengan luas 10.990,68 Ha (Sepuluh Ribu Sembilan 
Ratus Sembilan Puluh Koma Enam Puluh Delapan hektar) termasuk 
ruang udara dan ruang dalam bumi. 

(2) Delineasi BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 
sebagian wilayah Kecamatan Sambas yang meliputi: 

a. seluruh desa durian, desa pasar melayu, desa pandawan, desa 
tanjung bugis, desa tanjung mekar, desa tumok manggis; dan 

b. sebagian desa dalam kaum, desa gapura, desa jagur, desa 
kartiasa, desa lorong, desa lubuk dagang, desa lumbang, desa 
saing rambi, desa sebayan, desa semangau, desa sumber harapan 
dan desa sungai rambah. 

(3) BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi Enam Sub­
BWP yang terdiri atas: 

a. sub-BWP A terdiri atas desa jagur, desa sembayan, desa tanjung 
mekar, desa tumok manggis, desa durian, desa lubuk dagang, desa 
lumbang, desa pasar melayu, desa pandawan, desa saing rambi 
dan desa tanjung bugis dengan luas 592,05 hektar; 

b. sub-BWP B terdiri atas desa lumbang, desa saing rambi, desa 
sungai rambah dan desa lubuk dagang dengan luas 2.114,62 
hektar; 

c. sub-BWP C terdiri atas desa jagur, desa lorong, desa saing rambi, 
desa gapura, desa kartiasa dengan luas 3.253,70 hektar; 

d. sub-BWP D terdiri atas desa jagur, desa sebayan, desa tanjung 
mekar, desa tumok manggis, desa sumber harapan dengan luas 
1.268,03 hektar; 

e. sub-BWP E terdiri atas desa dalam kaum, desa lubuk dagang dan 
desa sumber harapan dengan luas 1.765,55 hektar; dan 

f. sub-BWP F terdiri atas desa lumbang, desa saing rambi, desa 
sungai rambah dan desa semangau dengan luas 1.996,73 hektar. 

(4) Batas Wilayah Perkotaan Sambas digambarkan dalam peta dengan 
tingkat ketelitian 1 :5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.1 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(5) Luas Wilayah Perkotaan Sambas di masing-masing wilayah Desa di 
Kecamatan Sambas disajikan dalam Tabel Luas Wilayah Perkotaan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(6) Pembagian Sub BWP digambarkan dalam peta dan tabel luas 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 



Bagian Kedua 
Tujuan Penataan BWP 

Pasal 6 

(1) Penataan ruang Kawasan Perkotaan Sambas bertujuan untuk 
mewujudkan Perkotaan Sambas sebagai Pusat Pelayanan Kabupaten 
yang produktif dan berkelanjutan melalui pengembangan industri dan 
wisata lokal. 

(2) Fungsi utama Sub Bagian Wilayah Perkotaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu sebagai berikut: 

a. sub BWP A dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan ekonomi 
kabupaten; 

b. sub BWP B dengan fungsi utama sebagai sub pusat pelayanan 
ekonomi kabupaten, industri, pertahananan keamanan dan 
pelayananan umum; 

c. sub BWP C dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan olaharaga, 
industri dan kesehatan kabupaten; 

d. sub BWP D dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan 
pendidikan tinggi kabupaten, pusat pengembangan sentra industri 
dan wisata lokal; 

e. sub BWP E dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan 
kabupaten dan pusat wisata budaya; dan 

f. sub BWP F dengan fungsi utama sebagai simpul transportasi 
wilayah kabupaten. 

(3) Penataan ruang Sub BWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a dilakukan dengan prinsip penataan ruang beriku t: 
a. pengembangan pusat perdagangan dan jasa yang efisien dan 

inklusif; 
b. pengembangan dermaga angkutan sungai; 
c. tersediaan aksesibilitas internal dan eksternal yang baik; 
d. tersedianya jaringan prasarana dan sarana yang memadai untuk 

terwujudnya kawasan atau kegiatan perdagangan dan jasa skala 
wilayah; 

e. tersedianya sekolah unggulan kabupaten; dan 
f. tersedianya fungsi-fungsi ekologis yang cukup dan ruang terbuka 

hijau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 
(4) Penataan ruang Sub BWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

b dilakukan dengan prinsip penataan ruang berikut: 
a. tersedianya aksesibilitas yang baik antar wilayah dan dalam 

kawasan perkotaan; 
b. tersedianya sarana dan prasarana pendukung fungsi zona 

permukiman dan pelayanan umum; 
c. tersedianya sarana dan prasarana pendukung perdagangan dan jasa 

skala sub pusat pelayanan kota; 

d . tersedianya sekolah unggulan kabupaten; dan 
e. tersedianya RTH yang memadai. 

(5) Penataan ruang Sub BWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
c dilakukan dengan prinsip penataan ruang berikut: 



a. tersedianya akses ekstemal dan internal BWP C; 
b. berkembangnya kegiatan perdagangan dan jasa skala kota; 
c. tersedianya ruang bagi kegiatan industri dan pergudangan; 
d. tersedianya dan tertatanya RTH; dan 
e. terkendalinya perkembangan penggunaan lahan pada jalan arteri 

primer. 
(6) Penataan ruang Sub BWP D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

d dilakukan dengan prinsip penataan ruang berikut: 
a. tersedianya fasilitas pelayanan BWP; 
b. tersedianya fasilitas penunjang perkembangan Pendidikan tinggi, 

olahraga dan teknologi; 
c. terwujudnya pembangunan jalan lingkar dalam dan lingkar luar 

kota; 
d. mengembangkan sektor yang mampu menggerakkan ekonomi BWP 

diantaranya industri kerajinan tenun; dan 
e. tersedianya dan tertatanya RTH. 

(7) Penataan ruang Sub BWP E sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
e dilakukan dengan prinsip penataan ruang berikut: 
a. tertatanyakawasan pusat pemerintah kabupaten; 
b. tertatanya kawasan wisata cagar budaya keraton sambas; 
c. terwujudnya pembangunan jalan lingkar dalam dan lingkar luar 

kota; 
d. tersedianya Pasar tradisional yang diintegrasikan dengan simpul 

transportasi (sub stasiun kereta api dan sub terminal kota); 
e. berkembangnya kegiatan ekonomi lokal dengan sistem 

infrastruktur yang mendukung peruntukan industri rumah tangga 
sebagai bagian dari atraksi wisata kota; dan 

f. tersedianya kawasan permukiman pendukung fungsi pemerintahan 
kabupaten dan kegiatan bagian wilayah perkotaan. 

(8) Penataan ruang Sub BWP F sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
f dilakukan dengan prinsip penataan ruang berikut: 
a. tertatanya kawasan pintu gerbang kota; 
b. tersedianya simpul transportasi sebagai simpul kegiatan 

transportasi multi moda yang dilengkapi dengan kegiatan 
perdagangan dan jasa; 

c. tersedianya angkutan penghubung antar simpul dan 
kelengkapannya; 

d. terkendalinya perkembangan kawasan terbangun di sekitar jaringan 
transmisi tinggi listrik; 

e. terlindunginya ruang terbuka hijau pada sempadan jalan arteri 
primer; dan 

f. terpenuhinya standar pelayanan minimal pada kawasan 
permukiman. 



Pasal 7 

Skenario Pengembangan Kawasan Perkotaan Sambas meliputi: 
a. pengembangan pusat-pusat pelayanan kota menyebar di koridor jalan 

kolektor/lokal primer dengan fungsi utama yang berbeda; 
b. pengembangan sistem jaringan jalan yang efisien dan mampu secara 

efektif memacu perkembangan subpusat-subpusat pelayanan kota dan 
mendukung kelancaran lalu lintas antarnegara; 

c. penataan ruang RTH sempadan sungai dan revitalisasi zona-zona 
strategis untuk menunjang kegiatan wisata di sepanjang tepian sungai 
sambas kecil; 

d. pengembangan fungsi-fungsi wisata secara sinergis melalui 
pengembangan kawasan waterfront city berfokus pada prinsip konseroasi 
dengan objek berupa komplek istana kesultanan sambas; dan 

e. pengembangan simpul transportasi yang menunjang keterpaduan 
antarmoda. 

BAB III 
RENCANA STRUKTUR RUANG 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 8 

(1) Rencana struktur ruang BWP Kawasan Perkotaan Sambas sebagaimana 
dimaksud pasal 4 huruf b dirumuskan dengan mempertimbangkan 
struktur ruang wilayah Perkotaan sebagai sistem pusat pelayanan dan 
struktur ruang wilayah di atasnya. 

(2) Rencana struktur ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a . rencana pengembangan pusat pelayanan; 
b . rencana jaringan transportasi; dan 
c. rencana jaringan prasarana. 

(3) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Sambas digambarkan 
dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran III. 

Bagian Kedua 
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan 

Pasal 9 

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi: 
a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan, yang skala pelayanannya 

adalah regional kabupaten sambas dan seluruh kawasan perkotaan 
sambas dan/atau lokal; 

b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan, yang skala 
pelayanannya adalah sub bagian wilayah perkotaan; dan 



c. pusat lingkungan yang skala pelayanannya lingkungan desa atau 
kelurahan. 

(2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Sambas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Sub BWP A meliputi Desa 
Pasar Melayu, Desa Durian, dan Desa Pendawan berfungsi sebagai 
Pusat Pelayanan Ekonomi Kabupaten; 

(3) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a berfungsi memberikan pelayanan: 
a. ekonomi berupa pusat perdagangan dan jasa yang berorientasi pada 

pelayanan regional dan lintas batas serta seluruh kawasan 
perkotaan yang terdiri dari pasar, pertokoan, bank, perkantoran 
perusahaan swasta dan jasa lainnya; 

b. kesehatan berupa rumah sakit; 
c. keamanan berupa kantor polisi; dan 
d. ibadah berupa mesjid wilayah (mesjid raya dan atau masjid agung) 

serta tempat peribadatan lainnya. 
(4) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Sambas sebagaimana 

dimaksud padaayat ( 1) huruf b terletak di beberapa kawasan yang 
meliputi: 
a. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di sekitar batalyon 

infantri 645/GTY di sub BWP B; 
b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di sekitar polres 

sambas di sub BWP C; 
c. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di sekitar kawasan 

pendidikan tinggi (sekitar politeknik terpikat) di sub BWP D; 
d. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di sekitar kawasan 

perkantoran pemerintah kabupaten di sub BWP E; dan 
e. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di sekitar pintu 

gerbang perkotaan sambas di sub BWP F. 

(5) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) berfungsi memberikan pelayanan: 
a. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di sub BWP B sub 

pusat pelayanan ekonomi kabupaten, industri, pertahananan 
keamanan dan pelayananan umum; 

b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di sub BWP C 
sebagai pusat kegiatan olaharaga, industri dan kesehatan 
kabupaten; 

c. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di sub BWP D 
sebagai pusat pelayanan pendidikan tinggi kabupaten, pusat 
pengembangan sen tra industri dan wisata lokal; 

d. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di sub BWP E 
sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan pusat wisata budaya; 
dan 

e. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di sub BWP F sebagai 

simpul transportasi wilayah kabupaten. 

(6) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
berfungsi memberikan pelayanan: 



a. pusat lingkungan di jalan pendidikan desa tumok manggis sub BWP 
A blok A.1 sebagai pusat pertokoan, kesehatan dan pendidikan; 

b. pusat lingkungan di jalan keramat perbatasan antara desa 
pendawan dan desa lumbang sub BWP A blok A.3 sebagai pusat 
pertokoan; 

c. pusat lingkungan di jalan raya saing ram bi sekitar desa saing rambi 
dan desa lumbang sub BWP A blok A.3 sebagai pusat pertokoan, 
pusat pelayanan sosial dengan adanya asrama haji dan pusat 
pelayanan olahraga dengan adanya sport center; 

d. pusat lingkungan di jalan terigas-jalan saing ram bi perbatasan desa 
saing rambi dan desa lumbang sub BWP B blok B.1 sebagai pusat 
pertokoan dan kawasan militer kabupaten; 

e. pusat lingkungan di koridor jalan lingkar dalam desa saing rambi 
sub BWP C blok Cl dan blok C2 sebagai pusat pertokoaan 
lingkungan; 

f. pusat lingkungan di jalan panglima daud desa saing rambi sub BWP 
C blok C2 sebagai pusat pertokoaan lingkungan; 

g. pusat lingkungan dijalan kartiasa desa kartiasa sub BWP C Blok C2 
sebagai sebagai pusat pertokoaan lingkungan dan pendidikan; 

h. pusat lingkungan di jalan raya sejangkung desa sebayan sub BWP D 
blok D2 sebagai sebagai pusat pertokoaan lingkungan; 

1. pusat lingkungan di jagur-penakalan desa jagur sub BWP C blok C 1 
sebagai pusat pertokoaan lingkungan dan olahraga kabupaten; 

j. pusat lingkungan di jalan Pembangunan Desa Lubuk Dagang sub 
BWP E blok E3 sebagai sebagai pusat pertokoaan lingkungan; 

k. pusat lingkungan di jalan raya sebawi-sambas desa semangau sub 
BWP F blok F2 sebagai sebagai pusat pertokoaan lingkungan; dan 

1. pusat lingkungan di sekitar jalan setambah desa sungai rambah sub 
BWP F blok Fl sebagai simpul pelayanan angkutan sungai. 

Bagian Ketiga 
Rencana J aringan Transportasi 

Pasal 10 

( 1) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (2) huruf b dirumuskan dengan mempertimbangkan struktur 
ruang wilayah Perkotaan sebagai sistem pusat pelayanan; 

(2) Tujuan rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 
a. sistem jaringan transportasi bertujuan mewujudkan fungsi 

kesatuan dan hubungan antar bagian wilayah perkotaan; 
b. sistem jaringan transportasi dapat menjadi penghubung antar 

sub BWP baik antar sub BWP maupun dengan sub pusat BWP dan 
pusat pelayanan lingkungannya sehingga terwujud tingkat 
aksesibilitas yang tinggi; 



c. sistem jaringan transportasi diharapkan dapat mendorong 
pertumbuhan sektor sosial-ekonomi baik internal maupun ekstemal 
wilayah perkotaan; dan 

d. pengembangan jaringan transportasi dapat dilakukan melalui 
kegiatan pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan. 

(3) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri atassistem jaringan transportasi darat. 

Pasal 11 

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 O 
ayat (3) yang ada dan/ atau melalui Perkotaan Sambas meliputi: 
a. sistem jaringan jalan; 
b. sistem jaringan jalur kereta api; dan 
c. sistem transportasi sungai dan penyeberangan. 

Pasal 12 

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a , 
meliputi: 

a. jaringan jalan nasional; 
b. jaringan jalan provinsi; 
c. jaringan jalan kabupaten; 
d. jalur pejalan kaki; 
e. jalur sepeda; 
f. sistem angku tan orang; 
g. sistem angku tan barang; 
h. penyediaan halte; dan 
i. sistem parkir. 

Pasal 13 

Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a 
terdiri dari jaringan jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1), terdiri dari: 

a. ruas sambas-tebas dan tanjung harapan-sambas yaitu ruas jalan raya 
sambas - sampai bundaran terigas- ruas jalan panglima <laud Ualan 
lingkar luar barat)- sebagian jalan kartiasa - jalan penyeberangan - jalan 
sambas - teluk keramat (kec. teluk keramat yang berbatasan dengan 
kecamatan sambas di bagian barat) menuju tanjung harapan; dan 

b. rencana jalan yang menghubungkan ke stasiun kereta api yaitu jalan 
sakti. 

Pasal 14 

(1) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud padapasal 12 huruf b 
terdiri atas: 
a. jalan kolektor primer dua dengan kode JKP-2; dan 
b. jalan kolektor primer tiga dengan kode JKP-3. 

(2) Jalan kolektor primer dua dengan kode JKP-2 sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf a, terdiri atas rencana jalan lingkar luar selatan. 



(3) Jalan kolektor primer tiga dengan kode JKP-3 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jalan yang menghubungkan 
perkotaan Sambas dengan Kabupaten Bengkayang meliputi sebagian 
jalan kartiasa - jalan merdeka - jalan pendidikan - jalan pembangunan -
jalan menuju bengkayang; 

Pasal 15 

(1) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 
c, terdiri atas: 
a. ruas jalan sistem primer; dan 
b. ruas jalan sistem sekunder. 

(2) Ruas jalan sistem primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri atasjalan lokal primer. 

(3) Ruas jalan sistem sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) h uruf b 
terdiri atas: 

a. jalan kolektor sekunder; 
b. jalan lokal sekunder; dan 
c. jalan lingkungan. 

(4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: 
a. ruas jalan yang menghubungkan perkotaan sambas dengan 

sejangkung yaitu jalan sejangkung; 
b. ruas jalan ke penakalan; 
c. ruas jalan kartiasa ke desa gapura; 
d. ruas jalan karya budi menghubungkan ke dermaga 

direncanakan untuk ditingkatkan kualitasnya; dan 
e. rencana ruas jalan lingkar luar timur yang menghubungkan sub 

BWP B dan sub BWP E yang menghubungkan jalan lokal primer di 
desa sumber harapan dengan jalan lingkar luar selatan di desa 
dalam kaum. 

(5) Jalan sistem kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a, terdiri atas: 
a. jalan terigas - jalan raya saing rambi - jalan thabrani - jalan gusti 

hamzah - jalan akhmad marzuki - jalan sultan tsjafiuddin; 
b. jalan ir. sucitro - jalan jembatan batu; dan 
c. rencana jalan lingkar luar utara yang menghubungkan sub BWP 

C dan sub BWP D yang menghubungkan jalan panglima <laud di 
desa kartiasa dengan jalan sejangkung di desa sebayan. 

(6) Ruas jalan sistem lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b, terdiri atas: 
a. ruas jalan keramat; 
b. ruas jalan sukaramai; 
c. ruas jalan budiman; 
d. ruas jalan terpikat; 
e. ruas jalan terminal; 
f. ruas jalan panji anom; 
g. ruasjalan TVRI; dan 
h. ruas jalan kawasan pemerintahan; 
i. ruas jaringan jalan lingkar dalam kota meliputi : 



1. jalan lingkar dalam di sub BWP B; 
2. jalan lingkar dalam di sub BWP C; 
3. jalan lingkar dalam di sub BWP D; dan 
4. jalan lingkar dalam di sub BWP E. 

(7) Ruas jalan sistem jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf c, tersebar di setiap sub-BWP. 

Pasal 16 

(1) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d 
meliputi: 
a. jalur pejalan kaki di sisi jalan; 
b. jalur pejalan kaki di sisi air; dan 
c. jalur pejalan kaki pada zona dengan fungsi tertentu. 

(2) Jalur pejalan kaki di sisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, terdiri dari: 
a. jalan kolektor primer meliputi: jalan pembangunan, jalan 

pendidikan, jalan merdeka, sebagian rencana jalan lingkar dalam 
kota, sebagain jalan rencana jalan lingkar luar timur dan sebagian 
jl. kartiasa; 

b. jalan kolektor sekunder meliputi jalan sultan tsafiuddin, jalan 
panglima daud, jalan kartiasa, jalan terigas, jalan raya saing rambi, 
jalan thabrani, jalan gusti hamzah dan jalan akhmad marzuki; 

c. jalan lokal primer meliputi jalan sejangkung, jalan karya budi dan 
jalan sakti; dan 

d. jalan lokal sekunder meliputi jalan keramat, jalan sukaramai, jalan 
budiman, jalan terpikat, jalan keramat, jalan sukaramai, jalan 
budiman, jalan terpikat, jalan terminal, jalan panji anom, jalan tvri 
dan jalan kawasan pemerintahan. 

(3) Jalur pejalan kaki di sisi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, terdiri dari: 
a. di kawasan cagar budaya dan wateifront mulai dari jembatan sabo 

dijalan pendidikan sampaijembatan asam di sub BWP E blok El; 
b. ruang pejalan kaki di tepian sungai teberau di Sub BWP E Blok El 

sampai E2 dan di sub BWP A blok A2 sampai Blok A3; dan 
c. ruang pejalan kaki disungai sambas kecil mulai dari depan keraton 

sampai dengan jembatan batu di sub BWP A Blok A2 dan A2 dan 
mulai depan keraton sampai dengan jembatan sabo di Sub BWP A 
blok Al. 

(4) Jalur pejalan kaki pada zona dengan fungsi tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: 
a. zona perdagangan danjasa skala pusat kawasan; 
b. zona perkantoran; 
c. zona sarana pelayanan umum pendidikan, transportasi dan 

olahraga; 
d. zona ruang terbuka hijau taman; 
e. zona wisata; dan 



f. lokasi yang memiliki kebutuhan/permintaan yang tinggi dengan 
periode yang pendek seperti sekolah, rumah sakit serta lapangan 
olahraga. 

(5) Jalur pejalan kaki di zona perdagangan dan jasa skala pusat 
kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi: 
a. jalur pejalan kaki di pasar perkotaan sambas di sub BWP A blok A2; 
b. jalur pejalan kaki di terminal terpadu di sungai rambah sub BWP F 

blok Fl; dan 
c. jalur pejalan kaki di zona perdagangan dan jasa sub pusat 

pelayanan kota di sub BWP B blok Bl. 

(6) Jalur pejalan kaki di zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf b, meliputi jalur Pejalan Kaki di Sisi Bangunan Gedung 
perkantoran pemerintah di Sub BWP Edi blok E2; 

(7) Jalur pejalan kaki di zona sarana pelayanan umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi: 
a. jalur pejalan kaki di zona pendidikan, meliputi ruang pejalan kaki 

sisi bangunan gedung kawasan pendidikan tinggi di sub BWP D blok 
Dl dan D2; 

b. jalur pejalan kaki sekitar kawasan stasiun kereta api dan terminal 
angkutan serta pelabuhan sungai di sub BWP F blok Fl; dan 

c. jalur pejalan kaki sekitar kawasan gedung olahraga kabupaten di 
sub BWP Cblok C2. 

(8) Jalur pejalan kaki di zona ruang terbuka hijau taman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi Ruang Pejalan Kaki di Taman 
Lunggi di Sub BWP E blok E2 dan taman-taman kota lainnya. 

(9) Jalur pejalan kaki di zonawisata sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf 
e, seperti di Keraton Sub BWP E blok El dan Wisata Agro di Lumbang 
Sub BWP B blok B2. 

Pasal 17 

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e diarahkan 
pada jalan kolektor primer, kolektor sekunder dan jalan lokal primer serta 
jalan-jalan altematif. 

Pasal 18 

(1) Sistem angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, 
terdiri atas Terminal penumpang. 

(2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas: 
a. terminal tipe A terdapat rencana terminal di sungai rambah 

dengan pelayanan skala luar kota yang berlokasi di sub BWP F blok 
Fl;dan 

b. terminal tipe C, yang berlokasi di: 
1. terminal pasar di sub BWP A blok A2; 
2. terminal kartiasa di sub BWP C blok C2; 
3. rencana terminal politeknik terpikat sub BWP D sub BWP D2; 
4. rencana terminal dalam kaum sub BWP E blok E2; dan 
5. rencana terminal stasiun di sub BWP F blok Fl. 



Pasal 19 

(1) Sistem angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 
g, terdiri atas: 
a. terminal angku tan barang; dan 
b. rencana jalan pendukung sistem angkutan barang. 

(2) Terminal angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf 
a menjadi satu kesatuan dengan sistem terminal angkutan orang tipe A 
di sungai rambah. 

(3) Rencana jalan pendukung sistem angkutan barang sebagaimana 
dimaksud ayat (1) huruf b adalah jalan penghubung Karya Budi (sub 
BWP F blok Fl) - Panglima Daud (sub BWP B blok Bl). 

Pasal 20 

Penyediaan Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h wajib 
disediakan pada ruang-ruang meliputi: 
a. fasilitas perdagangan dan jasa pada simpul-simpul sistem pusat 

pelayanan kawasan perkotaan; 
b. fasilitas-fasilitas pendidikan; 
c. fasilitas-fasilitas perkantoran; 
d. sekitar dermaga sungai; dan 
e . ruas jalan yang dilayani angkutan umum diatur dengan 

mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 21 

(1) Sistem parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i meliputi: 
a. parkir di tempat (on street parking); dan 
b. parkir off street. 

(2) Sistem parkir di tempat (on street parking) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, pada lokasi berikut: 
a. pada pusat pelayanan kota yaitu PPK, sub pusat pelayanan kota 

dan pusat Lingkungan; dan 
b. pada jalan lokal (primer dan sekunder) dan pada jalan kolektor 

(kolektor primer dan sekunder). 
(3) Sistem parkir sistem off street sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, pada zona berikut: 
a. zona perkantoran di sub BWP E blok E2; 
b. zona perdagangan dan jasa pusat kota dan pasar tradisional di sub 

BWP A blok A2 dan perdagangan dan jasa sub pusat kota di sub 
BWP B blok Bl, sub BWP C blok Cl, di sub BWP D blok D1, sub 
BWP E di Blok E2 dan Sub BWP F blok F 1 dan pasar tradisional dan 
atau perdagangan pusat-pusat lingkungan kota di setiap Sub BWP; 

c. zona stadion olahraga di sub BWP C blok C2; 
d. zona pendidikan tinggi di sub BWP D blok D 1 dan D2; 
e. zona sarana pelayanan umum (SPU) di setiap Sub BWP; 
f. zona pariwisata di sub BWP E blok El clan Sub BWP A Sub BWP Al; 
g. zona terminal tipe a dermaga dan stasiun kereta api di sub BWP F 

blok Fl;dan 
h. zona RTH taman kota dan lapangan olahraga di sub BWP A blok A2, 

sub BWP E blok E2 dan sub BWP B blok B2. 



Pasal 22 

( 1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
huruf b, terdiri atas: 
a. jaringan jalur kereta api dengan kode (KA); dan 
b. stasiun kereta api dengan kode (KA). 

(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, 
meliputi rencana sistem jaringan rel kereta yang menghubungkan PKN 
Pontianak dan PKSN Aruk yang melintas di Sub BWP F, Sub BWP B 
dan Sub BWP E. 

(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 
dari: 
a. rencana stasiun penumpang sedang di sub BWP E blok E2; dan 
b. rencana stasiun penumpang sedang di sub BWP F blok Fl. 

Pasal 23 

(1) Sistem transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas: 
a. alur pelayaran; 
b. lintas penyeberangan; dan/atau 
c. pelabuhan sungai. 

(2) Alur pelayaran transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf a, meliputi alur pelayaran kelas III yang merupakan 
kewenangan pemerintah kabupaten melalui Sungai Sambas Kecil dan 
Sungai Sambas; 

(3) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan lintas penyeberangan dalam kabupaten, lintas angkutan 
manusia dan barang untuk mengakses desa-desa di tepian sungai di 
Kabupaten Sambas dengan menggunakan transportasi sungai. 

(4) Pelabuhan Sungai Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c adalah Dermaga Sambas berfungsi sebagai pelabuhan sungai 
pengumpan. 

(5) Rencana sistem transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a . rencana pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpan 

di tepian sungai sambas kecil desa sungai rambah dikembangkan 
dengan pertimbangan berdekatan dengan stasiun kereta api; dan 

b. rencana pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpan 
di tepian sungai sambas kecil desa tanjung mekar dikembangkan 
dengan pertimbangan berdekatan dengan kawasan pendidikan 
tinggi di desa sebayan dan desa wisata tenun di desa sumber 
harapan. 



Bagian Keempat 
Rencana Jaringan Prasarana 

Pasal 24 

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 
huruf c meliputi: 
a. sistem jaringan energi atau kelistrikan; 
b. sistem jaringan telekomunikasi; 
c. sistem jaringan sumber daya air; dan 
d. sistem jaringan prasarana lainnya. 

Paragraf 1 
Sistem Jaringan Energi atau Kelistrikan 

Pasal 25 

(1) Sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24 huruf a, meliputi: 
a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan 
b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. 

(2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan yang menyalurkan gas bumi 
dari kilang pengolahan dan atau tempat penyimpanan ke konsumen 
berupa Pangkalan bahan bakar minyak dan gas direncanakan minimal 
1 unit di setiap Desa. 

(3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf b, terdiri dari infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan 
sarana pendukungnya, terdiri atas: 
a. jaringan transmisi tenaga listrik yang menyalurkan tenaga 

listrik antar sistem terdiri dari jaringan saluran udara tegangan 
tinggi yang menghubungkan GI singkawang - GI tebas - GI sambas; 

b. Infrastruktur jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas: 
1. saluran udara tegangan menengah terdapat di seluruh BWP; dan 
2. saluran udara tegangan rendah terdapat di seluruh BWP. 

(4) Rencana pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan 
meliputi: 

a. pengembangan gardu induk di saing rambi sub BWP C blok C2; 
b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel di perkotaan 

Sambas sub BWP A blok A2; 
c. jaringan saluran udara tegangan tinggi yang melintasi sub BWP F 

dan sub BWP C; 
d. pembangunan instalasi jaringan tenaga listrik di tiap SPPK melalui 

pembangunan jaringan distribusi saluran udara tegangan 
menengah serta saluran udara tegangan rendah yang 
menghubungkan seluruh wilayah kecamatan dan pusat 
permukiman penduduk di seluruh wilayah daerah; 

e. pengembangan fasilitas penerangan jalan umum; 
f. ruang bebas jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi 

diarahkan sebagai ruang terbuka hijau; dan 



g. pengembangan pembangkit tenaga listrik dan jaringan tenaga 
listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(5) Sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat 
ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

Paragraf 2 
J aringan Telekomunikasi 

Pasal 26 

( 1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
huruf b, terdiri atas : 
a. jaringan tetap; 
b. jaringan bergerak terestrial; dan 
c. jaringan bergerak selular. 

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupakan pengembangan sistem jaringan telepon dengan penggunaan 
serat optik. 

(3) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b merupakan pengembangan Stasiun Telepon Otomat di SBWP A Blok 
A3, SBWP B Blok Bl, SBWP C Blok C2, SBWP D Blok D2, SBWP E Blok 
E2, SBWP F Blok Fl. 

(4) Jaringan bergerak selular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
terdiri atas: 
a. mengarahkan pemakaian menara telekomunikasi bersama antar 

berbagai operator telepon genggam; 
b. rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel 

yang berupa penetapan lokasi menara telekomunikasi termasuk 
menara ba.se transceiver station di SBWP A Blok A 1, SBWP A A2, 
SBWP B Blok Bl, SBWP C Blok Cl, SBWP C Blok C2, SBWP D Blok 
D2, SBWP E Blok E2, SBWP F Blok F 1. 

c. pembangunan ba.se tranceiver station harus memperhatikan 
keamanan, keindahan serta dilaksanakan dengan menggunakan 
teknologi ba.se tranceiver station terpad u. 

(5) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dilakukan dengan: 
a. pengembangan prasarana informatika yaitu upaya tersedianya 

jaringan yang memberi layanan informasi berbasis teknologi 
internet dalam bentuk warung internet (warnet), serta peningkatan 
sistem informasi pengembangan Perkotaan Sambas; 

b. pengembangan jaringan telekomunikasi khusus meliputi: 
1. pengembangan telekomunikasi untuk penanganan bencana; 

dan 
2. penanganan telekomunikasi khusus untuk kepentingan 

instansi pemerintah, swasta dan masyarakat lainnya. 
c. pengembangan sistem dan jaringan televisi lokal yang menjangkau 

hingga ke seluruh wilayah kabupaten. 



(6) Pembangunan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) harus mempertimbangkan keamanan dan keindahan. 

(7) Sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan 
tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Paragraf 3 
Sistem Jaringan Sumber Daya Air 

Pasal 27 

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24 huruf c, terdiri atas sistem jaringan sumber daya air lintas 
kabupaten/kota. 

(2) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sumber air meliputi: 
a. sumber air permukaan yaitu wilayah sungai sambas di DAS sambas 

yaitu sungai sambas kecil dan sungai teberau; dan 
b. air tanah pada cekungan air tanah sambas. 

(3) Sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan 
tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Paragraf 4 
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 

Pasal 28 
( 1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pasal 24 

huruf d, terdiri dari: 
a. sistem penyediaan air minum; 
b. sistem pengelolaan air limbah; 
c. sistem jaringan persampahan; 
d. sistem jaringan drainase; dan 
e. sistemjaringan evakuasi bencana. 

(2) Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan Sambas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. sumber air baku meliputi : 

1. sumber air sungai yaitu air dari sungai sambas kecil; 
2. sumber air tanah yaitu sumur-sumur mata air; dan 
3. sumber mata air yaitu air bersih yang dapat dialirkan dengan 

sistem gravitasi dari riam merasap, riam cagat, riam pencarek, 
air terjun gunung pangi, air terjun teluk nibung dan air terjun 
gunung selindung. 

b. sistem jaringan air min um, terdiri atas: 
1. rencana penyediaan air minum melalui pengembangan IPAM 

Kota dengan peningkatan WTP muare ulakan dan peningkatan 
kualitas pelayanan PDAM yang berlokasi di sub BWP A Blok A2 



agar jangkauan pelayanan dapat mencapai hingga ke desa di 
seluruh wilayah perkotaan sambas; 

2. penyediaan intake air bersih dengan penambahan intake baru di 
sub BWP D Blok D2. 

3. pembangunan jaringan transmisi air baku lintas 
kabupaten/kota mencakup 
kabupaten. 

jaringan pipa transmisi air baku 

4. pembangunan jaringan pipa 
seluruh sub BWP. 

unit distribusi yang tersebar di 

c. rencana pelayanan kebutuhan air minum dilakukan melalui 
Peningkatan Kapasitas produksi instalasi pengolahan air bersih dan 
peningkatan jumlah saluran air bersih melalui: 
1. peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air bersih dan 

pembangunan pipa distribusi serta jumlah jaringan air bersih ke 
tiap hunian di pusat-pusat permukiman; 

2. peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air bersih dan 
Pembangunan pipa distribusi serta jumlah jaringan air bersih; 

3. pembangunan saluran pipa transmisi air baku; 
4. instalasi pengelolaan air baku yang dibangun mendekati lokasi 

potensial pengembangan industri dan perkembangan 
permukiman; 

5. pengembangan sistem jaringan air bersih yang dilakukan 
dengan mengoptimalisasi pelayanan PDAM dengan jangkauan 
pelayanan hingga ke desa seluruh BWP; 

6. pembangunan jaringan pipa air bersih dan air baku industri 
yang dikelola pemerintah daerah; dan 

7. penyediaan hidran kebakaran untuk zona perkantoran, zona 
peruntukan industri, zona komersial dan perumahan mengikuti 
pola jaringan air bersih. 

(3) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b meliputi: 
a. rencana sistem pengelolaan limbah setempat melalui: 

1. sub sistem pengolahan setempat dapat berupa: 
a) sistem individual diperuntukan bagi 1 unit rumah tinggal; 
b) sistem komunal diperuntukkan bagi 2 sampai 10 unit rumah 

tinggal dan atau bangunan dan atau mandi cuci kakus; 
2. sub sistem pengangkutan melalui pengembangan sistem 

jaringan air kotor yang terpisah dengan sistem drainase; 
3. sub sistem pengolahan lumpur tinja dengan mengarahkan 

penyediaan sub sistem pengolahan setempat pada kawasan 
permukiman dengan sistem tangki septik yang dapat mengolah 
tinja dan air kotor; dan 

4. pemeliharaan dan/ atau peningkatan kapasitas jaringan 

pembuangan setempat untuk melayani seluruh desa yang terdiri 
atas sistem individual dan fasilitas umum mandi cuci kakus. 

b. rencana sistem pengelolaan limbah terpusat meliputi: 



1. pengembangan SPAL terpusat di kawasan peruntukan industri 
di sub BWP C blok C2; 

2. pengembangan SPAL terpusat di perdagangan dan jasa skala 
kota di sub BWP B blok Bl; 

3. pengembangan SPAL terpusat di permukiman di sub BWP A blok 
Al dan blok A2; 

c. sistem pengelolaan air limbah B3 yang mencakup limbah berupa 
bahan kimia dan bahan berbahaya dan beracun diarahkan kepada 
zona dan sub zona penghasil limbah tersebut meliputi: 

1. zona sarana pelayanan umum yang dimanfaatkan sebagai 
rumah sakit di sub BWP A blok Al; dan 

2. zona KPI di sub BWP A Blok A2, sub BWP B blok Bl sub BWP C 
blok C2 dan C3, sub BWP E Blok E2. 

(4) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d meliputi : 
a. tempat penampungan sementara, terdapat di setiap sub-BWP; dan 
b. rencana pengembangan prasarana dan pengelolaan persampahan 

meliputi: 
1. penyediaan tempat pembuangan akhir sementara 3R yang 

didistribusikan secara merata ke seluruh kawasan yang letaknya 
berdekatan dengan jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 
empat; 

2. pemilahan sampah di dalam kawasan atau tempat 
penampungan sementara; 

3. pengadaan fasilitas persampahan di kawasan permukiman; 
4. optimalisasi operasional fasilitas persampahan yang sudah ada 

serta perbaikanjadwal dan rute pengangkutan sampah; 
5. kegiatan pengelolaan sampah metode 3R; 
6. meminimalkan timbulan sampah; 
7. pemanfaatan standar dan teknologi modern; 
8. memaksimalkan nilai ekonomis sampah dan perluas lapangan 

kerja; 
9. sosialisasi dan edukasi masyarakat; 
10. pengembangan kawasan percontohan di bidang kebersihan dan 

persampahan sebagai kawasan acuan dalam mengelola sampah 
secara baik dan berkesinambungan; dan 

11. pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah 
sementara ke tempat pembuangan sampah akhir. 

(5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 
meliputi: 
a. sistem jaringan drainase primer yaitu sungai sambas besar, sungai 

sambas kecil, sungai teberau, sungai sorat, sungai lumbang, sungai 
tengguli, parit mat harun, parit haji ahmad, sungai kartiasa, dan 
sungai surung dayung, drainase jalan lingkar selatan sampai utara, 
drainase sisi jalan sukaramai, drainase jalan menuju kec. 
sijangkung, drainase jalan kartiasa, drainase jalan siapan menuju 



sungai sambas besar, drainase jalan pengi maram, drainase jalan 
taher, drainase jalan karya budi, drainase jalan sultan tsafiuddin; 

b. sistem jaringan drainase sekunder yaitu drainase jalan terigas-jalan 
raya saing rambi- jalan gusti hamzah, drainase jalan panglima <laud 
Ualan lingkar barat), drainase jalan lingkar dalam, drainase jalan 
pembangunan, drainase jalan keramat - jalan budiman, drainase 
jalan merdeka-jalan pendidikan; dan 

c. sistem jaringan drainase tersier yaitu tersebar pada jaringan jalan 
lingkungan sekunder. 

d. rencana pengembangan jaringan drainase di perkotaan sambas 
berada pada seluruh blok perencanaan dilakukan melalui: 
1. normalisasi sistem jaringan drainase primer; 
2. penyempumakan dan peningkatkan jaringan drainase sekunder 

dan tersier yang ada; 
3. mengembangkan jaringan drainase sekunder dan tersier yang 

baru secara terpadu pada tempat-tempat yang belum terlayani; 
4. sistem jaringan drainase paralel dengan pembangunan jaringan 

jalan; 
5. penataan disepanjang aliran sungai dan parit primer; 
6. tidak mengubah fungsi dan peruntukan saluran, sungai dan 

kali; 
7. peningkatan rasio ruang terbuka biru paling kurang 5 persen 

dan mengoptimalkan rth untuk menampung kelebihan air saat 
curah hujan tinggi; 

8. mempertahankan sempadan sungai dan parit primer sebagai 
RTH dan prasarana pengendali banjir atau genangan; 

9. pembangunan sumur resapan dangkal dan sumur resapan 
dalam, biopori dan wadah air dengan memperhatikan struktur 
geologi dan jenis tanah sebagai bagian dari konservasi dan 
penurunan debit di saluran drainase dan mengurangi genangan. 

e. rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan di seluruh sub BWP dengan sistem drainase tertutup di 
pusat, sub pusat dan pusat pelayanan lingkungan, dan sistem 
drainase terbuka di kawasan perumahan dan permukiman, jalan 
lokal dan lingkungan; 

f. rencana bentuk jaringan drainase kawasan dilakukan dengan 
membangun saluran baru, rehabilitasi, pemeliharaan saluran alami 
dan saluran buatan, meliputi: 
1. drainase di kawasan permukiman direncanakan berupa drainase 

terbuka; 
2. drainase di kawasan perdagangan danjasa direncanakan berupa 

drainase tertutup yang berada dibawah jalur pedestrian; 
3. drainase di kawasan wisata direncanakan berupa drainase 

tertutup yang berada dibawahjalur pedestrian; dan 
4. drainase di kawasan pendidikan tinggi direncanakan berupa 

drainase tertutup yang berada dibawah jalur pedestrian. 



g. pengembangan drainase jalan diarahkan dengan prioritas jalan 
kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan dengan memperhatikan 
drainase primer dan sekunder. 

(6) Sistemjaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f, terdiri dari: 
a. jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud ayat ( 1) adalah 

jaringan jalan kawasan perkotaan dengan fungsi arteri, kolektor dan 
lokal yang terhubung dengan lokasi potensi bencana antara lain 
jalan sultan tsafiuddin, jalan kompi keramat, jalan padat karya, 
jalan lingkar luar utara, jalan sukaramai, jalan thabrani, jalan 
kartiasa, jalan jagor penakalan, jalan sejangkung, jalan panglima 
<laud, jalan keramat, jalan ir. sucitro, jalan pembangunan, jalan 
dagang timur, jalan haji siradj sood, jalan gang timor, jalan terigas, 
jalan raya saing rambi, jalan gusti hamzah, jalan ahmad marzuki, 
jalan budiman, jalan terpikat, jalan merdeka, jalan pendidikan, jalan 
siapat, jalan sakti, jalan gang al-fathin, jalan kawasan 
pemerintahan; dan 

b. ruang evakuasi sementara yaitu taman-taman, halaman atau 
lapangan terbuka lainnya di kawasan perkotaan; 

(7) Sistem jaringan prasarana lainnya, digambarkan dalam peta dengan 
tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BAB IV 
RENCANA POLA RUANG 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 29 

( 1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, 
dilaksanakan pada ruang darat, ruang udara dan ruang bawah tanah 
dalam satu kesatuan penataan ruang. 

(2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , terdiri dari: 
a. zona lindung; dan 
b. zona budidaya. 

(3) Rencana pola ruang digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 
skala 1:5.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.1 dan Tabel 
Rencana Pola Ruang dapat dilihat pada Lampiran IV.2 yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 





e. zona RTH taman RW dengan kode RTH-5; 
f. zona RTH taman RT dengan kode RTH-6; dan 
g. zona RTH pemakaman dengan kode RTH-7. 

(3) Zona RTH Rimba Kota dengan kode RTH-1, sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a, seluas 1.542,38 Ha, yang terdapat pada: 
a. sub BWP B blok B2; 
b. sub BWP C blok C2 dan blok C3; 
c. sub BWP D blok D2; 
d. sub BWP E blok El, blok E2 dan blok E3;dan 
e. sub BWP F blok Fl dan blok F2. 

(4) Zona RTH Taman kota eksisting dengan kode RTH-2 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, seluas 565,38 Ha yang terdapat pada: 
a. sub BWP B blok Bl, blok B2; dan 
b. sub BWP E blok E2. 

(5) Zona ruang terbuka hijau rencana dengan kode RTH-2 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlokasi di sepanjang tepian sungai 
yang berbentuk linear serta di sekitar kompleks Kesultanan Sambas 
yang berbentuk kawasan sebagai pendukung konsep waterfront city. 

(6) Rencana Zona RTH berupa Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, seluas 10,60 Ha, yang 
terdapat pada: 
a. sub BWP A blok Al, blok A2; 
b. sub BWP B blok Bl; 
c. sub BWP C Blok C2; dan 
d. sub BWP F blok Fl. 

(7) Rencana Zona RTH Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan luas sekitar 29,00 Ha 
diarahkan penyediaannya di setiap desa. 

(8) Rencana Zona RTH Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf e, dengan luas sekitar 8,97 Ha diarahkan 
penyediaannya di setiap Sub BWP. 

(9) Rencana Zona Taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf f dengan luas 2,83 Ha, meliputi: 

a. RTH taman RT dan lapangan olahraga pada perumahan baru 
minimal 20 persen dan luas perumahan di setiap sub BWP; dan 

b. RTH taman RT dan lapangan olahraga untuk kawasan perumahan 
dan permukiman yang belum tersedia taman di setiap sub BWP. 

(10) Ruang Terbuka Hijau Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf g, seluas 26,31 Ha berlokasi tersebar di 

seluruh sub BWP. 

Bagian Ketiga 
Zona Budidaya 

Pasal 33 

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, 

terdiri atas: 



a. zona perumahan dengan kode R; 
b. zona perdagangan dan jasa dengan kode K; 
c. zona perkantoran dengan kode KT; 
d. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI, 
e. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU; 
f. zona pembangkit tenaga listrik dengan kode PTL; 
g. zona pertanian dengan kode P; 
h. zona pariwisata dengan kode W; 
i. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; 
j. zona transportasi dengan kode TR; dan 
k. zona lainnya dengan kode PL; 

Paragraf 1 
Zona Perumahan 

Pasal 34 

(1) Zona Perumahan dengan kode R, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
33 huruf a, terdiri atas: 
a. sub-zona rumah kepadatan tinggi dengan kode R-2; 
b. sub-zona rumah kepadatan sedang dengan kode R-3; 
c. sub-zona rumah kepadatan rendah dengan kode R-4; dan 
d. sub-zona rumah kepadatan sangat rendah dengan kode R-5. 

(2) Sub-zona rumah kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas sekitar 85,55 Ha, terdapat pada 
sub BWP A blok A2 dan blok A3 yang diantaranya meliputi Desa 
Durian, Desa Pasar Malayu, Desa Pendawan dan Desa Tanjung Bugis. 

(3) Sub-zona rumah kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1845,79 Ha, terdapat pada; 
a. sub BWP A blok Al desa jagur, desa sembayan, desa tanjung mekar 

dan desa tumok manggis, blok A2 desa durian, desa saing rambi, 
dan blok A3 desa durian, desa lubuk dagang, desa lumbang, desa 
pasar melayu, desa pendawan, desa saing rambi, desa tanjung 

bugis; 
b. sub BWP B blok B1 desa lumbang, desa saing rambi, desa sungai 

rambah di dalam kawasan jalan lingkar dalam perkotaan; 

c. sub BWP C blok Cl desa jagur, desa lorong dan desa saing rambi, 
blok C2 desa kartiasa, desa lorong dan desa saing rambi yaitu desa 
di dalam kawasan jalan lingkar dalam perkotaan; 

d. sub BWP D blok D1 desa jagur, desa sebayan, desa tanjung mekar 
dan desa tumok manggis, blok D2 desa jagur, desa sebayan dan 
desa sumber harapan meliputi desa di dalam kawasan jalan lingkar 

dalam perkotaan; 
e. sub BWP E blok El desa dalam kaum dan desa lubuk dagang, blok 

E2 desa dalam kaumdan desa lubuk dagang dan blok E3 desa 
sumber harapan yaitu desa di dalam kawasan jalan lingkar dalam 
perkots  a  n ; dan 

f. sub BWP F blok Fl desa sungai rambah dan desa saing rambi. 



(4) Sub-zona rumah kepadatan rendah dengan kode R-4, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 1.360,03 Ha, diarahkan pada 
kawasan-kawasan diluar kawasan jalan lingkar dalam perkotaan 
terdapat pada: 
a. sub BWP blok A3 desa lumbang dan desa lubuk dagang; 
b. sub BWP B blok B1 desa lumbang, desa saing rambi dan desa 

sungai rambah dan blok b2 desa lubuk dagang; 
c. sub BWP C blok C2 desa gapura, desa kartiasa, desa lorong dan 

desa saing rambi dan blok C3 desa gapura, desa kartiasa, dan desa 
saing rambi; 

d. sub BWP D blok D2 desa sebayan, desa sumber harapan dam desa 
tanjung mekar; 

e. sub BWP E blok E3 meliputi desa dalam kaum dan desa lubuk 
dagang; dan 

f. sub BWP F blok Fl desa lumbang, desa saing rambi, desa sungai 
rambah dan blok F2 desa semangau. 

(5) Sub-zona rumah kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 650,90 Ha 
diarahkan pada kawasan-kawasan diluar kawasan jalan lingkar dalam 
perkotaan, yang terdapat pada: 
a. sub BWP B blok B2 desa lubuk dagang dan desa lumbang; 
b. sub BWP C blok Cl desa jagur, blok c2 desa gapura, desa jagur, 

desa kartiasa, desa loron.g, dan desa saing rambi dan blok C3 desa 
gapura dan desa kartiasa; 

c. sub BWP D blok D2 desa jagur, desa sebayan dan desa sumber 
harapan; 

d. sub BWP E blok E2 desa dalam kaum dan blok E3 desa dalam kaum 
dan desa sumber harapan; clan 

e. sub BWP F blok Fl desa sungai rambah dan blok F2 desa 
semangau. 

Paragraf 2 
Zona Perdagangan dan Jasa 

Pasal 35 

(1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 huruf b, terdiri atas: 
a. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; 
b. sub-zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2; dan 
c. sub-zona perdagangan dan jasa skala Sub-BWP dengan kode K-3. 

(2) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 16,71 Ha, terdapat 
pada: 
a. sub BWP A blok A2 ditandai dengan pasar tradisional di pusat kota 

desa pasar melayu dan desa pendawan; 
b. sub BWP B blok B1 direncanakan sebagai lokasi pasar modern di 

sekitar bundaran terigas desa saing rambi. 



(3) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP dengan kode K-2 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 111,81 Ha terdapat 
pada: 
a. sub BWP A blok A2 desa durian, desa lubuk dagang, desa pasar 

melayu, desa pendawan, desa tanjung bugis dan blok A3 desa lubuk 
dagang, desa lumbang, desa pendawan, desa tanjung bugis dan 
desa saing rambi; 

b. sub BWP B blok B1 desa lumbang dan desa saing rambi; 
c. sub BWP C blok C2 desa lorong; 
d. sub BWP D blok D1 desa sembayan dan D2 desa sembayan; dan 
e. sub BWP F blok Fl desa lumbang, desa saing rambi dan desa 

sungai rambah. 

(4) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP dengan kode K-3 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 206,32 Ha, 
terdapat pada: 

a. lingkungan di jalan pendidikan desa jagur, desa sebayan, desa 
tanjung mekar dan desa tumok manggis sub BWP A blok Al; 

b. pertokoan dan atau pasar tradisional pusat lingkungan di sub BWP 
A blok A2 meliputi desa durian, desa lumbang dan desa saing 
rambi; 

c. pertokoan dan atau pasar tradisional pusat lingkungan di jalan 
Keramat Perbatasan antara desa pendawan dan desa lumbang sub 
BWP A blok A3; 

d. pertokoan dan atau pasar tradisional pusat lingkungan di jalan raya 
saing rambi sekitar desa saing rambi dan desa lumbang sub BWP A 
blok A3; 

e. pertokoan dan atau pasar tradisional pusat lingkungan di jalan 
terigas-jalan saing rambi perbatasan desa saing rambi dan desa 
lumbang sub BWP B blok Bl; 

f. pertokoan dan atau pasar tradisional pusat lingkungan di sub BWP 
B blok B2 meliputi desa lumbang; 

g. pertokoan clan atau pasar tradisional pusat lingkungan di jagur-
penakalan desa jagur sub BWP C blok Cl; 

h. pertokoan dan atau pasar tradisional pusat lingkungan di koridor 
jalan lingkar dalam desa saing rambi sub BWP C blok C 1 dan blok 
C2; 

i. pertokoan dan atau pasar tradisional pusat lingkungan di jalan 
panglima daud desa saing rambi sub BWP C blok C2; 

j. pertokoan dan atau pasar tradisional pusat lingkungan di jalan 
kartiasa desa kartiasa sub BWP C Blok C2; 

k. pertokoan dan atau pasar tradisional pusat lingkungan di jalan 
kartiasa desa saing rambi sub BWP C Blok C3; 
pertokoan dan atau pasar tradisional pusat lingkungan di desa jagur 
dan desa sebayan sub BWP D blok Dl; 

m. pertokoan dan atau pasar tradisional pusat lingkungan di desa 
sumber harapan sub BWP D blok D2; 



n. pertokoan dan atau pasar tradisional pusat lingkungan di jalan 
pembangunan desa dalam kaumdan desa lubuk dagang sub BWP E 
blok El, blok E2 dan E3; 

o. pertokoan pusat lingkungan pendukung dermaga angkutan sungai 
di sekitar jalan setambah desa sungai rambah sub BWP F blok Fl; 

p. pertokoan pusat lingkungan pendukung stasiun KA di desa sungai 
rambah sub BWP F blok Fl; dan 

q. pertokoan dan atau pasar tradisional pusat lingkungan di jalan raya 
sebawi-sambas desa semangau sub BWP F blok F2. 

Paragraf 3 
Zona Perkantoran 

Pasal 36 

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
huruf c, seluas 96,69 Ha, terdiri atas: 
a. perkantoran pemerintah kabupaten di sub BWP E blok El dan blok E2 

meliputi desa dalam kaum dan desa lubuk dagang; 
b. perkantoran pemerintah kecamatan dan kantor perwakilan pusat di sub 

BWP C blok C 1 dan blok C2 meliputi desa jagur, desa lorong dan desa 
kartiasa; 

c. perkantoran pemerintah desa atau kelurahan di sub BWP A Blok Al, 
blok A2, blok A3 sub BWP B blok B 1, sub BWP D blok D1, blok D2, sub 
BWP F blok Fl dan blok 	dan 

d. perkantoran swasta yang dapat menjadi bagian sub zona perdagangan 
dan jasa skala kota dan sub zona perdagangan dan jasa skala BWP. 

Paragraf 4 
Zona Kawasan Peruntukan Industri 

Pasal 37 

(1) Zona Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 huruf d, terdiri atas: 

a. sub Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI; dan 

b. sub Zona Sentra Industri Kecil dan Menengah dengan kode SIKM. 
(2) Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 28,57 Ha, terdapat pada: 

a. sub BWP A blok A2; 
b. sub BWP B blok Bl, 
c. sub BWP C blok C2 dan blok C3; dan 

d. sub BWP E blok E2. 
(3) Sub Zona Sentra Industri Kecil dan Menengah dengan kode SIKM 

seluas 1,40 Ha di sub BWP D blok D2. 



Paragraf 5 
Zona Sarana Pelayanan Umum 

Pasal 38 

(1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 huruf e meliputi: 
a. sub-zona sarana pelayanan umum pusat pelayanan 

Kota/Kabupaten dengan kode SPU-1; 
b. sub-zona sarana pelayanan umum sub pusat pelayanan 

kota/Kecamatan dengan kode SPU-2; 
c. sub-zona sarana pelayanan umum pusat lingkungan/kelurahan 

dengan kode SPU-3; dan 
d. sub-zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4. 

(2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum pusat pelayanan Kota/Kabupaten 
(SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada: 
a. SPU Pendidikan Skala Kota dengan kode SPU-1.1, seluas 40,44 Ha, 

terdapat pada: 
1. sub BWP A blok Al desa jagur, desa tumok manggis, dan desa 

sebayan dan blok A2 desa durian; 
2. sub BWP B blok B1 meliputi desa saing rambi; 
3. sub BWP C blok C2 meliputi desa kartiasa; 
4. sub BWP D blok D1 desa sebayan dan blok D2 desa jagur dan 

desa tanjung mekar; 
5. sub BWP E blok El desa dalam kaum dan 
6. sub BWP F blok Fl desa sungai rambah; 

b. SPU Kesehatan Skala Kota (SPU-1.3) dengan luas 4,04 Ha di Sub 
BWP A blok Al desa tumok manggis dan blok A2 meliputi dan desa 
durian; 

c. SPU Peribadatan Skala Kota (SPU-1.5) dengan luas 3,95 Ha, 
terdapat pada: 
1. sub BWP A blok A2 meliputi desa durian, desa lubuk dagang, 

desa pasnr melayu, desa saing rambi dan desa tanjung bugis, 
2. sub BWP B blok B1 desa Saing Rambi; dan 
3. sub BWP F blok Fl meliputi desa sungai rambah. 

d. SPU Sosial Budaya Skala Kota (SPU-1.6) dengan luas 1,25 Ha 
terdapat pada sub BWP B blok B1 meliputi desa lumbang dan desa 
saing rambi. 

e. rencana sarana pelayanan umum pusat pelayanan kota/kabupaten 
(SPU-1) seluas 109,70 ha, terdapat pada: 
1. sub BWP A blok A3 desa lumbang; 
2. sub BWP B blok B1 desa lumbang dan desa saing rambi; 
3. sub BWP C blok Cl desa jagur dan desa lorong, blok C2 desa 

jagur, desa kartiasa dan desa loron.g; 

4. sub BWP D blok D1 desa tanjung mekar; 
5. sub BWP E blok E2 desa dalam kaum; dan 
6. sub BWP F blok blok Fl desa sungai rambah. 



(3) Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana 
dimaksud ayat (1) huruf b meliputi: 

a. rencana SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 dengan luas 10,8 
Ha terdapat pada: 
1. sub BWP A blok A2 desa pasar melayu, desa pendawan dan blok 

a3 desa lumbang; 
2. sub BWP B blok B2 desa lubuk dagang; 
3. sub BWP C blok C2 desa saing rambi; 
4. sub BWP D blok D1 desa sembayan dan desa tanjung mekar, 

blok D2 desa sumber harapan; 
5. sub BWP E blok E2 desa dalam kaum 
6. sub BWP F blok Fl desa sungai rambah; 

b. SPU pendidikan skala kecamatan dengan kode SPU-2.1, seluas 
10,86 Ha, terdapat pada: 
1. sub BWP A blok Al desa jagur, desa tumok manggis dan blok A2 

desa durian; 
2. sub BWP D blok D1 desa sebayan dan blok D2 desa sumber 

harapan; 
3. sub BWP E blok E2 desa dalam kaum dan blok E3 desa lubuk 

dagang; dan 
4. sub BWP F blok Fl desa sungai rambah; 

c. SPU transportasi skala kecamatan dengan kode SPU-2.2 seluas 6,43 
Ha, terdapat pada: 
1. sub BWP A blok A2 desa pendawan; 
2. sub BWP C blok C2 desa kartiasa; 
3. sub BWP D blok D2 desa sebayan; 
4. sub BWP E blok E2 desa dalam kaum; dan 
5. sub BWP F blok Fl desa sungai rambah; 

d. SPU kesehatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.3 seluas 0,91 
Ha, terdapat pada: 
1. sub BWP B blok B1 desa saing rambi; dan 
2. sub BWP D blok D2 desa sumber harapan; 

e. SPU olahraga skala kecamatan dengan kode SPU-2.4 seluas 1,88 
Ha, terdapat pada Sub BWP A blok Al desa tumok manggis dan blok 
A2 desa durian; 

f. SPU peribadatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.5 seluas 3,15 
Ha, terdapat pada: 
1. sub BWP A Blok A2 desa durian dan desa pasar melayu; 
2. sub BWP B blok B1 desa lumbang dan desa saing rambi; 
3. sub BWP C blok C2 desa kartiasa dan desa saing rambi; 
4. sub BWP D blok D2 desa sebayan dan desa sumber harapan; 

dan 
5. Sub BWP F blok F2 desa semangau. 

g. SPU sosial budaya skala kecamatan dengan kode SPU-2.6, seluas 
0,68 Ha terdapat pada Sub BWP A blok A2 desa durian dan desa 
pasar melayu. 



(4) Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. rencana SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 seluas 2,22 Ha, 

terdapat pada: 
1. sub BWP A blok A2 desa pasar melayu; 
2. sub BWP C blok C2 desa kartiasa, desa lorong dan blok c3 desa 

gapura; dan 
3. sub BWP F blok Fl desa sungai rambah. 

b. SPU pendidikan skala kelurahan dengan kode SPU-3.1 seluas 12,74 
Ha, terdapat pada: 
1. sub BWP A blok Al desa jagur, desa sebayan, desa tanjung 

mekar, desa tumok manggis, blok A2 desa durian, desa 
pendawan, desa tanjung bugis, dan blok A3 desa lubuk dagang; 

2. sub BWP B blok B1 desa lumbang dan desa saing rambi, dan 
blok B2 desa lubuk dagang; 

3. sub BWP C blok Cl desa lorong, blok C2 desa kartiasa, dan C3 
desa gapura; 

4. sub BWP D blok D2 desa sebayan dan desa sumber harapan; 
5. sub BWP E blok El meliputi desa dalam kaum; dan 
6. sub BWP F blok Fl desa sungai rambah dan blok F2 desa 

semangau; 
c. SPU kesehatan skala kelurahan dengan kode SPU-3.3, seluas 1,10 

Ha, terdapat pada: 
1. sub BWP A blok Al desa jagur; 
2. sub BWP B blok B1 desa lumbang; 
3. sub BWP C blok C2 desa kartiasa; dan 
4. sub BWP D blok D1 desa sebayan dan blok D2 desa sumber 

harapan. 
d. SPU peribadatan skala kelurahan dengan kode SPU-3.5 seluas 2,46 

Ha, terdapat pada: 
1. sub BWP A blok Al desa jagur, desa tanjung mekar, desa tumok 

manggis, blok A2 desa durian, desa lubuk dagang, desa tanjung 
bugis, dan blok A3 desa lumbang dan desa saing rambi; 

2. sub BWP B blok B1 desa lumbang dan desa saing rambi, 
3. sub BWP C blok Cl desa lorong, blok C2 desa kartiasa, dan blok 

C3 desa gapura; 
4. sub BWP D blok D1 desa sebayan dan D2 desa sumber harapan; 
5. sub BWP E blok E2 desa dalam kaum, desa lubuk dagang dan 

blok E3 desa sumber harapan. 
(5) Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: 
a. rencana SPU skala RW dengan kode SPU-4 seluas 0,04 Ha terdapat 

pada sub BWP B blok B1 desa lumbang; 

b. SPU pendidikan skala RW dengan kode SPU-4.1 seluas 0,76 Ha, 
terdapat pada: 
1. sub BWP A blok A3 desa pasar melayu, desa pendawan dan desa 

saing rambi; 



2. sub BWP C blok Cl desa jagur; 
3. sub BWP D blok D.1 desa sebayan; dan 
4. sub BWP E blok El desa lubuk dagang; 

c. SPU kesehatan skala RW dengan kode SPU-4.3 seluas 0,19 Ha 
terdapat pada Sub BWP D blok D2 desa sumber harapan; dan 

d. SPU peribadatan skala RW dengan kode SPU-4.5 seluas 1,43 Ha, 
terdapat pada: 
1. sub BWP A blok A3 desa lumbang dan desa saing rambi; 
2. sub BWP B blok B1 desa sungai rambah; 
3. sub BWP C blok C2 desa lorong, desa kartiasa, dan blok C3 desa 

gapura; 
4. sub BWP D blok D2 desa sebayan dan desa sumber harapan; 
5. sub BWP E blok El desa dalam kaum, blok E2 desa dalam kaum 

dan desa lubuk dagang, blok E3 desa lubuk dagang dan desa 
sumber harapan; dan 

6. sub BWP F blok Fl desa sungai rambah dan blok F2 desa 
semangau. 

Paragraf 6 
Zona Pembangkit Tenaga Listrik 

Pasal 39 

Pengembangan Zona Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode PTL 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf f, seluas 6,39 Ha terdapat di 
sub BWP A Blok A2 Desa Saing Rambi dan sub BWP C blok C2 Saing Rambi. 

Paragraf 7 
Zona Pertanian 

Pasal 40 

(1) Rencana pengembangan Zona Pertanian dengan kode P, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 huruf g terdiri atas: 
a. sub zona pertanian tanaman pangan dengan kode P-1; 

b. sub zona pertanian hortikultura dengan kode P-2; dan 
c. sub zona pertanian perkebunan dengan kode P-3. 

(2) Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, seluas 1.685,32 Ha, terdapat pada: 
a. sub BWP B blok B1 desa saing rambi dan desa sungai rambah, blok 

B2 desa lumbang; 
b. sub BWP C blok C2 desa gapura, desa kartiasa, desa lorong, dan 

desa saing rambi, blok C3 desa gapura, desa kartiasa dan desa 
saing rambi; 

c. sub BWP D blok D2 meliputi desa jagur dan desa sebayan desa; dan 
d. sub BWP F blok Fl desa lumbang, desa saing rambi, desa sungai 

rambah dan blok F2 desa semangau. 
(3) Sub Zona Hortikultura dengan kode P-2, sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, seluas1.237,00 Ha, terdapat pada: 



a. sub BWP B blok B2 desa lubuk dagang; 
b. sub BWP C blok C2 desa gapura, desa jagur, desa kartiasa, desa 

lorong, dan desa saing rambi dan blok C3 desa kartiasa; 
c. sub BWP D blok D2 desa sebayan dan desa sumber harapan; 
d. sub BWP E blok E2 desa dalam kaum dan blok E3 desa dalam 

kaum, desa lubuk dagang dan desa sumber harapan; dan 
e. sub BWP F blok Fl desa sungai rambah dan blok F2 desa 

semangau. 
(4) Sub Zona Perkebunan dengan kode P-3, sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c, seluas 419,12 Ha, dapat dikembangkan pada Zona 
pertanian yang terdapat pada: 
a. sub BWP C blok C2 desa saing rambi; 
b. sub BWP E blok E3 desa sumber harapan; 
c. sub BWP F blok Fl desa sungai rambah dan blok F2 desa 

semangau. 
(5) Sub Zona Tanarnan Pangan dan Sub Zona Holtikultura sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian dan i lahan 
pertanian pangan berkelanjutan seluas 213,64 Ha yang terletak di sub 
BWP C pada Blok C2 dan Blok C3, sub BWP D pada Blok D2, sub BWP 
F pada Blok Fl dan Blok F2. 

Paragraf 8 
Zona Pariwisata 

Pasal 41 

(1) Zona Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h 
terdiri atas: 
a. wisata buatan dengan kode W-2; dan 
b. wisata budaya dengan kode W-3. 

(2) Wisata buatan dengan kode W-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, seluas 17,11 Ha antara lain sebagai berikut : 
a. Tepi sungai sambas; 
b. wisata pemancingan sungai sambas kecil, anak-anak sungainya dan 

muara ulakan di seluruh BWP; 
c. wisata kerajinan tenun sambas di sub BWP D di blok D2; 

d. wisata buah sambas agro rambutan dan durian di desa lumbang 
sub BWP B blok B2 desa lubuk dagang dan desa lumbang; 

e. festival budaya yang seringkali diadakan di sepanjang sungai 
sambas clan kawasan keraton di sub BWP A blok Al dan blok A2 
dan sub BWP E blok E 1 desa dalam kaum; dan 

(3) Pengembangan wisata kuliner berupa warung apung di Wisata budaya 
dengan kode W-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 
5,61 Ha antara lain sebagai berikut: 
a. istana Alwatzikoebillah kesultanan sambas di sub BWP E blok El 

Desa Dalam Kaum; 
b. masjid Jami' kesultanan sambas di sub BWP E blok El desa dalam 

kaum; 



C. makam raja-raja kesultanan sambas di sub BWP E blok El Desa 
Dalam Kaum; 

d. komplek makam keturunan raja-raja brunei darussalam di sub BWP 
E blok El desa dalam kaum; 

e. makam syech abdul jalil al-fatani (kramat lumbang) di sub BWP B 
blok B2 desa lumbang; 

f. kantor wedana/demang sambas di sub BWP C blok Cl Desa 
Lorong; 

g. rumah tinggal maha raja imam haji muhammad basuni imran sub 
BWP A blok Al desa tumok manggis; 

h. rumah tinggal h. siraj sood (dato' kaya lela mahkota) di sub BWP E 
blok El desa dalam kaum; dan 
struktur lindung spiritual dan kearifan lokal di perkotaan sambas 
adalah jembatan batu geretak asam di sub BWP A menghubungkan 
blok A2 dab blok Al dan jembatan batu geretak illek 
menghubungkan sub BWP A blok A2 dan sub BWP E blok El. 

Paragraf 9 
Zona Pertahanan dan Keamanan 

Pasal 42 

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 huruf i, seluas 14,11 Ha, terdapat pada : 
a. sub BWP A blok A2 desa durian, desa lumbang,desa pasar melayu, dan 

desa saing rambi; dan 
b. sub BWP B blok B1 desa saing rambi. 

Paragraf 10 
Zona Transportasi 

Pasal 43 

Zona Transportasi dengan kode TR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
huruf j, seluas 26,60 Ha terdapat pada: 

a. sub BWP E blok E2 desa dalam kaum; dan 
b. sub BWP F blok Fl desa sungai rambah. 

Paragraf 11 
Zona Lainnya 

Pasal 44 

(1) Zona Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf k, terdiri 

atas: 
a. sub zona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3; 
b. sub zona instalasi pengelolaan air limbah dengan kode PL-4; dan 

c. sub zona pergudangan dengan kode PL-6. 



(2) Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 1,44 Ha terdapat 
pada: 
a. sub BWP A blok A2 desa durian, dan 
b. sub BWP D blok D2 desa sembayan dan desa tanjung mekar; 

(3) Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 0,71 Ha, terdapat 
pada sub BWP A blok Al Desa Tumok Manggis dan blok A2 Desa 
Durian, Desa Pasar Melayu, Desa Pendawan dan Desa Tanjung Bugis. 

(4) Sub Zona Pergudangan dengan kode PL-6, sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c, seluas 58,98 Ha terdapat pada: 
a. sub BWP C blok C.2 desa kartiasa dan blok C3 desa gapura dan 

desa kartiasa; 
b. kegiatan pergudangan dapat menjadi pelengkap kegiatan 

perdagangan dapat berlokasi di zona perdagangan Pusat Kota di 
sub BWP A blok A2 dan zona Perdagangan sub Pusat Pelayanan 
Kota di sub BWP B blok B 1 , sub BWP C blok C2, sub BWP D blok 
D1 dan sub BWP E blok E2; dan 

c. kegiatan pergudangan yang melengkapi zona SPU 1 terminal tipe A 
di sub BWP F blok Fl. 

d. zona pergudangan diwajibkan menyediakan alokasi bongkar muat 
dan tempat parkir kendaraan yang memadai; 

e. pengembangan zona pergudangan diikuti dengan ketersediaan 
prasarana dan sarana penunjang seperti listrik, telekomunikasi, air 
bersih dan persampahan, 

Pasal 45 

(1) Pemanfaatan zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
sampai dengan Pasal 44 dilakukan dengan memperhatikan potensi 
rawan bencana alam dengan tingkat kerawanan., probabilitas ancaman, 
dan/atau berdampak rendah hingga sedang. 

(2) Zona budidaya yang berpotensi rawan bencana alam dengan tingkat 
kerawanan., probabilitas ancaman, dan/atau berdampak rendah hingga 
sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. zona rawan banjir atau genangan yang tersebar di setiap Sub BWP; 
b. zona rawan kebakaran permukiman yang berada di kawasan 

permukiman pusat kota di Sub BWP A blok A2 dan blok A3 dan 
rencana pusat perbelanjaan di Sub BWP B blok Bl; dan 

c. zona rawan bencana gerakan tanah klasifikasi menengah yang 
tersebar di setiap Sub BWP. 

(3) zona budidaya yang berpotensi rawan bencana alam dengan tingkat 
kerawanan, probabilitas ancaman, dan/atau berdampak rendah hingga 
sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam 
bentuk: 
a. penampalan. (overlay) pada peta rencana pola ruang; dan 



b. peta kawasan rawan bencana alam yang dilengkapi dengan jalur 
dan ruang evakuasi bencana. 

Pasal 46 

Rencana pola ruang pada ruang udara dan ruang bawah tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), diatur tersendiri dengan Peraturan 
Daerah. 

BAB V 
PENETAPAN SUB BWP PRIORITAS 

Pasal 47 

(1) Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar 
penyusunan RTBL yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

(2) Rencana Penetapan. Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan 
tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dan i Peraturan Daerah mi. 

Pasal 48 

(1) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana 
yang dimaksud dalam Pasal 47, terdiri dan i pengembangan kembali 
prasarana, sarana dan blok/kawasan. 

(2) Sub-BWP yang diprioritaskan dengan Tema Penanganan pengembangan 
kembali prasarana, sarana dan blok/kawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), seluas 592,05 Ha, yang terdapat di Sub BWP A yang 
memusat di sekitar Pasar Sambas termasuk koridor Jalan Gusti 
Hamzah dan Jalan Keramat. 

(3) Rencana penanganan Sub BWP prioritas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan prinsip penataan sebagai berikut : 
a. tersedianya pusat perdagangan dan jasa terbesar di Kabupaten 

Sambas melalui program: 
1. redevelopment pasar tradisional sambas; 
2. pengembangan taman cerdas di lokasi lapangan gabsis dan 

relokasi pusat pelayanan olahraga kabupaten ke sub BWP C; 
dan 

3. penataan pertokoan. 
b. tersedianya simpul transportasi angkutan sungai dan simpul 

angkutan darat yang saling terintegrasi melalui program: 
1. pembangan dermaga angkutan sungai sambas; 
2. redevelopment terminal angkutan umum pusat kota; dan 
3. menyediakan ruang pejalan kaki yang memadai sebagai 

penghubung antar fasilitas penting perkotaan. 
c. tersedianya infrastruktur pendukung kawasan melalui program: 

1. pembangunan Instalasi pengolahan limbah; dan 



2. menyediakan parkir komunal. 

d. penanganan kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi melalui 
program: 
1. mengarahkan lokasi rumah susun sebagai upaya penanganan 

kawasan kumuh pada perumahan kepadatan tinggi; dan 
2. peningkatan kapasitas jaringan jalan lingkungan yang dapat 

dilalui kendaraan pemadam kebakaran. 
(4) Penetapan Sub BWP Prioritas digambarkan pada peta dengan tingkat 

ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan Daerah mi. 

BAB VI 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG 

Pasal 49 

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR Kawasan Perkotaan Sambas 
berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang. 

(2) Pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui penyusunan dan 
pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan 
pendanaannya. 

(3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 50 

(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 
ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan 
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dan i Peraturan Daerah mi. 

(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dan: 
a. indikasi program prioritas; 
b. lokasi dan besaran; 
c. sumber pendanaan; 
d. instansi pelaksana kegiatan; dan 
e. waktu dan tahapan pelaksanaan. 

(3) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan pelaksanaan, meliputi: 
a. periode I dan tahun 2020 sampai 2024; 
b. periode II dan i tahun 2025 sampai 2029; 
c. periode III dan i tahun 2030 sampai 2034; dan 
d. periode IV dan i tahun 2035 sampai 2040; 

(4) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dan i Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan. 



(5) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan.gan 

BAB VII 
PERATU RAN ZONASI 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 51 

(1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai: 
a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang; 
b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di 

dalamnya dan pemanfaatan ruang di bawah tanah; 
c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif; 
d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan 
e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan 

penetapan lokasi investasi. 
(2) Peraturan zonasi terdiri atas: 

a. materi wajib; dan 
b. materi pilihan. 

(3) 	Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan; 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; 
c. ketentuan tata bangunan; 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan 
e. ketentuan khusus; 
f. ketentuan pelaksanaan 

(4) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu 
teknik pengaturan zonasi. 

Bagian Kedua 
Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan 
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

Pasal 52 

(1) Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas 
Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) 
huruf a, terdiri atas: 
a. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung; 

dan 
b. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona 

budidaya. 



(2) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: 
a. zona sempadan sungai dengan kode SS; 
b. zona rimba kota dengan kode RTH-1; 
c. zona taman kota dengan kode RTH-2; 
d. zona taman kecamatan dengan kode RTH-3; 
e. zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan 
f. zona pemakaman dengan kode RTH-7; 

(3) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: 
a. zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2; 
b. zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; 
c. zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4; 
d. zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5; 
e. 	zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; 
f. 	zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2; 
g. zona perdagangan dan jasa skala sub-BWP dengan kode K-3; 
h. zona perkantoran dengan kode KT; 
i. 	zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI; 
j. zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1 terdiri 

dan: 
1. sub zona pelayanan umum pendidikan skala kota/kabupaten 

(SPU 1.1); 
2. sub zona pelayanan umum kesehatan skala kota/kabupaten 

(SPU 1.3); 
3. sub zona pelayanan umum peribadatan skala kota/kabupaten 

(SPU 1.5); dan 
4. sub zona pelayanan umum sosial budaya skala kota/kabupaten 

(SPU 1.6). 
k. zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 

terdiri dan: 
1. sub zona pelayanan umum pendidikan skala kecamatan (SPU 

2.1), 
2. sub zona pelayanan umum transportasi skala kecamatan (SPU 

2.2); 
3. sub zona pelayanan umum kesehatan skala kecamatan (SPU 

2.3); 
4. sub zona pelayanan umum olahraga skala kecamatan (SPU 2.4); 

dan 
5. sub zona pelayanan umum peribadatan skala kecamatan (SPU 

2.5). 
1. zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 

terdiri dan: 

1. sub zona pelayanan umum pendidikan skala kelurahan (SPU 
3 . 1); 

2. sub zona pelayanan umum kesehatan skala kelurahan (SPU 
3.3); dan 



3. sub zona pelayanan umum peribadatan skala kelurahan (SPU 
3.5). 

m. zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4 terdiri 
dan: 
1. sub zona pelayanan umum pendidikan skala RW (SPU 4.1); 
2. sub zona pelayanan umum kesehatan skala RW (SPU 4.3); dan 
3. sub zona pelayanan umum peribadatan skala RW (SPU 4.5). 

n. zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL: 
o. zona pertanian dengan kode P terdiri atas: 

1. sub zona tanaman pangan dengan kode P-1; 
2. sub zona hortikultura (P-2); dan 
3. sub zona perkebunan (P-3). 

p. zona pariwisata dengan kode W terdiri atas: 
1. sub zona wisata buatan (W-2); dan 
2. sub zona wisata budaya (W-3). 

q. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; 
r. zona transportasi dengan kode TR; 
s. zona lain.nya dengan kode PL terdiri atas: 

1. sub zona instalasi pengolahan air bersih (PL-3); 
2. sub zona instalasi pengolahan air limbah (PL-4); dan 
3. sub zona pergudangan (PL-6). 

(4) Klasifikasi kegiatan dan penggunaan lahan dikelompokkan menjadi: 
a. kegiatan diperbolehkan dengan kode I; 
b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T; 
c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan 
d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X. 

(5) Kegiatan diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
diatur dengan syarat: 
a. merupakan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai PZ dan wajib 

memiliki izin dan i pemerintah daerah; 
b. memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan 

oleh bupati; dan 
c. dapat dilakukan di seluruh zona kecuali zona tertentu. 

(6) Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
b diatur dengan syarat: 
a. merupakan kegiatan yang dibatasi berdasarkan jumlahnya, 

pengoperasiaannya, luasan lantai bangunan dalam 1 kapling, atau 
terbatas pada luasan kapling tertentu; dan 

b. wajib memiliki izin dan i pemerintah daerah dan mengikuti ketentuan 
kegiatan pemanfataan ruang. 

(7) Kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c dilakukan dengan syarat: 
a. merupakan kegiatan yang dibatasi berdasarkan persyaratan umum 

dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Bupati; dan 
b. wajib memiliki izin dan i pemerintah daerah dan mengikuti ketentuan 

kegiatan pemanfataan ruang. 



(8) Kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, 
merupakan kegiatan yang tidak sesuai pemanfaatan ruang yang 
direncanakan dalam PZ. 

(9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 51 ayat (3) menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan 
ruang di setiap sub BWP. 

(10) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara detail dapat dilihat 
pada Lampiran. VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani 
Peraturan Daerah ini 

(11) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam Lampiran VII Bupati 
menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan 
pertimbangan dan i TKPRD. 

Bagian Ketiga 
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

Pasal 53 

(1) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (3) huruf b, meliputi: 
a. koefisien dasar bangunan yang terbagi berdasarkan fungsi jalan 

arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan; 
b. koefisien lantai bangunan yang terbagi berdasarkan fungsi jalan 

arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan; 
c. koefisien dasar hijau; dan 
d. koefisien tapak basement. 

(2) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
secara detail dapat dilihat pada Lampiran VIII yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dan i Peraturan Daerah mi. 

(3) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib 
memenuhi intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundan.g-
undangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan daerah mi. 

Bagian Keempat 
Ketentuan Tata Bangunan 

Pasal 54 

(1) Tata bangunan sebagaimana dimaksud pasal Pasal 51 ayat (3) huruf c, 
meliputi: 
a. GSB minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan 

keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan dan 

estetika; 
b. tinggi bangunan maksimum, atau minimal yang ditetapkan dengan 

mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, teknologi, 
estetika dan prasarana; 



c. jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi 
ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis 
peruntukan dan ketingggian bangunan; dan 

d. tampilan bangunan yang ditetapkan dengan mempertimban.gkan 
warna bangunan, bahan bangunan., tektur bangunan dengan 
lingkungan sekitarnya; 

(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a garis sempadan bangunan minimal, meliputi: 

1. garis sempadan bangunan terhadap jalan dengan kode GSB; dan 
2. garis sempadan bangunan terhadap sungai. 

b. jarak bebas antar bangunan minimal, meliputi: 
1. jarak bebas samping bangunan; dan 
2. jarak bebas belakang bangunan. 

c. ketinggian bangunan maksimal, meliputi: 
1. tinggi bangunan maksimal; dan 
2. jumlah lantai bangunan maksimal. 

(3) Ketentuan tata bangunan secara detail dapat dilihat pada Lampiran IX 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan Daerah mi. 

(4) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib 
memenuhi ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan daerah mi. 

Bagian Kelima 
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 

Pasal 55 

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 51 ayat (3) huruf d, meliputi: 
a. jalur pejalan kaki; 
b. ruang terbuka hijau; 
c. ruang terbuka non hijau; 
d. utilitas perkotaan; dan 
e. prasarana lingkungan. 

(2) Ketentuan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, meliputi: 
a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar 

antara 2-3 meter; 
b. jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu 

jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan 
c. jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang 

memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran 
pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang 
penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan 
bentang alam. 



(3) Ketentuan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, meliputi: 
a. zona RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun 

setidaknya menyiapkan 10% dan i luas persil dengan penambahan. 
pot - pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis; 

b. zona RTH Taman dan rimba kota disediakan secara berhirarki untuk 
taman lingkungan, taman kota., rimba kota dan green belt sesuai 
standar; 

c. zona RTH jalur hijau jalan berupa taman; dan 
d. zona RTH fungsi tertentu berupa sempadan sungai, perlindungan 

sekitar waduk/bendungan, perlindungan sekitar mata air 
dan pemakaman sesuai standar. 

(4) Ketentuan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c,meliputi: 
a. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan 

basket, lapangan volley, lapangan tenis dikembangkan sesuai 
standar pelayanan umum; 

b. lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di 
kawasan wisata, lapangan 	parkir 	di perkantoran, lapangan 
olahraga dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara 
menyatu dengan RTH; 

c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, 
lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu 
dengan RTH; 

d. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan 
sesuai jaringan pergerakan; dan 

e. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar 
bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan 
sesuai dengan kebutuhan jaringan. 

(5) Ketentuan utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d, meliputi: 
a. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik 

pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 

30 menit; 
b. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dan i garis 

tepi jalan; 
c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara 

tertutup dengan perkerasan permanen; 

d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem 

terpadu bawah tanah; dan 
e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di kelerengan lebih 

dari 25% harus mengajukan ijin yang menyertakan perencanaan 
pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak 
merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak 
memberi dampak erosi, banjir dan longsor. 

(6) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf e, meliputi: 



a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran 
dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; 

b. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis 
sampahnya (organik dan 	non 	organik) 	serta 	diangkut 
menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan 
metode angkut tidak tetap; 

c. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan 
ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site); dan 

d. pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik 
yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-
kurangnya 10 meter dan i sumber air tanah, sedangkan 
apartemen, permukiman kepadatan tinggi 	yang 	tidak 
memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan 
menggunakan bak septik komunal. 

(7) Ketentuan prasarana dan sarana minimum secara detail dapat dilihat 
pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani 
Peraturan Daerah mi. 

Bagian. Keenam 
Ketentuan Khusus 

Pasal 56 

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (3) huruf e, 
merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar 
karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri 
karena belum diatur di dalam aturan dasar. 

(2) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. lahan pertanian pangan berkelanjutan; 
b. kawasan rawan bencana; 
c. cagar budaya; 
d. pertahanan dan keamanan; 
e. ukuran kapling pada zona perumahan; dan 
f. sempadan sungai. 

(3) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas sekitar 213,64 Ha yang terletak 
di: 
a. sub BWP C pada blok C2 dan blok C3 meliputi desa kartiasa, desa 

lorong, dan desa gapura; 
b. sub BWP D pada blok D2 meliputi desa sumber harapan; dan 
c. sub BWP F pada blok Fl dan blok F2 meliputi desa sungai rambah, 

desa lumbang, desa saing rambi dan desa semangau. 
(4) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b meliputi: 
a. kawasan rawan bencana banjir atau genangan yang tersebar di 

setiap sub BWP; 



b. kawasan rawan kebakaran permukiman yang berada di kawasan 
permukiman pusat kota di sub BWP A blok A2 dan blok A3 dan 
rencana pusat perbelanjaan di sub BWP B blok Bl; 

c. kawasan rawan bencana gerakan tanah klasifikasi menengah yang 
tersebar di setiap sub BWP; dan 

d. kawasan rawan bencana merupakan faktor pengendali dalam 
pemanfataan zona dan sub zona budidaya sehingga tidak 
ditetapkan dalam zona tersendiri dan diatur lebih lanjut dengan 
teknik peraturan zonasi. 

(5) Ketentuan Khusus Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
poin c meliputi: 
a. bangunan diupayakan mempertahankan ornament dan arsitektur 

budaya lokal; dan 
b. mempertahatikan unsur pelestarian kearifan budaya lokal. 

(6) Ketentuan khusus pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) poin d yaitu menyediakan buffer zone sebagai pengaman 
kawasan. 

(7) Ketentuan khusus untuk kapling minimal bagi Zona Perumahan 
meliputi: 
a. pembangunan rumah yang terdiri dan i 10 (sepuluh) bidang/kapling 

tanah atau lebih, disarankan menyediakan rencana akses jalan, 
fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau; 

b. luas kapling minimal pada permukiman berkepadatan tinggi adalah 
60 m2; 

c. luas kapling minimal pada permukiman berkepadatan sedang 
adalah 150 m2; dan 

d. luas kapling minimal pada permukiman berkepadatan rendah dan 
sangat rendah adalah 200 m2. 

(8) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) poin f meliputi sepanjang tepian sungai yang telah dibangun 
perumahan, tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran 
bangunan di sub BWP A blok Al dan blok A2, sub BWP B blok 

Bagian Ketujuh 
Ketentuan Pelaksana 

Pasal 57 

(1) Ketentuan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) 
huruf f, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif. 

(2) Insentif diberikan terhadap pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana 
struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan 
zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah mi. 

(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, 
dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam 
Peraturan Daerah mi. 



Pasal 58 

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan 
ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada 
masyarakat. 

(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi 
berwenang sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal 59 

(1) 	Tujuan diberikan insentif ialah sebagai berikut: 
a. mendorong perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang 

dan kawasan prioritas yang telah ditetapkan.; 
b. meningkatkan upaya pengendalian perubahan pemanfaatan ruang 

di kawasan perkotaan sambas; 
c. memberikan kepastian hak atas pemanfaatan ruang bagi 

masyarakat; dan 
d. meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka 

pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan 
pengawasan penataan ruang. 

(2) 	Objek pemberian insentif meliputi: 
a. pembangunan pada kawasan yang didorong perkembangannya; 
b. pembangunan sesuai karakter bangunan dan lingkungan pada 

kawasan cagar budaya; 
c. penyediaan ruang clan atau pembangunan fasilitas umum dan 

sosial; 
d. peningkatan kuantitas dan kualitas sirkulasi dan jalur penghubung 

bagi pejalan kaki termasuk jalur bagi penyandang cacat dan lanjut 
usia oleh sektor privat; 

e. pemanfaatan lahan yang dapat mempertahankan fungsi ruang 
terbuka hijau yang telah ditetapkan; dan 

f. penyelenggaraan zona pertanian didukung dengan infrastruktur, 
bibit dan pupuk. 

(3) 	Jenis insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 

a. dana konpensasi kepada pihak yang tidak melakukan kesalahan 
atau bagi mereka yang membantu pemanfaatan ruang; 

b. kemudahan administrasi; 
c. insentif pajak; 
d. pemberian penghargaan, disesuaikan dengan kebutuhan dalam 

pemanfaatan RTR; 
e. pemberian tunjangan pembangunan; 

f. perbaikan sarana dan prasarana yang dapat memperlancar 
peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat; 

g. tax exemption/reduction; 
h. award/ recognition; 

i. transfer of development rights; 
j. infrastruktur, iluminasi/pencahayaan; dan 
k. kemudahan/kelonggaran perijinan. 



(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur 
dengan Peraturan Bupatisetelah mendapatkan pertimbangan dani 
TKPRD. 

Pasal 60 

(1) Penetapan disinsentif didasarkan atas pertimbangan pemanfaatan 
ruang dibatasi dan dikendalikan untuk menjaga kesesuaian dengan 
fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. 

(2) Obyek pengenaan disinsentif diberikan apabila pembangunan 
dilakukan pada kawasan yang dibatasi perkembangannya. 

(3) 	Jenis disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. pengenaan pajak yang tinggi; 
b. persyaratan khusus dalam perizinan; 
c. kewajiban memberi kompensasi; 
d. kewajiban memberikan imbalan.; dan/atau 
e. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana. 

(4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada 
seluruh zona atau sub zona. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Kedelapan 
Teknik Pengaturan Zonasi 

Pasal 61 

(1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 
(4) 	adalah ketentuan lain dan i aturan dasar yang disediakan atau 
dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan 
zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan 
mempertimbangkan karakteristik blok/zona. 

(2) Penerapan teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mengatur beberapa hal sebagai berikut: 
a. bonus zoning dengan kode b; 
b. pengendalian Pertumbuhan dengan kode k; 
c. khusus dengan kode j; dan 
d. pelestarian cagar budaya dengan kode 1. 

(3) Teknik pengaturan zonasi Bonus Zoning sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a, diberikan Pemerintah Daerah dalam bentuk 
peningkatan luas lantai atau KLB dan diarahkan pada zona 
perdagangan (K1 dan K2) di sub BWP A blok A2 dan sub BWP B (K1, 
K2 dan K3) Blok B2. 

(4) Bonus Zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai kompensasi 
menyediakan fasilitas publik dapat berupa on-site inprovements atau off-
site improvement. 

(5) Bonus Zoning on site improvements sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) diberikan sebagai konpensasi menyediakan fasilitas publik antara 
lain: 



a. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan 
kaki/pedestrian yang teritegrasi dengan angkutan umum; dan atau 

b. menyediakan arcade, plaza, jalur sepeda yang terintegrasi dengan 
angkutan umum; dan atau 

c. menyediakan ruang untuk sempadan sungai dan membuat 
peningkatan kualitas sempadan sungai; 

d. menyediakan jalan tembus bagi pejalan kaki dalam blok/kapling; 
dan 

e. menyediakan sebagian lahan pribadi/privat untuk penambahan 
lebar jalur pejalan kaki publik. 

(6) 

	

	Bonus Zoning off site improvement sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diberikan sebagai konpensasi menyediakan fasilitas publik antara lain: 
a. penyediaan lahan dan atau membangun RTH Publik berupa taman 

atau rimba kota; 
b. penyediaan lahan dan atau membangun rumah susun umum; 
c. penyediaan infrastruktur dapat berupa jalan dan jembatan baik 

layang maupun bawah tanah, perbaikan saluran, penerangan jalan, 
penyediaan jalur penghubung ke dan dan i titik transit, pelestarian 
bangunan dan lingkungan cagar budaya; 

d. penyediaan fasilitas pendukung hunian, fasilitas semi publik dan 
sarana berupa penyediaan fasos fasum; dan atau 

e. penyediaan landmark yang diperlukan. 
(7) Teknik pengaturan zonasi pengendalian pertumbuhan (k) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b diterapkan pada zona budidaya yang 
berada di pinggiran Sungai Sambas Kecil, Sungai Sambas Besar dan 
Sungai Teberau yang merupakan zona rawan bencana banjir dan 
genangan serta zona rawan bencana kebakaran diantaranya sebagai 
berikut: 
a. sub BWP A blok Al, blok A2 dan blok A3; 
b. sub BWP B blok Bl. dan B2; 
c. sub BWP C blok Cl dan blok C3; 
d. sub BWP D blok D2; dan 
e. sub BWP E blok El, blok E2 dan blok E3. 

(8) Teknik pengaturan zonasi pengendalian pertumbuhan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. mempertahankan intensitas, tata bangunan, fasade dan karakter 
lingkungan/koridor; 

b. pembangunan harus sesuai karakter lingkungan; 
c. mempertahankan karakter koridor jalan dan menyediakan jalur 

pejalan kaki menerus; 
d. pengaturan sistem inlet outlet sekurang-kurangnya setiap jarak 60 

m (enam puluh meter) atau jarak yang memungkinkan tidak 
terganggu pergerakan di sepanjang jalan dan sedapat mungkin 
membuka pagar antarpersil sebagai ruang bersama; dan 

e. menyediakan prasarana parkir dalam persil. 
(9) Teknik pengaturan zonasi khusus (j) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf c merupakan kawasan yang memiliki karakteristik spesifik 



sesuai dengan karakteristik setempat untuk mengurangi konflik 
antara area ini dan masyarakat sekelilingnya dengan pemanfaatan 
ruang yang sesuai dengan area tersebut. 

(10) Teknik pengaturan zonasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 
diterapkan pada: 
a. kawasan terminal penumpang dan barang di sub BWP F blok Fl; 
b. kawasan olahraga (stadion) di sub BWP C blok C2; 
c. kawasan pertahanan dan keamanan di sub BWP B blok Bl; dan 
d. kawasan desa wisata tenun di desa sumber harapan sub BWP D 

blok D2. 
(11) Penggunaan/pemanfaatan ruang di teknik pengaturan zonasi khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan ketentuan: 
a. memiliki dimensi dan ketentuan pembangunan sesuai kebutuhan 

dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan; 
b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan sekitar; 
c. menyediakan ruang parkir yang memadai; dan 
d. menyediakan RTH privat. 

(12) Teknik pengaturan zonasi Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan ketentuan pengaturan pada 
zona untuk memelihara visual dan karakteristik budaya, bangunan dan 
kawasan maysarakat setempat yang ditetapakan dalam peraturan 
perundang-undangan. 

(13) Teknik pengaturan zonasi Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (12) diterapkan pada zona wisata budaya 
diantaranya berlokasi di sub BWP A, sub BWP B, sub BWP C dan sub 
BWP E sebagaimana disebutkan pada pasal 41 ayat (3). 

(14) Teknik pengaturan zonasi Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (12) dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. pembangunan kawasan sekitar harus sesuai karater zona 

utamanya; 
b. mempertahankan intensitas, tata bangunan, fasade dan karakter 

bangunan dan lingkungan; 
c. penggunaan kembali dapat dilakukan tanpa merusak struktur fisik 

dan bentuk ash i bangunan cagar budaya; 
d. mendapatkan mekanisme insentif untuk pemeliharaan; 
e. kegiatan yang diizinkan terbatas, bersyarat dan diizinkan ditetapkan 

Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dan i TKPRD; dan 

f. pembangunan baru pada kawasan cagar budaya harus 
menyesuaikan dengan karakter kawasan cagar budaya. 

(15) Ketentuan Teknik Pengaturan Zonasi secara detail tercantum dalam 
Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan 

Daerah mi. 



BAB VII 
KETENTUAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG 

Pasal 62 

(1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang 
dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur 
dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah mi. 

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai 
dengan kewenangannya. 

(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 63 

(1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten 
Sambas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) sebagai 
berikut: 

a. izin prinsip; 
b. izin lokasi; 
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; 
d. izin mendirikan bangunan; dan 
e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(2) 	Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dan huruf b, untuk luas lahan perencanaan tertentu diberikan setelah 
mendapatkan pertimban.gan. dan TKPRD dan mengacu pada rencana 
tata ruang wilayah kabupaten. 

(3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c, diberikan berdasarkan izin lokasi dan dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan 
zonasi. 

BAB VIII 
KETENTUAN SANKSI 

Pasal 64 

(1) Setiap orang atau masyarakat yang melakukan pelanggaran pengatu ran 
pemanfaatan ruang sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Daerah 
ini dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa: 
a. Peringatan tertulis; 
b. Penghentian sementara kegiatan; 
c. Penghentian sementara pelayanan umum; 
d. Penutupan lokasi; 
e. Pencabutan izin; 



f. Pembatalan izin; 
g. Pembongkaran bangunan; 
h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau 
i. Denda administratif. 

Pasal 65 

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) 
huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dani 
Kepala OPD bidang tata ruang. 

(2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sekurang-kurangnya memuat: 
a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang; 
b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai 

RDTR dan/atau PZ; dan 
c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan. 

(3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan paling banyak 3 (tiga) kali. 

(4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diabaikan, Kepala OPD bidang tata ruang melakukan tindakan berupa 
pengenaan sanksi. 

(5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
64 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tahapan: 
a. kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis 

sesuai ketentuan; 
b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a 

diabaikan, Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat 
keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang; 

c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, 
Kepala OPD bidang tata ruang melakukan penghentian sementara 
kegiatan pemanfaatan ruang; dan 

d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, Kepala OPD bidang 
tata ruang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan 
ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai terpenuhi 
kewajibannya. 

(6) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c dilakukan melalui tahapan: 
a. kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan 

tertulis; 
b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf 

a diabaikan, Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat 
keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan 
memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan 
dihentikan sementara; 

c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan 
umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala OPD bidang 
tata ruang berkoordinasi dengan penyedia jasa pelayanan umum 



untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang 
melakukan pelanggaran; dan 

d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada yang melakukan 
pelanggaran, Kepala OPD bidang tata ruang melakukan pengawasan 
untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum sampai yang 
melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya. 

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf 
d dilakukan melalui tahapan: 
a. kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan 

tertulis, 
b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a 

diabaikan, Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat 
keputusan penutupan lokasi; 

c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana 
dimaksud pada huruf b, Kepala OPD bidang tata ruang bersama 
Kepala Satpol PP melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan 

d. setelah dilakukan penutupan lokasi, Kepala OPD bidang tata ruang 
melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup 
tidak dibuka kembali sampai yang melakukan pelanggaran 
memenuhi kewajibannya. 

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf e 
dilakukan melalui tahapan: 
a. kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis 

sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1); 
b. apabila surat peringatan tertulis sebagamana dimaksud pada huruf 

a diabaikan, Kepala OPD bidang tata ruang mencabut izin 
menerbitkan surat keputusan pencabutan izin; dan 

c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana 
dimaksud pada huruf b, Kepala OPD bidang tata ruang 
memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran 
mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah. 

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf f 
dilakukan melalui tahapan: 
a. kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis 

sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1); 
b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

diabaikan, Kepala OPD bidang tata ruang melakukan pembatalan 
izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin; 

c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana 
dimaksud pada huruf b, Kepala OPD bidang tata ruang 
memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran 
mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk 
menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan 
izinnya; dan 

d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang 
sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kepala OPD bidang 



tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan 
penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(10) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat 
(2) huruf g dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
di bidang bangunan gedung. 

(11) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) 
huruf h dilakukan melalui tahapan: 
a. kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis 

sesuai ketentuan; 
b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf 

a diabaikan, Kepala OPD bidang tata ruang menerbitkan surat 
perintah pemulihan fungsi ruang; 

c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, 
Kepala OPD bidang tata ruang memberitahukan kepada orang 
melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi 
ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan 
dalam jangka waktu tertentu; 

d. kepala OPD bidang tata ruang melakukan pengawasan pelaksanaan 
kegiatan pemulihan fungsi ruang; 

e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak 
dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, Kepala OPD 
bidang tata ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan 
pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan 

f. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu 
membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud 
pada huruf c, Bupati dapat mengajukan penetapan pengadilan agar 
pemulihan dilakukan Pemerintah Daerah atas beban orang yang 
melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari. 

(12) Denda administratif, kepada pelanggaran ketentuan RDTR dapat 
dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan 
sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) 
huruf i. 

(13) Denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan RDTR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berdasarkan ktiteria: 
a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran 

ketentuan RDTR; 
b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap 

pelanggaran ketentuan RDTR; dan/atau 
c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan 

RDTR. 
(14) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (12), ditetapkan 

oleh Bupati yang secara operasional menjadi tugas Kepala OPD bidang 
tata ruang sesuai kewenangannya. 

(15) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12), wajib 
disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 



pada ayat  (2), 

BAB IX 
DATA DAN INFORMASI 

Pasal 66 

Bupati menyelenggarakan sistem informasi tata ruang guna 
memberikan layanan data dan informasi penataan ruang serta layan.an  
kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR dan PZ. 
Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , disajikan 
dalam satu web dan dikelola kepala OPD terkait; 
Portal Web penataan ruang sebagaimana dimaksud 
menyajikan data dan informasi sekurang-kurangnya: 
a. penyelenggaraan penataan ruang; 
b. tujuan penataan ruang; 
c. struktur dan pola ruang; 
d. ketentuan pemanfaatan ruang; 
e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dan 
f. pengaduan masyarakat. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi penataan ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur 
dengan Peraturan. Bupati. 

BAB X 
KERJASAMA 

Pasal 67 

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah yang 
berbatasan dan/atau pemerintah daerah lain, perguruan tinggi dan 
swasta dalam pelaksanaan RDTR dan PZ dalam rangka: 
a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat 

berdasarkan RDTR dan PZ; 
b. meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya; 
c. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan 

pelaksanaan RDTR dan PZ; 
d. mempercepat akselerasi ilmu pengetahuan clan teknologi dalam 

pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR dan PZ; 
e. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam 

penyediaan prasarana dan sarana Perkotaan melalui pengerahan 
dana swasta; 

f. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui 
persaingan sehat; dan 

g. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam 
penyediaan prasarana dan sarana. 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 



BAB XI 
RETRIBUSI 

Pasal 68 

Setiap pelayanan cetak peta dan pengukuran lahan dalam pelaksanaan 
RDTR dan PZ dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. 

BAB XII 
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT 

Pasal 69 

(1) 	Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: 
a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci di daerah; 
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; 
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul 

akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan 
rencana tata ruang; 

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap 
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di 
wilayahnya; 

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian 
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada 
pejabat berwenang; dan 

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau 
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai 
dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. 

(2) 	Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: 
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dani 

pejabat yang berwenang; 
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 

pemanfaatan ruang; 
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; 

dan 
e. berperan serta dalam pembangunan sistem informasi tata ruang. 

(3) Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat 
berbentuk: 
a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau 
kebiasaan yang berlaku; 

b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan 
pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang 
mencakup lebih dan i satu wilayah daerah/kota di daerah; 

c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rtrw dan 
rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dan i satu wilayah. 



d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rtrw 
daerah yang telah ditetapkan; dan 

e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang 
dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan 
kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

(4) Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat 
berbentuk: 
a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah clan kawasan 

yang meliputi lebih dan i satu wilayah daerah/kota di daerah, 
termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan 
pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan 

b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan 
penertiban pemanfaatan ruang. 

BAB XIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 
Pembinaan 

Pasal 70 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan RDTR dan 
PZ melalui: 
a. koordinasi, 
b. sosialisasi; 
c. pemberian pedoman dan standar; 
d. bimbingan, supervisi, dan konsultasi; 
e. penelitian dan pengembangan; 
f. penyebaran informasi; 
g. pengembangan sistem informasi; 
h. pendidikan dan pelatihan; dan 
i. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. 

(2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara 
berkesinambungan yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Pengawasan 

Pasal 71 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan RDTR dan PZ 
sesuai dengan wewenangnya melalui: 
a. pemantauan; 
b. evaluasi; dan 
C. pelaporan. 

(2) 	Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 
a. pengamatan; 



b. pencatatan; 
c. perekaman; 
d. pemeriksaan laporan; dan/atau 
e. peninjauan secara langsung. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan 
melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan 
yang hasilnya sebagai dasar peninjauan atas pelaksanaan RDTR dan 
PZ. 

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan 
oleh Kepala OPD yang mengeluarkan izin dan rekomendasi kepada 
Bupati secara berkala atau sesuai kebutuhan. 

BAB XIV 
KELEMBAGAAN 

Pasal 72 

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelengaraan penataan ruang dan 
kerja sama lintas sektoral, lintas daerah dan lintas pemangku 
kepentingan di bidang penataan ruang, dibentuk Tim Koordinasi 
Penataan Ruang Daerah. 

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi 
atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompik Kerja 
Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 

(3) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja TKPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
TKPRD mengoptimalkan peran serta masyarakat. 

BAB XV 
PENYIDIKAN 

Pasal 73 

Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak 
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat 
dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang. 
Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), berwenang: 
a. menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya 

pelanggaran; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan 

melakukan pemeriksaan; 
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal din i tersangka; 
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; 
e. mengambil sidik jar dan memotret seseorang; 



f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi; 

g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk 
bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa terebut bukan 
merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan 
hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; 
dan 

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan 
penangkapan dan/atau penggeledahan. 

(4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan mengenai: 
a. pemeriksaan tersangka; 
b. pemasukan rumah; 
c. penyitaan benda; 
d. pemeriksaan surat; 
e. pemeriksaan saksi; 
f. pemeriksaan ditempat kejadian; dan 
g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan 

tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. 

(5) Mekanisme penyelenggaraan pelanggaran pidana yang dilakukan PPNS 
sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB XVI 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 74 

(1) Setiap orang yang tidak menaati RDTR dan PZ yang telah ditetapkan 
yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataa Ruang. 

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kematian orang, 
pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan bidang Penataan Ruang. 

Pasal 75 

(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin 
pemanfaatan ruang dan pejabat yang berwenang, dipidana sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan 

Ruang. 



(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kematian orang, 
pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan bidang Penataan Ruang. 

Pasal 76 

(1) Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam 
persyaratan izin pemanfaatan ruang, dipidana sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

(2) Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh 
peraturan perundang-undangan dinyatakan milik umum, dipidana 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

Pasal 77 

(1) Setiap pejabat daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai 
dengan RDTR dan PZ, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat 
dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan 
hormat dan i jabatannya. 

Pasal 78 

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 
75, Pasal 76, dan Pasal 77 dilakukan oleh suatu korporasi, selain 
pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat 
dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda sengan 
pemberatan 3 (tiga) kali dan i pidana denda sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77. 

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi 
dapat dijatuhi pidana tambahan tambahan berupa: 
a. pencabutan izin usaha; dan/atau 
b. pencabutan status badan hukum. 

Pasal 79 

(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 
77 dapat menuntut ganti rugi secara perdata kepada pelaku tindak 

pidana. 
(2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana. 



BAB XVII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 80 

(1) 

	

	RDTR dan PZ berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak 
tanggal diundangkan dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun; 

(2) Peninjauan kembali RDTR dan PZ sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat 
dilakukan 1 (Satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila: 

a. terjadi perubahan kebijakan dan strategi yang mempengaruhi 
pemanfaatan ruang BWP; dan/atau 

b. terjadi dinamika internal BWP yang mempengaruhi pemanfatan 
ruang secara mendesak. 

(3) Peninjauan kembali RDTR dan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan lebih dan i 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila 
terjadi perubahan lingkungan strategis berupa bencana alam skala 
besar. 

BAB XVIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 81 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 

(1) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 

(2) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku ketentuan: 

a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut 
disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah 
ini; 

b. untuk yang sudah dilaksankan pembangunannya, dilakukan 
penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan 
perundang - undangan; dan 

c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak 
memungkinkan dilaksanakan penyesuaian dengan fungsi kawasan 
berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat 
dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul akibat pembatalan 
izin tersebut diberikan penggantian yang layak sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dan 
tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan 
Peraturan Daerah mi. 

(4) Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai 
berikut: 

a. yang bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, 
pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan 
dengan peraturan daerah ini; dan 



b. yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini dipercepat untuk
mendapat izin.

BAB XIX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 82 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Sambas Nomor 13 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata 
Ruang Kota Sambas sampai dengan Tahun 2010 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun 2001 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 83 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Sambas 

Ditetapkan di Sambas 
pada tanggal 23 Desember 2020 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 

Diundangkan di Sambas 
Pada tanggal 23 Desember 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 

TTD 

FERRY MADAGASKAR 
���N DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 60

/b) 
10 1 001 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT: 7 /2020 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 

NOMOR 7 TAHUN 2020 

TENTANG 

RENCANA DETAIL TATA RUANG ICAWASAN PERKOTAAN SAMBAS 

TAHUN 2020-2040 

I. UMUM 

Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang No 26 Tahun 2007 (sebagai pengganti Undang-Undang 
No 24 Tahun 1992) tentang Penataan Ruang, merupakan sebuah 
langkah reformasi di bidang penataan ruang yang cukup signifikan, telah 
memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk 
melakukan peningkatan din sesuai dengan potensi sumber daya, 
karakteristik dan budaya (kearifan lokal) masing-masing. Undang-
Undang ini mengamanatkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip 
pembangunan berkelanjutan, pertimbangan untuk mitigasi bencana, 
persyaratan minimal ruang terbuka hijau 30% di kawasan perkotaan, 
pengenaan sanksi yang tegas di bidang Penataan Ruang. Selain itu 
Undang-Undang ini juga memerlukan dukungan pemerintah daerah 
dalam implementasi dan perundang-undangan di tingkat yang lebih 
rendah. 

Di dalam Undang-Undang ini, Rencana Detail Tata Ruang 
Kawasan Perkotaan, merupakan penjabaran dan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten ke dalam rencana distribusi pemanfaatan ruang dan 
bangunan serta bukan bangunan pada kawasan perkotaan. Rencana 
Detail Tata Ruang Kota mempunyai fungsi untuk mengatur dan menata 
kegiatan fungsional yang direncanakan oleh perencanaan ruang 
diatasnya, dalam mewujudkan ruang yang serasi, seimbang, aman, 
nyaman dan produktif. Muatan yang direncanakan dalam RDTR kegiatan 
berskala kawasan atau lokal dan lingkungan, dan atau kegiatan khusus 
yang mendesak dalam pemenuhan kebutuhannya. 

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah rencana 
pemanfaatan ruang Bagian Wilayah Perkotaan secara terperinci yang 
disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pengaturan 
zonasi, perijinan dan pembangunan kawasan. Dalam konteks 
penyelenggaraan perencanaan penataan ruang di daerah, berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang mengamanatkan daerah 
untuk menyusun rencana umum tata ruang clan rencana rinci tata 
ruang. Kabupaten Sambas sebagai suatu daerah otonom, telah memiliki 
RTRW yang dijadikan panduan untuk pembangunan. Oleh karena itu, 
perlu pula disusun rencana detail tata ruang sebagai perangkat 



operasional rencana umum tata ruang, yang nantinya akan digunakan 
sebagai dasar bagi penyusunan peraturan zonasi. 

Kawasan Perkotaan Sambas merupakan salah satu kawasan 
perkotaan di Kalimantan Barat yang telah menjadi pusat permukiman 
lebih dan i 380 tahun. Kawasan perkotaan tersebut pernah menjadi pusat 
pemerintahan Kesultanan Sambas sejak tahun 1631 hingga pertengahan 
abad ke-20. Perkembangan kota tersebut sempat mengalami stagnasi 
terutama dalam periode tahun 1965-2000. Sejak Perkotaan Sambas 
menjadi ibukota Kabupaten, kota tersebut kembali tumbuh dan 
berkembang cukup pesat hingga jumlah penduduknya sekarang sekitar 
45.000 jiwa. Peningkatan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya 
masyarakat di Perkotaan Sambas ini mengakibatkan pertumbuhan dan 
perkembangan pada kawasan-kawasan di sekitarnya yang berada di 
dalam wilayah pengaruhnya, sebagai akibat terciptanya aglomerasi 
ekonomi dan multiplier effect. 

Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (sebagaimana telah ditetapkan 
dalam RTRWN), Perkotaan Sambas membutuhkan peningkatan 
pembangunan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi kota 
tersebut dalam lingkup pelayanan regional yang lebih luas. Untuk 
mengantisipasi kemungkinan perkembangan pemanfaatan ruang yang 
tidak terarah atau bahkan menjadi sulit dalam pengendaliannya pada 
masa mendatang seperti tumbuhnya kawasan-kawasan yang relatif 
kumuh, diperlukan perencanaan tata ruang beserta pengaturan 
penataan ruang yang lebih rinci berupa RDTR (Rencana Detail Tata 
Ruang) Kawasan Perkotaan Sambas sebagai penjabaran dan i Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas yang bersifat makro. 

Di dalam kegiatan perencanaan tata ruang, dikenal tiga tahapan 
dasar dalam proses perencanaan yang harus dilalui untuk mencapai 
tujuan akhir yang dalam ini adalah RDTR Kawasan Perkotaan Sambas. 
Tahapan proses perencanaan tersebut adalah: pengumpulan data, 
kegiatan analisis, dan penyusunan rencana. Kegiatan analisis menjadi 
tahapan penting karena sebagai bahan dasar untuk merumuskan 
rencana. Di dalam kegiatan analisis, dilakukan kajian berkenaan dengan 
potensi yang strategis untuk dikembangkan dan pemasalahan perkotaan 
yang perlu segera ditangani untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan 
untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan rencana pengembangan 
Kawasan Perkotaan Sambas tahun 2020 - 2040. 

Pasal 1 
Cukup Jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 



Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Kriteria Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) digunakan 
berdasarkan perkembangan kawasan perkotaan Sambas sebagai 
Ibukota Kabupaten Sambas 

Ayat (2) 

Delineasi BWP Kawasan Perkoth  n Sambas ditetapkan 
berdasarkan aspek fungsional sebagaimana ditetapkan dalam 
RTRW Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah termasuk 
ruang udara dan ruang dalam bumi meliputi 18 desa di 
Kecamatan Sambas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Pusat Pelayanan Kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam 
RTRW Kabupaten, bahwa perkotaan Sambas menjadi Pusat 
Kegiatan Wilayah (PKW). 

Produktif dan berkelanjutan diartikan bahwa Perkotaan dapat 
melangsungkan fungsi-fungsi baik pelayanan, perdagangan 
maupun produksi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip 
keberlanjutan ekologis. 

Pengembangan industri dan wisata local dimaksudkan upaya 
produktif melalui pengembangan potensi-potensi dan keunggulan 
wilayah bail( di perkotaan maupun hasil komoditi unggulan yang 
berada dalam wilayah Kabupaten Sambas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 



Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Pengembangan jalur pejalan kaki dapat dilakukan sebagai berikut: 
a. prinsip teknis penataan system sirkulasi dan jalur penghubung 

mengacu pada peraturan menteri pekerjaan umum No. 
30 / PRT/ M/ 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan 
Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan serta 
mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 
03/PRT/M/ 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan 
Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di 
Kawasan Perkotaan; 

b. jalan-jalan protokol dilengkapi dengan ruang pejalan kaki dan jalur 
sepeda yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya; 



c. lebar jalur pejalan kaki harus sesuai dengan standar prasarana; 
d. jalur pejalan kaki dan jalur sepeda didesain senyaman mungkin 

dan aman bagi pengguna, serta mewadahi ruang untuk difable 
person; 

e. menyediakan ruang terbuka hijau sebagai unsur peneduh pada 
jalur pejalan kaki yang akan dikembangkan; 

f. menyediakan dan melengkapi jalur pejalan kaki dengan furniture/ 
pelengkap jalan, seperti air minum dan tempat sampah, dan 

g. jalur yang direncanakan memiliki daya tank atau nilai tambah lain 
diluar fungsi utamanya sebagai jalur pejalan kaku dan jalur 
sepeda. 

Pasal 17 

Jalur sepeda diakomodir pada jalan - jalan arteri primer, kolektor 
primer, kolektor sekunder clan jalan lokal primer serta jalan-jalan 
alternatif, dengan jenis lajur sepeda (bike lane) yaitu berada pada badan 
jalan dan dibatasi marka. Berdasarkan standar perencanaan geometrik 
untuk jalan perkotaan dan i Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian 
PU, arahan untuk jalur sepeda yaitu sebagai berikut : 

a. lebar minimum jalur sepeda adalah 1,0 m. Ruang bebas mendatar 
antar jalur sepeda dengan lalu lintas adalah 1,0 m. 

b. jalur sepeda terletak langsung di sebelah bahu kin i dan i jalur lalu 
lintas atau pada tepi kin jalur lalu lintas (bila ada jalur parkirnya). 
Bila jalan dilengkapi juga dengan jalur tanaman yang bersebelahan 
dengan bahu kin i atau jalur parkir, maka jalur sepeda harus terletak 
pada bersebelahan dengan jalur tanaman. 

c. saluran terbuka untuk drainase jalan sebaiknya ditempatkan di 
sebelah luar jalur sepeda. Selokan tertutup bisa dianggap sebagai 
bagian dari jalur sepeda bila cukup baik tertutup dengan plat beton. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 
Halte wajib disediakan pada ruas jalan yang dilayani angkutan umum 
dalam trayek. Jalur yang digunakan untuk pejalan kaki di jalan lokal 
dan jalan kolektor adalah 1,2 meter, sedangkan jalan arteri adalah 1,8 
meter dan dilalui oleh angkutan umum perlu dilengkapi dengan tempat 
pemberhentian dan halte bus dengan luas 1,5 meter X 2,4 meter 
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 
03 / PRT/ M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan 
Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan 
Perkotaan. 

Pasal 21 
Ayat (1) 

Fasilitas parkir umum di luar ruang milik jalan diperuntukkan 
untuk sepeda dan kendaraan bermotor. Fasilitas parkir sepeda dan 
kendaraan bermotor harus berupa lokasi yang mudah diakses, 



aman dan nyaman. Penyediaan Fasilitas Parkir umum 
diamanatkan Permen PU Nomor 19/ PRT/ M 2011 tentang 
Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan 
untuk ditetapkan dalam rencana tata ruang. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Ruang bebas jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi 
(SUTT) diarahkan sebagai ruang terbuka hijau ditetapkan dengan 
jarak 64 m dan kanan dan kin jaringan SUTT. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 



a. Sistem Pengelolaan Limbah Setempat (SPALD-S) merupakan 
prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah 
air limbah domestik di lokasi sumber; dan 

b. Sistem Pengelolaan Limbah Terpusat (SPALD-T) merupakan 
prasarana clan sarana untuk menyalurkan Air Limbah 
Domestik dan i sumber melalui perpipaan ke sub- sistem 
pengumpulan. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

a. Tempat Penampungan Sementara diarahkan dengan bentuk 
TPS 3R dengan prinsip sebagai berikut: 

• Pemilahan sampah berdasarkan jenis dimulai dan i skala 
terkecil (on site) 

• Pengadaan TPS / TPS 3R sesuai dengan PETUNJUK 
TEKNIS terdapat di setiap Sub BWP; 

• Penyediaan bak-bak sampah 3 R pada zona pelayanan 
umum, perdagangan dan jasa. 

b. Cukup Jelas 

Ayat (6) 

Pengembangan drainase primer mengikuti rencana pola jaringan 
jalan JKP-1 dan jalan kolektor primer JKP-2 hingga menuju ke 
Sungai Sambas Kecil; 
Dimensi drainase yang direncanakan adalah : 

Drainase primer dengan lebar 1,5 meter. 
- Drainase sekunder dengan lebar 1,0 meter. 
- Drainase tersier dengan lebar 0.75 meter 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Garis sempadan sungai tidal( bertanggul yang berbatasan dengan 
jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan 
konstruksi dan penggunaan harus menjamin kelestarian dan 
keamanan sungai serta bangunan sungai 

Zona sempadan sungai dapat dikonversi hanya untuk keperluan 
pembangunan yang dinilai sangat strategis seperti keperluan 
pengembangan dermaga dan jembatan penyeberangan. 



Pada seluruh area sempadan sungai tersebut harus dikendalikan 
secara ketat agar meminimalisir perubahan zona lindung 
sempadan sungai menjadi zona budidaya yang menggunakan 
bangunan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 32 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

RTH Rimba Kota adalah suatu harnparan lahan yang bertumbuhan 
pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan 
balk pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan 
sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

Ayat (10) 

Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Ayat (1) 

a. sub-zona perumahan kepadatan tinggi adalah zona dengan tingkat 
kepadatan bangunan 100-1000 rumah/ Ha; 

b. sub-zona perumahan kepadatan adalah Zona dengan kepadatan 
hunian Menengah kepadatan bangunan 40-100 rumah / Ha 



c. sub-zona perumahan kepadatan rendah adalah Zona dengan 
kepadatan bangunan 10 - 40 rumah/Ha dapat berupa rumah 
tunggal maupun rumah kampong; 

d. sub-zona perumahan kepadatan sangat rendah adalah zona 
dengan kepadatan bangunan dibawah 10 (sepuluh) rumah/hektar 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Ayat (1) 

Sub Zona SIKM merupakan zona yang dikembangkan untuk kegiatan 
industri kreatif tenun Sambas di kawasan permukiman tepian Sungai 
Sambas dikembangkan dengan konsep agenda wisata fieldtrip atau 
wisata edukasi mengunjungi kawasan wisata, cagar budaya, wisata 
sejarah dan wisata industri tenun yang dikolaborasikan dengan wisata 
belanja hasil industri dan wisata menyusuri Sungai Sambas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL) Peruntukan ruang yang 
merupakan bagian dan i kawasan budidaya yang dikembangkan untuk 
menjamin ketersediaan tenaga listrik. 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 



Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Ayat ( I) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Zona Instalasi Pengolahan Air Minum adalah peruntukan tanah di 
daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai 
tempat untuk pengolahan air baku diolah sebelum didistribusikan 
ke seluruh bagian wilayah kota. 

Ayat (3) 

Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah peruntukan tanah di 
daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai 
tempat untuk pengolahan air Limbah. Adapun kriterianya adalah 
memperhatikan stan.dar teknis sarana dan prasarana yang harus 
dipenuhi dalam pembangunan IPAL dan tidak berbatasan langsung 
dengan zona perumahan. 

Ayat (4) 

Zona Pergudangan adalah kumpulan gudang atau tempat 
menyimpan barang-barang, biasanya dibangun tidak jauh dani 
simpul tranportasi balk darat, laut maupun udara. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 
Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 



Pasal 53 
Ayat (1) 

a. koefisien dasar bangunan (KDB) adalah angka persentase 
perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung 
dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang 
dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail 
Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi. 

b. koefisien lantai bangunan (KLB) adalah angka persentase 
perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan 
luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai 
sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata 
Ruang, dan Peraturan Zonasi. 

c. koefisien dasar hijau (KDH) adalah angka persentase 
perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar 
bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau 
penghijauan dan luas lahan perpetakan atau lahan 
perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang 
Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi. 

d. Koefisien Tapak Basement (KTB). 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 54 
Cukup jelas. 

Pasal 55 
Cukup jelas. 

Pasal 56 
Cukup jelas. 

Pasal 57 
Cukup jelas. 

Pasal 58 
Cukup jelas. 

Pasal 59 
Cukup jelas. 

Pasal 60 
Cukup jelas. 

Pasal 61 
Cukup jelas. 

Pasal 62 
Cukup jelas. 



Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

Pasal 70 

Cukup jelas. 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

Pasal 78 

Cukup jelas. 

Pasal 79 
Cukup jelas. 

Pasal 80 

Cukup jelas. 



Pasal 81 

Cukup jelas. 

Pasal 82 

Cukup jelas. 

Pasal 83 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 60 
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LAMPIRAN Li 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 
NOMOR 7 TAHUN 2020 
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN 

PERKOTAAN SAMBAS 2020-2040 

/ 

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS 

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN 
PERKOTAAN SAMBAS 2020-2040 

PETA WILAYAH PERKOTAAN BWP SAMBAS 

II 
SKALA 1: 60.000 

0 	0,3 	0.6 	12 	16 	2,4 km 

S 

Proyeks 	 Transverse Mercator 
Sistem Gild 	 Grid Geograk dan Grid Unrversal Transverse Mercator (UTM) 

Datum Horizontal 	. WGS 84, Zona UTM 49N 

DIAGRAM LOKASI 
104975 1091 	109'201 109975 	1175 
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KETERANGAN 

Ibukota Pemerintahan 	Jaringan Jalan 
0 	Ibukota Kabupaten Primer-1 Kolektor 

Ibukota Kecamatan Primer-2 Kolektor 

Desa 	 Lokal • Ibukota Kelurahan/ Primer 

Batas VVilayah 	
-- Kolektor Sekunder 

Lokal Sekunder 
Batas Adrninistrasi 	 Lingkungan 
— - -. Batas Kecamatan 

--- - -- 	Batas Desa 	 Perairan 

Batas BWP 	 Sungai Kecil 

— — - Batas BWP 	 Sungai Baser 

-- - Batas Sub BWP 
-- — — Batas Blok 

• 
Wilayah Administrasi 

VVilayah Desa 	 Saing Rambi 

Dalam Kaum 	 Sebayan 

Durian 	 Semangau 

Gapura 	 Sumber Harapan 

Jagur 	 . ':.j- 	Sungai Rambah 

Kartiasa 	 Tanjung Bugis 

Lorong 	 Tanjung Mekar 

Lubuk Dagang 	 Tumok Manggis 

, 	Lumbang 

Pasar Melayu 

Pendawan 

Dumber Pets Oasis: 
- Pete Rupabunk Indonesia Bakosurtanal ration 2016 
- RTRW Kabupaten Sambas tahun 2010 
- Hand Survey dan Pemetaan deb PT. Krinotek tabus 2017 
- Cilia Satebt Quickbird Kota Sambas tahun 2014 dan 2015 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

.. 

ATBAH ROMIN SUHAILI 



EPALA BAG 
ngan Aslinya 

HUKUM, 

-Ven131,na, k. I (IV/b) 
.1.46,44-612 199710 1 001 

LAMPIRAN 1.2 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 
NOMOR 7 TAHUN 2020 
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN 

PERKOTAAN SAMBAS 2020-2040 

LUAS WILAYAH PERKOTAAN SAMBAS 

NO DESA 
LUAS WILAYAH 

DESA* 
(ha) 

LUAS 
PERKOTAAN 

(ha) 

PROSENTASE 
(%)  

1 Gapura 3993,56 1161,72 29,09 	% 
2 Kartiasa 1040,55 768,53 73,86 	% 
3 Lorong 600,87 599,21 99,73 	% 
4 Durian 89,84 89,84 100,00 	% 
5 Pasar Melayu 44,94 44,94 100,00 	% 
6 Pendawan 68,12 68,12 100,00 	% 
7 Tanjung Bugis 30,25 30,25 100,00 	% 
8 Tumok Manggis 57,10 57,10 100,00 	% 
9 Tanjung Mekar 127,93 127,93 100,00 	% 
10 Jagur 556,32 357,84 64,32 	% 
11 Sebayan 1211,68 491,64 40,58 	% 
12 Dalam Kaum 767,96 742,54 96,69 	% 
13 Sumber Harapan 2883,68 1120,48 38,86 	% 
14 Lubuk Dagang 4697,81 1207,49 25,70 	% 
15 Saing Rambi 1183,15 987,63 83,47 	% 
16 Lumbang 2370,55 1334,35 56,29 	°A 
17 Sungai Rambah 1931,71 1202,90 62,27 	% 
18 Semangau 2576,37 598,12 23,22 	% 

24.232,39 10.990,63 45,35 	c/o 
Sumber: *Pengulcuran Batas Desa 4 Kecamatan (Kecamatan Sambas, Sajad, Galing dan Paloh) 

tahun 2013 dan Hasil Digitasi Arc GIS tahun 2018 

BUPATI SAMBAS, 
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LAMPIRAN 11.1 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 
NOMOR 7 TAHUN 2020 
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN 

PERKOTAAN SAMBAS 2020-2040 

S
. 
 

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS 

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN 
PERKOTAAN SAMBAS 2020-2040 

I 

PETA PEMBAGIAN SUB BWP 

u 
SKALA 1 : 60.000 

" I sr.-", T 
A ge 0 	0,3 	0,6 	12 	1,8 	2,4 km 

S 

Proyeks 	 Transverse Mercator 

&stem God 	 Grid Geograh dan God Universal Transverse Mercator MIMI 

Datum Nonzonts 	 WGS 84. Zoos UTM 46N 

104•40T 
DIAGRAM

9 	109.2010411E 	•10,E 
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KETERANGAN 

Ibukota Pemerintahan 	Jaringan Transportasi 
0 	Ibukota Kabupaten Kolektor Primer Satu (JKP-1) Jalan 

Ibukota Kecamatan Kolektor Primer Duo (JKP-2) •-•••••••• 	Jalan 
Desa 	 Jalan • Ibukota Kelurahan/ Kolektor Primer Tiga (JKP-3) 

Batas VVilayah 	 Jalan Lokal Pnmer 
Jalan Kolektor Sekunder 

Batas Administrasi 	 Jalan Lokal Sekundet 
— - -- 	Batas Kecamatan 	 - •-• 	- - 	Jalan Lingkungan Sekunder 
— - - - 	Batas Dens Kerota Api Umum —..I. Jalur Tunggal 

Perairan 
Batas BWP 

— — - Batas (MP 

— 	-- Batas Sub BWP 	 Sungai Kecit 

— — — Batas Blok 	 Sungai Bestir 

Pembagian Sub SWP dan Blok 

Sub BWP A 	 Sub BWP D 

Blok A.1 	 Blok Ili 

a Blok A.2 	WO  Blok 0.2 

MS Btok A.3 	 Sub BWP E 
4ub BWP B 	 MN  Blok E.1 

Blok B.1 	 Blok E.2 

• . 	Blok B.2 	 Blok E.3 

Sub BWP C 	 Sub BWP F 

} 	Wok C.1 	 Blok F.1 

Blok C.2 	 Blok F.2 

Blok C.3 

&mbar Pita Dasar : 
- Pete Rupaburni Indonesa Bakosunanal tahun 2016 
- RTRW Kabupaten Sambas tahun 2010 
• Nast Survey dan Pemetaan deb PT Knnotek tahun 2017 
• Clue Satekt Otackbod Kota Sambas tahun 2014 dan 2015 

BUPATI SAMBAS 

TD 

ATBAH ROMIN SUHAILI ' 



LAMPIRAN 11.2 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 
NOMOR 7 TAHUN 2020 
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN 

PERKOTAAN SAMBAS 2020-2040 

TABEL LUAS BLOK DI SUB BWP 
SBWP Blok 

Al 

Luas (Ha) 

118,57 

Desa/Kelurahan  

27,67 Desa Jagur 
1,88 Desa Sebayan 
42,9 Desa Tanjung Mekar 

46,12 Desa Tumok Manggis 
183,59 

66,39 Desa Durian 
8,32 Desa Lubuk Dagang 
8,33 Desa Lumbang 

30,12 Desa Panar Melayu 
23,54 Desa Pendawan 
20,55 Desa Saing Rambi 
26,34 Desa Tanjung BUgis 

289,89 
23,45 Desa Durian 
49,68 Desa Lubuk Dagang 

102,85 Desa Lumbang 
14,83 Desa Pasara MElayu 
44,58 Desa Pendawan 
50,59 Desa Saing Rambi 

Bl 

3,91 

71 ,8 

Desa Tan'un Bu 's 

331,81 Desa Lumbang 
344,84 Desa Saing Rambi 

38,15 Desa Sungai Rambah 
B2 1.399,83 

731,9 Desa Lubuk Dagang 
667,93 Desa Lumbang 

3.253,70 
Cl 397,72 

129,00 Desa Jagur 
208,67 Desa Lorong 

60,05 Desa Saing Rambi 
C2 1.328,04 

52,29 Desa Gapura 
33,84 Desa Jagur 

352,47 Desa KArtiasa 
390,58 Desa Lorong 
498,86 Desa Saing Rambi 

1.527,95 
1.109,49 Desa Gapura 

416,10 Desa Kartiasa 
2,36 Desa Sain: Rambi 

D1 300,57 
45,42 Desa Jagur 

175,32 Desa Sembayan 
68,86 Desa Tanjung Mekar 
10.97 Desa Tumok Manggis 

D2 967,46 
122,02 Desa Jagur 
314,31 Desa Sembayan 
514,97 Desa Sumber Harapan 

16,17 Desa Tanju
„
ngM

w,
ekar 

",* 1.760,e)  E 
El 99,66 

91,88 Desa Dalarn Kaum 



SBWP Blok Luas (Ha) Desa/Kelurahan 
7,79 Desa Lubuk Dagang 

E2 598,47 
485,18 Desa Dalam Kaum 
113,30 Desa Lubuk Dagang 

0,000674 Desa Sumber Harapan 
E3 1.067,41 

165,49 Desa Dalam Kaum 
296,51 Desa Lubuk Dagang 
605,41 Desa Sumber Hara • an 

Fl 1.398,66 
223,44 Desa Lumbang 

10,39 Desa Saing Rambi 
0,070184 Desa Semangau 
1.164,76 Desa Sungai Rambah 

F2 598,07 
598,07 Desa Semangau 

0,000091 Desa Sun:ai Rambah 

Sumber: Hasil Analisis, tahun 2018 
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LAMPIRAN III 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 
NOMOR 7 TAHUN 2020 
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN 

PERKOTAAN SAMBAS 2020-2040 

,..' 

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS 

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN 

PERKOTAAN SAMBAS 2020-2040 

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG 

U 
SKALA 1 : 60.000 

ON. 
15  nw T  0 	0,3 	0,6 	12 	1.8 	2.4km 

S 

Proyeksa 	 Transverse Mercator 

Salem Grid 	 Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator (UTM) 

Datum Horizontal 	. .... .. ... 	WGS 84, Zone UTM 49N 

DIAGRAM LOKASI 
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KETERANGAN 
ibukota Pemerintahan 	Jaringan Transportasi 
* 	Ibukota Kabupaten Kokiktor Primer Satu (JKP-1) Jalan 

Ibukota Kecamatan Kolektor Primer Duo (JKP-2) Jalan 

• Ibukota Kelurahan/Desa Kolektor Primer Tiga (JKP-3) Jalan 

Jalan Batas Wilayah Lokal Primer 

Kolektor Sekunder Jalan 
Batas Administrasi 

- • - - 	Batas Kecamatan 
Lokal Sekunder Jalan 

- • - - 	Batas Desa 
Lingkungan Sekunder - 	Jalan 

— - Jalur Sepeda 
Batas Perencanaan 	

- - - Jalur Pejalan Kaki 
- - - Batas BVVP 

Kerala Api Umum -I— Jalur Tunggal 
-- - Batas Sub BWP 

- -- - Batas Blok 	 Perairan 
Sungai Kecil 

Sungai 13esar 
• 

Pusat Pelayanan 	n 	Stasein To/ripen Otomal 

• Pusat Pelayanan KotalKawasan Perkolaan 	
• — Jaringan Serat Optik 

Jaringan Air Minum 
0 Sub Nisei Peiayanan KotaiKawasan Perkotaan 	.... Di. 	Instalasi Produksi 
(r) 	Pusat Lingkungan Keiurahan 	 11:11 	Intake 

Prasarana Transportasi 	Pengelolaan Air Limbah 

b 10 	lemma! Penumpang Toe A 	
!PAL Skala Kawasan TerlentuiPermuluman 

II 	Terminal Penumpang ripe C 	0 	&stem Pengelolaan Limbah 83 

ii 	Stasun Penumpang Sedang 	 Jaringan Drainase 
-',. 	Pelabuhan Suggs Dan Danau Pengumpan 	------ Saluran Primer 

Jaringan Energi/Kelistrikan 	—  Saluran Sekunder 

le 	Gsdu lnduk 	
--- Saluran Tarsier 

 

1 	Pembanglut LIMN( Tenaga Diesel (PLOD) 	Jaringan Prasarana Lainnya 

SUTT :, 	Tempat 

— Jalur 

Evakuasi Sementara 

. 	SUTM Evakuasi Bencana 

SUTR 

Jaringan Telekomunikasi 
111 	Menare Base Tranceiver Station (BTS) 

al 	Strewn Trammel 

BUPATI SAMBAS, 

TD 

ATBAH ROMIN SUHAILI !. 



PEMERINTAH KABU PATEN SAMBAS 

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN 
PERKOTAAN SAMBAS2020-2040 

PETA RENCANA POLA RUANG  

  

SKALA 1 : 60.000 

 

0 0,3 0,6 12 	1,8 	2,4km 

    

Proyeks 

Sulam God 

Datum Horrzontal 

Transverse Mercator 

God  Geografi dan  God  Uvversal  Transverse Mercator  (UTM) 

WGS  64.  Zona UTM  49N 

10a 40t 
DIAGRAM 
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LAMPIRAN IV.1 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 
NOMOR 7 TAHUN 2020 
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN 

PERKOTAAN SAMBAS 2020-2040 



LAMPIRAN IV.2 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 
NOMOR 7 TAHUN 2020 
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN 

PERKOTAAN SAMBAS 2020-2040 

RENCANA POLA RUANG  

No Zona Sub Zona Kode 
Luas 

 
Ha 

. Perlindungan. Sempadan Sungai SS 195,99 
Setenmat 

. Ruang Terbuka RTH 2.185,47 
Hijau 

Rimba Kota RTH-1 1.542,38 
Taman Kota RTH-2 565,38 
Taman Kecamatan RTH-3 10,60 
Taman Kelurahan RTH-4 29,00 
Taman RW RTH-5 8,97 
Taman RT RTH-6 2,83 
Pemakaman RTH-7 26,31 

B. Zona Budidaya 8.609,20 
. Perumahan R 3.942,27 

Perumahan Kepadatan Tinggi R-2 85,55 
Perumahan Kepadatan Sedang R-3 1.845,79 
Perumahan Kepadatan Rendah R-4 1.360.03 

Perumahan Kepadatan Sangat Rendah R-5 650,90 

. Perdagangan 
dan Jasa 

K 334,84 

Perdagangan dan jasa skala kota /kab K-1 16,71 

Perdagangan dan jasa Skala BWP K-2 111,81 

Perdagangan dan jasa Skala Sub BWP K-3 206,32 

. Perkantoran Perkantoran KT 96,69 

. Industri I 29,97 
Kawasan Peruntukan Industri KPI 28,57 

Sentra Industri Kecil dan Menengah SIKM 1,40 

. Sarana SPU 215.03 
Pelayanan 
Umum 

SPU pusat pelayanan Kota /Kabupaten SPU-1 159,38 
SPU Pendidikan Skala Kota SPU- 1.1 40,44 

SPU Kesehatan Skala Kota SPU- 1.3 4,04 

SPU Peribadatan Skala Kota SPU-1.5 3,95 

SPU Sosial Budaya Skala Kota SPU-1.6 1,25 

Rencana SPU pusat pelayanan Kota /Kabupaten SPU-1 109,70 

Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan SPU-2 34,71 
SPU Pendidikan Skala Kecamatan SPU-2.1 10,86 

SPU Transportasi Skala Kecamatan SPU-2.2 6.43 

SPU Kesehatan Skala Kecamatan SPU-2.3 0,91 

SPU Olahraga Skala Kecamatan SPU-2.4 1,88 
SPU Peribadatan Skala Kecamatan SPU-2.5 3,15 
SPU Sosial Budaya Skala Kecamatan SPU-2.6 0,68 

Rencana Sarana Pelayanan Umum Skala SPU-2 10,80 
Kecamatan 
Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan SPU-3 18,52 
SPU Pendidikan Skala Kelurahan SPU-3.1 12,74 

SPU Kesehatan Skala Kelurahan SPU-3.3 1,10 



• sua.  Dengan Aslinya 
I IAN HUKUM, 

.- 

SH 
a Tk. I (11//b) 

0612 199710 1 001 

No Zona Sub Zona Kode Luas  
(Ha) 

SPU Peribadatan Skala Kelurahan SPU-3.5 2,46 

Rencana Sarana Pelayanan Umum Skala SPU-3 2,22 
Kelurahan 
Sarana Pelayanan Umum Skala RW SPU-4 2,42 
SPU Pendidikan Skala RW SPU-4.1 0,76 
SPU Kesehatan Skala RW SPU-4.3 0,19 
SPU Peribadatan Skala RW SPU-4.5 1,43 

Rencana Sarana Pelayanan Umum Skala RW SPU-4 0,04 
6. Pembangkit Pembangkit Listrik PTL 6,39 

Tenaga Listrik 
7. Pertanian P 3.341,43 

Pertanian Tanaman Pangan P-1 1.685,32 

Pertanian Hortikultura P-2 1.237,00 
Pertanian Perkebunan P-3 419,12 

8. Pariwisata W 22,72 
Wisata buatan W-2 17,11 

Wisata budaya W-3 5,61 

9. Pertahanan dan Pertahanan dan Keamanan HK 14,11 
Keamanan 

10 Transportasi Transportasi TR 26.60 

11. Lainnya PL 61,13 
Instalasi Pengolahan Air Minum PL-3 1,44 

Instalasi Pengelolaan Air Limbah PL-4 0,71 

Pergudangan PL-6. 58,98 

12. Jalan Jalan (Transportasi) TR 191,17 
(Transportasi) 

13. Sungai (Badan Sungai (Badan Air) BA 326,84 
Air) 

Luas Wilayah Perkotaan 10.990,68 

Sumber Hasil Analisis, Tahun 2019 
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LAMPIRAN V 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 
NOMOR 7 TAHUN 2020 
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN 

PERKOTAAN SAMBAS 2020-2040 

, 

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS 

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN 
PERKOTAAN SAMBAS 2020-2040 

PETA SUB BWP PRIORITAS 

u 
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1 ,01b,  T NW 
S 

SKALA 1: 60.000 
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KETERANGAN 

Ibukota Pemerintahan 
C) 	Ibukota Kabupaten 
, 	Ibukota Kecamatan 
• Ibukota Kelurahan/ 

Batas VVilayah 
Batas Administrasi 

— - - - Batas Kecamatan 
— - - - Batas Desa 
Batas BWP 

- - - Bates BVVP 
— - Batas Sub BM 
- - - Batas Blok 

Sub BWP yang Diprioritaskan 

\W Sub BWP A 

Jaringan Transportasi 
Koleldor Primer Satu (JKP-1) 
Kolektor Primer Due (JKP-2) 
Kolektor Primer Tiga (JKP-3) 
Lokal Primer 

Kolektor Sekunder 
Lokal Sekunder 
Lingkungan Sekunder 

Kerala Api Umum 

Kecil 

Besar 

Jalan 
Jalan 

Desa' - 	,.. Jalan 
status 

Jalan 
Jalan 
Jabs 

—I-- Jalur Tunggal 

Perairan 
Sungai 

Sungai 

Penanganannya 

surnber Peta Dasar: 
- Peta Rupaburis Indonesia Bakosurtanal tahun 2016 
• RIRW Kabupaten Sambas tahun 2010 
- Hasrl Survey dan Pemetaan oleh PT Knnotek tahun 2017 
-Cilia Sateht OuKkbird Kota Sambas tahun 2014 dan 2015 
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LAMPIRAN VI 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 
NOMOR 7 TAHUN 2020 
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN 

PERKOTAAN SAMBAS 2020-2040 

INDIKASI PROGRAM RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SAMBAS 

No Program Utama Lokasi Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 PJM-2 PJM-3 PJM-4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A.  PERWUJUDAN TUJUAN 
PENATAAN BWP 
Menyusun Model Kerjasama 
Lintas Sektoral dalam 
pengembangan Industri dan 
wisata lokal 

Perkotaan Sambas 1 Paket 
APBD Kab. 
Sambas 

BAPPEDA Kab. 
Sambas 

B.  PERWUJUDAN RENCANA 
STRUKTUR RUANG 

1. Pengembangan Sistem 
Pusat Pelayanan Perkotaan 
a. 	Pusat Pelayanan 

Kawasan Perkotaan 
a. 1. Redevelopment 

Pasar tradisional 
dengan konsep 
pasar terpadu pada 
kawasan pusat kota 

Sub BWP A Blok A2 8,21 Ha 

Swasta, 
masyarakat, 
dan APBD 
Kab. Sambas 

- Dinas Koperasi, 
UKM, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

- Dinas PUPR 

a.2. Redevelopment 
Pertokoan Pu sat 
Kota dengan konsep 
lokalitas 

Sub BWP A Blok A2; 24,5 Ha 
Swasta dan 
atau 
masyarakat 

- Dinas Koperasi, 
UKM, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

Dinas PUPR 

a.3. Pengembangan 
Fasilitas pemasaran 
hasil IKM 

Sub BWP A Blok A2; 0,07 Ha dan 
0,23 Ha 

Swasta, 
masyarakat, 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

a.4. Redevelopment 
terminal angkutan 
umum tipe C 

di pusat Kota J1. 
Gusti Hamzah Sub 
BWP A Blok A2; 

0,23 Ha 
APBD Kab. 
Sambas Dinas Perhubungan 

a.5. Redevelopment 
Dermaga Angkutan 
penyeberangan 
Sungai 

di Desa Pasar 
Melayu Sambas di 
Sub BWP A Blok A2; 

42 x 23 m2 
APBD Provinsi 
dan Kab. 
Sambas 

Dinas Perhubungan 
Dinas PUPR 

a.6. Pengembangan jalur di Sub BWP A Blok APBD Kab. Dinas Perhubungan 



No Program Utama Lokasi Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 	PJM-2 PJM-3 PJM-4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

pedestrian di Sekitar 
kawasan 
perdagangan dan 
jasa skala pusat 
kawasan 
penghubung antar 
simpultransportasi 
dengan fasilitas 
perdagangan; 

A2: 
- 	Pedestrian sisi 

jalan Panji 
Anom; 

- 	Pedestrian sisi 
jalan Sebagian 
Jalan keramat; 

- 	Pedestrian sisi 
jalan Jalan Gusti 
Hamzah 

1.010 m x 2 
sisi 

300 m x 2 
sisi 

1.170 m x 2 
sisi 

Sambas Dinas PUPR 

a.7. Pembangunan hake di Sub BWP A Blok 
A2; 2 unit 

APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Perhubungan 
Dinas PUPR 

a.8. Rencana penataan 
ruang parkir 
komunal di pusat 
kota 

di Sub BWP A Blok 
A2; 

0,07 Ha dan 
0,23 Ha 

APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Perhubungan 

a.9. Pengembangan 
taman cerdas di 
lokasi lapangan 
Gabsis dan relokasi 
pusat pelayanan 
olahraga Kabupaten 
Ke Sub BWP C Blok 
C.2; 

di Sub BWP A Blok 
A2 1,25 Ha 

APBD Kab. 
Sambas 

Dinas PUPR 
Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga 

a.10. Pembangunan 
Gedung 
olahraga/ sport 
station kegiatan 
olahraga Indoor 

di Sub BWP A Blok 
A3; 3,76 

Swasta, 
masyarakat 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 
Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga 

b. Sub pusat pelayanan 
Perkotaan 
b. 1. Pengembangan 

Zona pertahanan 
dan kemanan 
dengan 
menyediakan 
ketersediaan lahan 
sesuai dengan 
kebutuhan bidang 
sertahanan dan 

di Sub BWP B Blok 
B1 12,76 Ha APBN TNI dan atau 

Kepolisian 



No Program Utama Lokasi Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 	PJM-2 	PJM-3 PJM-4 
1 2 3 4 5 6 	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

keamanan beserta 
prasarana dan 
sarana 
penunjangnya 

b.2. Penyediaan lahan 
bagi bufferzone 
atau zona 
penyangga Zona 
pertahanan dan 
kemanan 

di Sub BWP B Blok 
Bl; dan 1, 	Ha 

TNI dan atau  APBN Kepolisian 

b.3. Pembangunan 
Pasar Modern yang 
berupa shopping 
mall 

di Jalan Terigas Sub 
BWP 13 Blok B1 ; 8,36 ha 

Swasta atau 
investor 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

b.4. pertokoan dan 
pasar lingkungan 
pendukung fungsi 
ekonomi 
kabupaten 

di 	 k Sub BWP B Blois. 
Bl. 

27,39 Ha 
Swasta atau 
investor 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

b.5. Pengembangan 
Zona pertahanan 
dan kemanan 
dengan 
menyediakan 
ketersediaan lahan 
sesuai dengan 
kebutuhan bidang 
pertahanan dan 
keamanan beserta 
prasarana dan 
sarana 
penunjangnya 

sub BWP C Blok Cl 11,29 Ha Kepolisian  APBN 

b.6. e B 
Pembangunan 
RSUD tip sub BWP C Blok C2; 16,58 Ha 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab 

Dinas Kesehatan 

b.7. Pembangunan 
stadion olahraga 
yang melayani 
kegiatan skala 
wilayah Kabupaten 

di sub BWP C Blok 
C2. 

44,28 Ha 
APBD Prov 
dan APBD 
Kab 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga 

b.8. Pen:emban!an di Sub BWP D Blok 13,16 Ha APBN, APBD Dinas Pendidikan 



No Program Utama Lokasi Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 	PJM-2 	PJM-3 PJM-4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Kawasan 
Pendidikan Tinggi 

D1 dan Blok D2 
APBD Kab  
Prov dan 

dan atau 
swasta 

dan Kebudayaan 

b.9. Pembangunan 
Terminal angk utan 
umum tipe C 

di Sub BWP D Blok 
D2 2,63 Ha  APBD Kab Dinas Perhubungan 

b.10. Pengembangan 
Kegiatan industri 
kreatif tenun 
sambas 

di Sub BWP D Blok 
D2 1 , 34 Ha 

Masyarakat, 
Swasta atau 
investor dan 
atau APBD 
Kab 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

b.11. Pengembangan 
kawasan 
perkantoran 
Pemerintah 
Kabupaten 
dilengkapi dengan 
rumah dinas, 
sarana 
peribadatan dan 
RTH privat 

di Sub BWP E Blok 
E.2 74 72 Ha ,  APBD Kab Dinas PUPR 

b.12. Pengembangan 
daya tank Gedung 
Kesenian Sambas 

di Sub BWP E Blok 
E2; 1 unit APBD Kab 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga 
Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

b.13. Menyusun 
Rencana Rinci 
kawasan Wisata 
sejarah 

di Sub BWP E Blok 
El; 1 Paket 

an Kebudayaan  

APBD Kab 

Dinas Pendidikan 
d 
dan 

as Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga 

b.14. Pengembangan 
potensi Sngai u 
sebagai salah satu 
daya tank wisata 
alami 

di Sub BWP E Blok 
El; 1 Paket 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga 
Dinas PUPR 

b.15. Mengembangan 
Subzona 
pariwisata secara 

di Sub BWP E Blok 
El, 1,43 Ha 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga 



No Program Utama Lokasi Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 PJM-2 	PJM-3 PJM-4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

sinergis dalam 
pengembangannya 
kawasan 
Waterfront City 

Dinas PUPR 

b.16. Pembangunan 
terminal angkutan 
Tipe B 

di Sub BWP F Blok 
Fl; 1,86 ha 

APBN, APBD 
Prov dan 
APBD Kab 

Dinas Perhubungan 

b.17. Pembangunan 
Dermaga Angkutan 
penyeberangan 
Sungai di Tepian 
Sungai Sambas 
Kecil Desa Sungai 
Rambah 

di Sub BWP F Blok 
F.1 

0„34 Ha 
(84x37 m2) 

_ 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab 

Dinas Perhubungan 

b.18. Pengembangan 
stasiun Kereta Api 

di Sub BWP F Blok 
F.1 10,01 Ha APBN Dinas Perhubungan 

c. Pusat pelayanan 
lin kun 	n 

c. 1. pusat lingkungan di 
jalan Pendidikan Desa 
Tumok Manggis 

- 	Pembangunan 
pertokoan dan pasar 
tradisonal 

sub BWP A Blok Al 6,7 Ha 
Masyarakat, 
swasta atau 
investor 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

- 	Rehabilitasi Rumah 
Sakit Kabupaten sub BWP A Blok Al 2,07 Ha 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab 

Dinas Kesehatan 

- 	Pengembangan RTH 
Taman dan 
Lapangan Olahraga 
pendukung Fungsi 
Fasilitas pendidikan; 

sub BWP A Blok Al 3,17 Ha 

Masyarakat, 
swasta dan 
atau Dana 
Desa 

Dinas PUPR 

c.2. Pusat Lingkungan di 
jalan Keramat Perbatasan 
antara Desa Pendawan dan 
Desa Lumbang Sub BWP A 
Blok A.3: 

- 	Pembangunan 
pertokoan Sub BWP A Blok A3: 12,37 Ha 

Masyarakat, 
swasta atau 
investor 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

- 	Pasar tradisional Sub BWP A Blok A3: 1 ha Mas arakat, Dinas Ko•erasi, 



No Program Utama Lokasi Besaran 
Waktu Pelaksanaan 

Sumber Dana Instansi Pelaksana 
 PJM-1 	PJM-2 	PJM-3 PJM-4 

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
skala lingkungan swasta atau 

investor 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

c.3. Pusat lingkungan di 
Jalan Raya Saing Rambi 
Sekitar Desa Saing Rambi 
dan Desa Lumbang 

- 	Pembangunan 
pertokoan; Sub BWP A Blok A3: 9,42 Ha 

Masyarakat, 
swasta atau 
investor 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

- 	Pembangunan 
fasilitas pendukung 
asrama haji; 

Sub BWP A Blok A3: 4,92 Ha 
APBN, APBD 
Prov dan 
APBD Kab 

Kementerian Agama  Dinas PUPR  

- 	Pembangunan sport 
center; Sub BWP A Blok A3: 3,76 Ha 

Masyarakat, 
swasta atau 
investor 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 
Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga 

c.4. pusat lingkungan di 
Jalan Terigas-jalan Saing 
Rambi perbatasan Desa 
Saing Rambi 

- 	Pembangunan 
pertokoan; Sub BWP B Blok B1 37,3 Ha 

Masyarakat, 
swasta atau 
investor 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

- 	Pembangunan 
fasilitas pendukung 
dan Rekonstruksi 
gedung perkantoran 
militer kabupaten; 

Sub BWP B Blok B.1 12,57 Ha APBN TN! dan Dinas PUPR 

c.5. pusat lingkungan di 
koridor jalan lingkar dalam 
Desa Saing Rambi sub BWP 
C Blok C.1 dan Blok C.2: 

- 	Pembangunan 
pertokoan; 

sub BWP C Blok Cl 
dan Blok C2: 34,13 Ha 

Masyarakat, 
swata atau 
investor 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

- 	Pembangunan RTH 
Taman 

sub BWP C Blok C 1 
dan Blok C2: 10,72 Ha 

Masyarakat,  swasta dan 
atau Dana 

Dinas PUPR 



No Program Utama Lokasi Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 PJM-2 	PJM-3 	 PJM-4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Desa 
c.6. pusat lingkungan di 
jalan Panglima Daud Desa 
Saing Rambi Sub BWP C 
Blok C.2: ... 

- 	Pembangunan 
pertokoan; Sub BWP C Blok C2: 15,12 Ha 

Masyarakat, 
swasta atau 
investor 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

- 	Pengembangan 	rest 
area; Sub BWP C Blok C2: 4,52 Ha 

Masyarakat, 
swasta atau 
investor 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

c.7. pusat lingkungan di 
jalan Kartiasa Desa Kartiasa 
Sub BWP C Blok C.2: 

- 	Pembangunan 
pertokoan; Sub BWP C Blok C2: 8,23 Ha 

Masyarakat, 
swasta atau 
investor 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

- 	Pembangunan 
Fasilitas pendidikan; Sub BWP C Blok C2: 1,6 Ha APBD Kab 

Dinas Pendidikan 
dan kebudayaan 

c.8. pusat 	lingkungan 	di 
Jalan 	Raya 	Sejangkung 
Desa Sembayan 

Sub BWP D Blok D2: 

- 	Pembangunan 
pertokoan 17,68 Ha 

_ 

Masyarakat, 
swasta atau 
investor 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

- 	Pasar 	tradisional 
skala lingkungan 

1 Ha Masyarakat, 
swasta atau 
investor 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

c.9. pusat 	lingkungan 	di 
Jagur 

- 	Pembangunan 
pertokoan; Sub BWP C Blok Cl 9,26 Ha 

Masyarakat, 
swasta atau 
investor 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 
Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga 

- 	Pembangunan 
Stadion olahraga 
kabupaten; 

Sub BWP C Blok Cl 44,28 Ha 
, 

APBD Kab 

- 	Pembangunan RTH 
Taman Sub BWP C Blok Cl 2,81 Ha 

Masyarakat, 
swasta dan 
atau Dana 
Desa 

Dinas PUPR 

c.10. pusat lingkungan di 



No Program Utama Lokasi Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 PJM-2 PJM-3 	 PJM-4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Jalan Pembangunan Desa 
Lubuk Dagang melalui: 

- 	Pembangunan 
pertokoan; Sub BWP E Blok E3: 

3,88 Ha Masyarakat, 
swasta atau 
investor 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

- 	Rekonstruksi 
Fasilitas Pendidikan. Sub BWP E Blok E3: 

1 unit 
APBD Kab 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga 

c.11. pusat lingkungan di 
Jalan raya Sebawi-Sambas 
Desa Semangau melalui: 

Sub BWP F Blok F2 

- 	Pembangunan 
pertokoan Sub BWP F Blok F2 

8,61 Ha Masyarakat, 
swasta atau 
investor 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

- 	Pasar 	tradisional 
skala lingkungan Sub BWP F Blok F2 

1 Ha Masyarakat, 
swasta atau 
investor 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

c.12. pusat lingkungan di 
sekitar Jalan Setambah 
Desa Sungai Rambah 
melalui Pembangunan 
dermaga angkutan sungai. 

Sub BWP F Blok Fl 
APBD Prov 
dan APBD 
Kab 

Dinas Perhubungan 
 Sinas PUPR 

2. Jaringan Transportasi 
2.1. Pengembangan Jaringan 

Jalan 

a. 	Rencana Jalan Sistem 
Primer berfungsi 
Jaringan Jalan Kolektor 
Primer-1 (JKP-1) 

a) Jalan Raya 
Sambas-
Bundaran 
Terigas-Jalan 
Panglima Daud 
(Jalan Lingkar 
Luar Barat)-
Sebagian jalan 
Kartiasa-Jalan 
Penyeberangan-
jalan Sambas-
Teluk Keramat 
(Kec. Teluk 
Keramat yang 
berbatasan 
dengan 

14,96 km Dinas PUPR 
 

APBN 



No Program Utama Lokasi Besaran 
Waktu Pelaksanaan 

Sumber Dana Instansi Pelaksana 
PJM-1 PJM-2 PJM-3 PJM-4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Kecamatan 
Sambas di bagian 
barat)menuju 
Tanjung Harapan. 

- 
b) 	Rencana jalan 

yang 
menghubungkan 
ke Stasiun Kereta 
Api yaitu Jalan 
Sakti 

b. 	Peningkatan dimensi 
dan kondisi jalan 

a) 	Peningkatan 
Jalan Raya 
Sambas-
Bundaran 
Terigas-Jalan 
Panglima Daud 
(Jalan Lingkar 
Luar Barat)-
Sebagian jalan 
Kartiasa-Jalan 
Penyeberangan- 
jalan Sambas- 
Teluk Keramat 
(Kec. Teluk 
Keramat yang 
berbatasan 
dengan 
Kecamatan 
Sambas di bagian 
barat) menuju 
Tanjung Harapan. 

- 

Pelebaran 5 
m dengan 
panjang 

14,96 km 

APBN Dinas PUPR 

b. 	peningkatan 
dimensi dan 
kondisi jalan pada 
ruas Ir. Sucitro - 
jalan jembatan 
batu 

0,320 km APBD Prov Dinas PUPR 

- 	Peningkatan 
dimensi dan 

2,908 Km APBD Prov Dinas PUPR 



No Program Utama Lokasi Besaran 
Waktu Pelaksanaan 

Sumber Dana Instansi Pelaksana 
PJM-1 	PJM-2 PJM-3 PJM-4 

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
kondisiJalan Gusti 
Hamzah- Jalan 
Akhmad Marzuki - 
Jalan Sultan 
Tsjafiuddin 

- Peningkatan 
dimensi dan 
kondisi jalan 
kolektor sekunder 
jalan Sukaramai, 
jalan Terpikat, 
jalan TVRI, jalan ke 
Penakalan; 

APBD Kab Dinas PUPR 

Peningkatan 
Kapasitas dan 
dimensi jalan jalan 
kolektor sekunder 
yang berfungsi 
sebagai penghubung 
pusat kota dan Jalan 
lingkar dalam 
meliputi jalan 
budiman, jalan 
keramat, jalan 
sukaramai. 

jalan 
budiman : 
km 

APBD Kab Dinas PUPR 

c. Peningkatan Kapasitas 
jembatan 

Peningkatan 
kapasitas jembatan 
melalui 
pembangunan 
duplikasi Jembatan 
Asarn 
menghubungkan Sub 
BWP A dan Sub BWP 
E dan jembatan Batu 
di Sub BWP A 

Jembatan 
Asam : 94 

m 

jembatan 
Batu: 120  m  

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas PUPR 

d. Pembangunan jembatan 
baru 

1) pembangunan 
jembatan baru pada 
koridor jalan lingkar 
dalam 

Jembatan Di Sungai 
Sambas Kecil yang 
menghubungkan Sub 
BWP B dan Sub BWP 

174 m APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas PUPR 



No Program Utama Lokasi 	 Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 	PJM-2 PJM-3 	 PJM-4 
1 2 3 4 5 6 	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Jembatan Di Sungai 
Sambas 	Kecil 	yang 
menghubungkan dan 
Sub BWP D dan Sub 
BWP E, 

95 m 
APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas PUPR 

Jembatan di Sungai 
Lumbang Sub BWP B 

30 m APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas PUPR 

2) pembangunan 
jembatan baru pada 
koridor jalan lingkar 
luar 

jalan lingkar luar 
yang melalui Sungai 
Sambas Kecil yang 
menghubungkan Sub 
BWP D dan Sub BWP 
E, 

80 m 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas  

Dinas PUPR 

jalan lingkar luar 
y 	melalui Sungai yang 
Teberau yang 
menghubungkan Sub 
BWP E dan Sub BWP 
B 

40 m 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas  

Dinas PUPR 

jalan lingkar War 
yang melalui Sungai 
Lumbang 

3) pembangunan 
jembatan lainnya yang 
mengikuti rencana 
jaringan jalan. 

Sub BWP B 
menghubungkan 
Blok B2 - Blok B2 

22 m 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas PUPR 

menghubungkan Sub 
BWP B Blok B2- ke 
Sub BWP F Blok Fl 

22 m 11111 APBD Kali 
Sambas 

Dinas PUPR 

Sub BWP F Blok F 1 
Sungai Rambah 

25m 
12m 

APBD Prov Dinas PUPR 

Sub BWP F Blok F2 
Semangau 

20 m APBD Kab, 
Sambas Dinas PUPR 

Sub BWP E Blok El 
(Sungai di Jl. 
Pemban:unan 

30 m 
25 m 
22 m 

APBD Prov Dinas PUPR 

e. Pembangunan Jalan 
Baru liii 

Pemban:unan Jalan Jalan Lin:kar Luar 7,72 km APBD Prov Dinas PUPR 



No Program Utama Lokasi 	 Besaran 
Waktu Pelaksanaan 

Sumber Dana Instansi Pelaksana 
PJM-1 	PJM-2 PJM-3 	 PJM-4 

1 2 3 45 6 	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Baru Rencana Jalan 
Kolektor primer 
Lingkar Luar Timur 
yang menghubungkan 
tugu Terigas (SUB 
BWP B) dan Jalan 
menuju Bengkayang 
(SUB BWP E); 

Timur yang 
menghubungkan 
tugu Terigas (SUB 
BWP B) dan Jalan 
menuju Bengkayang 
(SUB BWP E) 

2) Pembangunan jalan 
baru Jalan Lingkar 
Utara yang 
menghubungkan SUB 
BWP C dan SUB BWP 
D. Jalan ini 
merupakan jalan yang 
dikembangkan 
menjadi jalan Kolektor 
Sekunder. 

Jalan Lingkar Utara 
yang 
menghubungkan  SUB BWP C dan SUB 
BWP D. Jalan ini 
merupakan jalan 
yang dikembangkan 
menjadi jalan 
Kolektor Sekunder. 

5,42 km 
APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas PUPR 

3) Pembangunan 	jalan 
baru 	kolektor 
sekunder jalan lingkar 
dalam. kota 

a. Pembangunan 
jalan 	lingkar 
dalam 	di 	Sub 
BWP B; 

b. Pembangunan 
Jalan 	lingkar 
dalam 	di 	Sub 
BWP C; 

c. Pembangunan 
Jalan 	lingkar 
dalam 	di 	Sub 
BWP D; 

d. Pembangunan 
Jalan 	Lingkar 
dalam di 	Sub 
BWP E; 

11,35 km 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas PUPR 

4) Pembangunan jalan 
penghubung Karya 
Budi - Panglima Daud 

(Sub BWP F Blok F.1) 
- (Sub BWP B Blok 
B.1); 

1,89 km 
APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas Perhubungan 

f. Penataan koridor jalan 

Jalan Lingkar Barat 

yang 
menghubungkan 
SUB BWP B dan SUB 

6,12 km 
APBD Kab. Dinas 
Sambas 

PUPR 



No Program Utama Lokasi 	 Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 PJM-2 PJM-3 PJM-4 
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2' 

BWP C bagian luar. 

g. Pembangunan terminal 
angkutan Tipe B 

Pembangunan 
terminal Tipe B di 
Sub BWP F Blok Fl 8,62 ha 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas Perhubungan 

h. Pembangunan baru 
terminal angkutan Tipe C 

Terminal Dalam 
Kaum Sub BWP E 
Blok E2, 

1,44 ha 
APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas Perhubungan 

Terminal Politeknik 
Terpikat Sub BWP D 
Blok D2, dan 

2,63 ha 
APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas Perhubungan 

Terminal Kartiasa 
Sub BWP C Blok C2. 0,39 ha 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas Perhubungan 

i. Redevelopment terminal 
tipe C di pusat Kota 

Terminal Pasar Sub 
BWP A Blok A2, 0,23 ha 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas Perhubungan 

j. Pembangunan Terminal 
Barang 

Di Sub BWP F Blok 
Fl 7,45 Ha 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas Perhubungan 

k. Penyediaan Moda 
angkutan umum 

Seluruh Kawasan 
Perkotaan 

5 Rute 
Angkutan 

umum 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas Perhubungan 

1. Pengembangan jalur 
pedestrian III 

sisi jalan 

Jalan Kolektor: 

J1. Sukaramai 
3,775 km x 
2 sisi jalan 

APBD ProvDinas 
dan APBD 
Kab. Sambas 

PUPR dan 
Dinas Perhubungan 

J1. Budiman 
2,35 km x 2 

sisi jalan 
APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas PUPR dan 
Dinas Perhubungan 

1) jalur pejalan kaki di 11111 J1. Terpikat 1,42 km x 2 
sisi jalan 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas PUPR dan 
Dinas Perhubungan 

J1. Pendidikan 
1,745 km x 
2 sisi jalan 

I III 
APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas PUPR dan 
Dinas Perhubungan 

Jl. Pembangunan 5,94 km x 2 
sisi ' dan 

APBD Prov 
APBD 

Dinas PUPR dan 
Dinas Perhubungan 



No Program Utama Lokasi 	 Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 PJM-2 	PJM-3 PJM-4 
1 2 3 4 5 6 	7 8 9 	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 

Kab. Sambas 

J1. Merdeka 2,25 km x 2  
sisi jalan 

Sebagian Rencana 
jalan Lingkar dalam 
kota 

11,35 km x 
2 sisi jalan 

Sebagain Jalan 
Rencana Jalan 
Lingkar Luar Timur 

0,66 km x 2 
sisi jalan 

Sebagian J1. Kartiasa; 2,83 km x 2 
 sisi jalan 

Jalan Kolektor: 

J1. Sultan Tsafiuddin, 
0,978 km x 
2 sisi jalan 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas PUPR dan 
Dinas Perhubungan 

J1. Panglima Daud 6,12 km x 2  
sisi jalan 

J1. Kartiasa, 0,35 km x 2  
sisi jalan 

Jl. Terigas, 1,63 km x 2 
sisi jalan 

J1.Raya Saing Rambi, 1,44 km x 2 
sisi jalan 

J1. Thabrani, 4,1 km x 2  
sisi jalan 

J1. Gusti Hamzah, 1,17 km x 2
sisi jalan. 

J1. Akhmad Marzuki; 
76 km x 2 0,
sisi jalan 

Jalan Lokal: 
APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas PUPR dan 
Dinas Perhubungan 

Jl. Sejangkung 3,09 km x 2 
sisi jalan 

J1. Karya Budi 1,85 km 
Jl. Sakti. 2,02 km 

2) jalur pejalan kaki di sisi 
air 

Di Kawasan Cagar 
Budaya dan 
Waterfront mulai dari 
Jembatan Sabo di j1 
pendidikan sampai 
Jembatan Asam di 
Sub BWP E Blok E.1; 

2 km x 2 
sisi sungai 

Kab. Sambas  

APBD Prov 
dan APBD Dinas PUPR 



No Program Utama Lokasi 	 Besaran 
Waktu Pelaksanaan 

Sumber Dana Instansi Pelaksana 
PJM-1 	PJM-2 	PJM-3 PJM-4 

1 2 3 4 5 6 	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Ruang pejalan kaki di 
tepian Sungai 
Teberau di Sub BWP 
E Blok El sampai E2 
dan di Sub BWP A 
Blok A2 sampai Blok 
A3 

1,67 km x 2 
sisi sungai 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas PUPR 

Ruang pejalan kaki 
disungai sambas 
kecil mulai dani 
depan keraton 
sampai dengan 
Jembatan Batu di 
Sub BWP A Blok A2 
dan A2 dan mulai 
depan kraton sampai 
dengan Jembatan 
Sabo di Sub BWP A 
Blok Al. 

1,3 km x 2 
sisi sungai 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas PUPR 

3) jalur pejalan kaki sekitar 
kawasan perdagangan 
dan jasa skala pusat 
kawasan 

Pasar Perkotaan 
Sambas di Sub BWP 
A Blok A2; 

luas 
kawasan 

5 % dan i APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas PUPR 

Di Terminal 
Angkutan Umum tipe 
B dan kawasan 
perdagangan di 
Sungai Rambah Sub 
BWP F Blok Fl 

5 % dani 
luas 
kawasan 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas PUPR 

Kawasan 
perdagangan 	dan 
jasa 	sub 	pusat 
pelayanan 	kota 	di 
Sub BWP B Blok Bl. 

5 °A) dani 
luas 
kawasan 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas PUPR 

4) jalur pejalan kaki sekitar 
kawasan perkantoran 

Ruang Pejalan Kaki 
di Sisi Bangunan 

erk Gedung pantoran 
pemerintah di Sub 
BWP E di Blok E2; 

5 % dani 
luas 
kawasan 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas PUPR 

5) jalur pejalan kaki sekitar 
kawasan pendidikan 

ruang pejalan kaki 
sisi bangunan 
gedung kawasan 

luas 
kawasan 

5 % dan i APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas PUPR 



No Program Utama Lokasi 	 Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 	PJM-2 	PJM-3 PJM-4 
1 2 3 4 5 6 	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

pendidikan tinggi di 
Sub BWP D Blok D1 
dan D2; 

6) Jalur pejalan kaki 
sekitar kawasan Gedung 
Olahraga Kabupaten 

Jalur pejalan kaki 
sekitar kawasan 
Gedung Olahraga 
Kabupaten di Sub 
BWP C Blok C2; 

5 % dani 
luas 
kawasan 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas PUPR 

7) Jalur pejalan kaki 
sekitar kawasan Stasiun 
Kereta Api dan Terminal 
Angku tan serta 
pelabuhan sungai 

Jalur pejalan kaki 
sekitar kawasan 
Stasiun Kereta Api 
dan Terminal 
Angkutan serta 
pelabuhan sungai di 
Sub BWP F Blok Fl; 

5 % dani 
luas 
kawasan APBD Prov 

dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas PUPR 

8) jalur pejalan kaki sekitar 
ruang terbuka hijau 
taman 

Ruang Pejalan Kaki 
di Taman Lunggi di 
Sub BWP E Blok E2 
dan taman-taman 
kota lainnya 

5 % dani 
luas 
kawasan 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas PUPR 

9 ) jalur pejalan kaki sekitar 
kawasan pariwisata 

di Keraton Sub BWP 
E Blok E 1 dan 
Wisata Agro di 
Lumbang Sub BWP B 
Blok B2; dan 

5 (3/0 dani 
luas 
kawasan 

APBD Prov  
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas PUPR 

10) Pengembangan jalur 
pedestrian khusus 

Pembangunan 
jembatan 
penghubung Muare 
Ulakan 

100 m APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas PUPR dan 
Dinas Perhubungan 

m. pembangunan halte 

pada simpul-simpul 
kawasan penting 
perkotaan seperti 
pusat perdagangan 
dan jasa, pusat 
pemerintahan, objek 
wisata dan fasilitas-
fasilitas pendidikan. 

26 unit 

APBN, APBD 
Prov dan 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas PUPR dan 
Dinas Perhubungan 

n. Rencana penataan ruang 
parkir 

APBD Kab. 
Sambas Dinas PUPR Penyusunan 	Rencana 

penataan ruang parkir: 
- Pada Sistem Pusat 

Pelayanan Kota 
1 paket 



No Program Utama Lokasi 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 
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yaitu PPK, SPPK 
dan pusat 
Lingkungan; 

- Pada Jalan lokal 
(Primer dan 
sekunder dan pada 
jalan Kolektor 
(kolektor primer 
dan sekunder) 

1) Ruang Parkir pada 
zona permukiman 

Penyediaan lahan 
parkir pada kawasan 
permukiman 
kepadatan tinggi 
pada kawasan pusat 
kota di Sub BWP A 

1 unit per 
RW APBN, APBD 

Prov dan 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas PUPR dan 
Dinas Perhubungan 

Penyediaan lahan 
parkir kawasan 
permukiman pada 
sepanjang tepian 
Sungai Sambas di 
Sub BWP A dan Sub 
BWP E 

1 unit per 
RW APBN, APBD 

Prov dan 
APBD }Cab. 
Sambas 

Dinas PUPR dan 
Dinas Perhubungan 

2) Ruang Parkir pada 
zona perdagangan 
dan jasa 

zona perdagangan 
dan jasa balk di 
pusat kota di Sub 
BWP A 

56 
SRP/ 1.000 

m2 
Swasta atau 
investor 

Dinas PUPR dan 
Dinas Perhubungan 

zona perdagangan 
dan jasa di sub pusat 
kota maupun 
perdagangan pusat- 
pusat lingkungan 
kota (Sub BWP B, 
Sub BWP C, Sub 
BWP D, Sub BWP E 
dan Sub BWP F; 

56 
SRP/1.000 

m2 

Swasta atau 
investor 

Dinas PUPR dan 
Dinas Perhubungan 

3) Ruang Parkir pada 
Zona 	Perkantoran 
Pemerintah 

di Sub BWP E; 
285 

SRP/ 100 
karyawan 

APBD Kab. 
Sambas 

Dinas PUPR 

4) Ruang Parkir pada 
Zona 	Stadion di Sub BWP C; 103 

SRP/5.000 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas PUPR 
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Olahraga m2 
5) Ruang Parkir pada 

Zona 	Pendidikan 
Tinggi 

di Sub BWP D; 
285 

SRP/ 1000 
siswa 

APBD Kab. 
Sambas 

Dinas PUPR 

6) Ruang Parkir pada 
Zona 	Sarana 
Pelayanan 	Umum 
(SPU) 

di seluruh Sub BWP 

285 
SRP/ 100 
karyawan liii APBD Kab. 

Sambas 
Dinas PUPR 

7) Ruang Parkir pada 
Zona 	Terminal, 
Dermaga 	dan 

pada Zona Terminal 
tipe B Di Sub BWP F 
Blok .1 

98 SRP/ 
1000 m2 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas PUPR 

pada Zona Dermaga 
Di Sub BWP F Blok 
Fl 

98 SRP/ 
1000 m2 

APBD Kab. 
Sambas 

Dinas PUPR 

Stasiun Kereta Api. 11111 Zona Stasiun Kereta 
Api.Di Sub BWP F 
Blok Fl 

98 SRP/ 
1000 m2 APBN Dinas PUPR 

8) Ruang Parkir pada 
Zona 	RTH 	Taman 
Kota 

Taman Kota Di Sub 
BWP E 

103 
. 

m2 
SRP/5.000

liii 

APBD Kab. 
Sambas 

Dinas PUPR 

Taman Kota Di Sub 
BWP B Blok B2 

103 
SRP/5.000 
m2 

Swasta dan 
atau 
masyarakat 

Dinas PUPR 

Ruang 	Parkir 	put 
kegiatan warga dan daya 
tank wisata 

zona wisata 
waterfront city 
Sambas Sub BWP A 
dan Sub BWP E; 

103 
SRP/5.000 
m2 

APBD Kab, 
Sambas 

Dinas PUPR 

kawasan cagar 
budaya Keraton 
Sambas di Sub BWP 
E  

103 
SRP/5.000 
m2 liii APBD Kab. 

Sambas 
Dinas PUPR 

Zona Cagar budaya 
di Sub BWP A 

103 
SRP/5000 . 
m2 

APBD Kab. 
Sambas 

Dinas PUPR 

Zona Pariwisata di 
Sub BWP E 

SRP/5.000 
m2 

103 III"  Swasta dan 
atau 
masyarakat 

Dinas PUPR 

Pembuatan Marka Jalan 
Jalur Sepeda 

Pada jalan Kolektor 
sekunder, kolektor 
primer dan jalan 
lokal @rimer serta liii APBD Kab. 

Sambas 
Dinas Perhubungan 
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jalan-jalan 
alternative. 

Penataan Koridor dan RTH 
jalan 

di jalan kolektor 
sekunder meliputi 
Jalan Terigas - Jalan 
Raya Saing Rambi - 
Jalan Thabrani; 

1 paket 
APBD Kab. 
Sambas Dinas PUPR 

Terminal - jalan Panji 
Anom, 1,01 km 

APBD Kab. 
Sambas 

Dinas PUPR 

2.2. Sistem Jaringan Rdl 

a. Pembangunan Jaringan 
Rel Kereta Api 

melintasi Sub BWP F,  
sub BWP B dan Sub 
BWP E; 

16,1 km 

b. Pengembangan stasiun 
Kereta Api 

Tipe sedang di SUB 
BWP F dan 
stasiun Kereta tipe 
kecil di SUB BWP E; 

10,01 Ha 

7,87 ha 
Swasta clan 
APBN 

Dinas Perhubungan  

c. Pembangunan Rimba 
Kota di sepanjang 
jaringan Rel KA 

di Sub BWP F Blok 
F2 dan Fl, sub BWP 
B Blok B2 dan Sub 
BWP E Blok E2 dan 
E3; 

322 Ha 

2.3. Sistem Transportasi 
Sungai 

a. Rekonstruksi Dermaga 
Sungai di Pasar Melayu 

di Pasar Melayu Sub 
BWP A Blok A2; 0,09 Ha 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas Perhubungan 

b. Pembangunan Dermaga 
Angkutan 
penyeberangan Sungai: 

APBD Prov  

Kab. Sambas  

dan APBD Dinas Perhubungan 

1) Dermaga di Tepian 
Sungai Sambas Kecil 
Desa Sungai Rambah 
dikembangkan 
dengan pertimbangan 
berdekatan dengan 
terminal angkutan 
tipe B dan Stasiun 

di Sub BWP F Blok 
Fl: 0, 34 ha 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas Perhubungan 
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Kereta Api 
2) Dermaga di Tepian 

Sungai Teberau Desa 
Dalam Kaum 
dikembangkan 
dengan 
pertimbangan 
berdekatan dengan 
stasiun kereta 
pembagi dalam kota, 
kawasan 
pemerintahan dan 
kawasna 
perdagangan Sub 
Pusat Kota 

di Sub BWP B di Blok 
B2; 0,34 ha 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas Perhubungan 

3) Dermaga di Tepian 
Sungai Sambas Kecil 
Desa Tanjung Mekar 
dikembangkan 
dengan 
pertimbangan 
berdekatan dengan 
kawasan pendidikan 
tinggi di Desa 
Sebayan dan desa 
wisata tenun di desa 
Sumber harapan 

di Sub BWP D di Blok 
D1 1,1 ha 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas Perhubungan 

. 	Penyediaan angkutan 
wisata alur sungai; BWP Sambas 3 rute 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas Perhubungan 
Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga 

d. Pemasangan rambu- 
rambu lalu lintas sungai 
dan pembangunan 
prasarana penunjang 
lainn a. 

Seluruh wilayah 
perkotaan: Sungai 
Sambas Besar, 
Sungai Sambas Kecil 
dan Sun:al Teberau 

3 Sungai 
APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas Perhubungan 

. Jaringan Prasarana 
3.1. jaringan energi atau 

kelistrikan 
a) Peningkatan gardu induk di SUB BWP C Saing 

Rambi 
4,77 Ha 

APBN dan 
PLN 

PLN clan Dinas 
ESDM Prov 
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b) Pengembangan 
Pembangkit listrik Tenaga 
Diesel (PLTD) di 
perkotaan Sambas yang 
dapat mendukung 
ketahanan energy listrik 
di wila ah .erbatasan; 

di SUB BWP C Saing 
Rambi 

APBN dan 
4,77 Ha 	 PLN 

PLN dan Dinas 
ESDM Prov 

c) Disediakan tiang listrik 
sebagai penerangan jalan 
memiliki kuat 
penerangan 500 lux 
dengan tinggi > 5 meter 
dan i muka 'alan; 

Seluruh BWP 

1 lampu per 
tiang listrik 

IIIIIIIIIUUlNlUIIUUI 

APBN dan 
PLN 

PLN dan Dinas 
ESDM Prov 

d) Pembangunan instalasi 
jaringan dan 
pengoperasian instalasi 
penyaluran di tiap Sub 
Pusat Pelayanan 
Perkotaan melalui 
Pembangunan jaringan 
distribusi jaringan 
tegangan Menengah 
(JTM), jaringan Tegangan 
Rendah (JTR) dan Travo 
yang menghubungkan 
seluruh wilayah 
kecamatan dan pusat 
permukiman penduduk di 
seluruh Kawasan 
serkotaan 

Seluruh BWP 

JTM : 
137,85 km 

JTR : 
138,94 km 

Masyarakat PLN Daerah 

3.2. Jaringan 
Telekomunikasi 
a. 	Rencana penyediaan 

jaringan telekomunikasi 
telepon kabel yang 
berupa penetapan lokasi 
Stasiun Telepon Otomat, 
rumah kabel dan kotak 
pembagi; 

Seluruh BWP 1 Paket PT. Telkorn 
PT. Telkom dan 
Dinas Komunikasi 
dan Informatika 



No Program Utama Lokasi 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

Besaran 	PJM-1 PJM-2 PJM-3 PJM-4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

b. Rencana penyediaan 
jaringan serat optik; Seluruh BWP 62,5 km 

PT. Telkom 
dan atau 
perusahaan 
komunikasi 
lainnya 

PT. Telkom dan 
Dinas Komunikasi 
dan Informatika 

. 	Rencana penyediaan 
jaringan telekomunikasi 
telepon nirkabel yang 
berupa penetapan lokasi 
menara telekomunikasi 
termasuk menara Base 
Transceiver Station 
(BTS); 

Seluruh BWP 24 unit 

PT. Telkom 
dan atau 
perusahaan 
komunikasi 
lainnya 

PT. Telkom dan 
Dinas Komunikasi 
dan Informatika 

d. Rencana peningkatan 
pelayanan jaringan 
telekomunikasi 

Seluruh BWP 

PT. Telkom 
dan atau 
perusahaan 
komunikasi 
lainnya 

PT. Telkom dan 
Dinas Komunikasi 
dan Informatika 

. Pengembangan 
prasarana informatika 
yaitu upaya tersedianya 
jaringan yang memberi 
layanan informasi 
berbasis teknologi 
internet dalam bentuk 
warung interne 
(Warnet), serta 
peningkatan sistem 
informasi 
pengembangan Kota 
Sambas; 

Seluruh BWP 

PT. Telkom 
dan atau 
perusahaan 
komunikasi 
lainnya 

PT. Telkom dan 
Dinas Komunikasi 
dan Informatika 

. 	Pengembangan Sistem 
dan Jaringan televisi 
local yang menjangkau 
hingga ke seluruh 
wilayah kabupaten; 

Seluruh BWP 

1 unit 
APBN, APBD 
Prov dan 
APBD 
Kabupaten 

Dinas Komunikasi 
dan Informatika 

g. 	Pengembangan Sistem 
dan Jaringan stasiun 

di SUB BWP B 
1 unit APBN, APBD 

Prov dan 
Dinas Komunikasi 
dan Informatika 
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Radio local yang 
menjangkau hingga ke 
seluruh pelosok 
pedesaan.. 

APBD 
Kabupaten 

h. Pengembangan Jaringan 
telekomunikasi Khusus 
meliputi: 

• Jaringan multimedia 
terpusat di Perkotaan 
Sambas; 

Di Kawasan 
Pemerintahan 
Di Taman Kota 
Kawasan 
Pendidikan 

5 unit 

Swasata, 
Masyarakat 
dan atau 
APBN, APBD 
Prov dan 
APBD 
Kabupaten 

Dinas Komunikasi 
dan Informatika 
Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

• Pusat penyebaran 
masing-masing 
ibukota Kecamatan 

Kantor Camat 

1 unit 

• Pengembangan 
telekomunikasi untuk 
penanganan bencana; 
dan 

• Penanganan 
telekomunimkasi 
khu sus untuk 
kepentingan instansi 
pemerintah, swasta 
dan masyarakat 
lainn a. 

3.3. Jarin • an Air Bersih 

a) Peningkatan WTP Muare 
Ulakan 27 liter/detik 

WTP Muare Ulakan di 
Sub BWP A Blok A.2; 

0,26 Ha APBN, APBD 
Prov, APBD 
Kab. Sambas 

PDAM dan Dinas 
PUPR 

b) Pengembangan WTP 
baru di Sungai Sambas 
Kecil 

di 	Sungai 	Sambas 
Kecil sekitar BWP D 
Sub BWP D Blok D.1; 

0,4 Ha APBN, APBD 
Prov, APBD 
Kab. Sambas 

PDAM dan Dinas 
PUPR 

) 	Pengembangan sistem 
Jaringan Air baku dari 
sumber air baku lainnya 
yaitu Riam Merasap, 
Riam Caggat dan Riam 
Pencarek. 

i D Sub BWP C 

2,7 Ha 

APBN, APBD 
Prov, APBD 
Kab. Sambas 

PDAM dan Dinas 
PUPR 

en emban an sistem Seluruh BWP Mas arakat PDAM dan Dinas 
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jaringan air bersih yang 
dilakukan dengan 
mengoptimalisasi 
pelayanan PDAM 
dengan jangkauan 
pelayanan hingga ke 
desa seluruh Perkotaan 
Sambas; 

Kab Sambas  
dan APBD 

. 
PUPR 

APBD Kab.
Sambas 

BPPD Kab 

e) Penyediaan hidran 
kebakaran untuk 
daerah komersial dan 
perumahan; dan 

Seluruh BWP 

APBN, APBD 
Prov , APBD 
Kab. Sambas 

PDAM dan Dinas 
PUPR 

f) Pembangunan jaringan 
transmisi air baku 
lintas kabupaten/kota 
mencakup jaringan 
pipa transmisi air baku 
Kabupaten. 

Seluruh BWP 

g) Pembangunan jaringan 
pipa air bersih dan air 
baku 

Seluruh BWP 
APBN, APBD 
Prov, APBD 

. Sbas Ka bam 

PDAM dan Dinas 
PUPR 

3.4. Jarin: an Drainase 
a) Penyusunan Rencana 

Sistem Jaringan 
Drainase kawasan 
Perkotaan Sambas 

Seluruh BWP 

1 Paket 

Kabupaten  

Masyarakat 
dan atau 
APBD 

Dinas PUPR 

b) Rehabilitasi parit dan 
jaringan drainase Seluruh BWP 

101,09 km APBD Prov 
dan APBD 
Kabu . aten 

Dinas PUPR 
Dinas PRKPLH 

3.5. Jarin : an Air Limbah 
) pengembangan Sistem 

jaringan air kotor yang 
terpisah dengan system 
drainase perkotaan; 

Seluruh BWP 

Kabupaten  

Masyarakat 
dan atau 
APBD 

Dinas PUPR 

Masyarakat 
dan 
APBD 

atau 
Dinas PUPR 
Dinas PRKPLH 

b) penyediaan sub system 
pengolahan setempat 
pada kawasan 
permukiman dengan 
sistem tangki septik 
yang dapat mengolah 
tinia dan air kotor pada 

Seluruh BWP 

Kabupaten 
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kawasan permukiman 
tepian Sungai atau 
yang berada pada 
Bantaran Sungai; dan 

c) Program Penyuluhan 
pemeliharaan dan/atau 
peningkatan kualitas 
system pembuangan 
setempat (on site); 

Seluruh BWP 
APBD 
Kabupaten 

Dinas PUPR 
Dinas PRKPLH 

d) Pembangunan fasilitas 
umum MCK (Mandi 
Cuci Kakus) pada 
fasilitas utama 
Perkotaan 

Pasar tradisional di 
pusat pelayanankota 
dan sub Pusat 
Pelayanan Kota 

6 unit 

Masyarakat 
dan atau 
APBD 
Kabupaten 

Dinas PUPR 
Dinas PRKPLH 

Taman Kota 2 unit 
APBD 
Kabupaten 

Dinas PUPR 
Dinas PRKPLH 

Taman Kecamatan 1 unit per 
lokasi 

APBD 
Kabupaten 

Dinas PUPR 
Dinas PRKPLH 

Lapangan Olahraga 1 unit per 
lokasi 

APBD 
Kabupaten 

Dinas PUPR 
Dinas PRKPLH 

Objek-objek Wisata. 1 unit per 
lokasi 

APBD 
Kabupaten 

Dinas PUPR 
Dinas PRKPLH 

e) Pengembangan SPALD- 
T diarahkan 
berdampingan dengan 
pasar tradisional 

Di SUB BWP A 
APBD Prov 
dan APBD 
Kabupaten 

Dinas PUPR 
Dinas PRKPLH 

f) Pengembangan SPALD- 
T pada zona 
perumahan dengan 
kepadatan tinggi yang 
berlokasi 

di SUB BWP A 
APBD Prov 
dan APBD 
Kabupaten 

Dinas PUPR 
Dinas PRKPLH 

g) Pengembangan SPALD- 
T pada zona industri 

zona industri di SUB 
BWP B 

swasta Dinas PRKPLH 

zona industri SUB 
BWP C 

swasta Dinas PRKPLH 

zona industri rumah 
tan:_.1a. di Sub BWP D 

Masyarakat 
dan atau 

Dinas PRKPLH 
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APBD 
Kabupaten 

h) Pengembangan SPALD-
T pada zona pusat 
perbelanjaan modern 
sebagai destinasi baru 
da a tank ierkotaan. 

di SUB BWP B swasta Dinas PRKPLH 

3.6. Sistem Persampahan 

a) Pembangunan 30 unit 
TPS Tipe I 

Di setiap Pusat . Lingkungan dan sub 
Pusat Pelayanan Kota 

30 unit 
APBD Prov 
dan APBD 
Kabupaten 

Dinas PUPR 
Dinas PRKPLH 

b) Pembangunan 2 unit 
TPS Tipe II 

Di Pusat Pelayanan 
Kota 2 unit 

APBD Prov 
dan APBD 
Kabupaten 

Dinas PUPR 
Dinas PRKPLH 

c) Pengadaan 115 gerobak 
sampah yang melayani 
skala RI 

Di setiap RT 115 
gerobak 

Masyarakat 
dan swasta 

Kantor Lurah dan 
Dinas PRKPLH 

d) Pengadaan 23 unit 
Kontainer Sampah 
yang dapat digunakan 
pada TPS 

Di setiap Pusat 
Lin&ungan dan sub 
Pusat Pelayanan Kota 

23 unit 
APBD Prov 
dan APBD 
Kabupaten 

Dinas PUPR 
Dinas PRKPLH 

3.7. Jaringan Prasarana Lainnya 
a) Menyusun Rencana 

Sistem Mitigasi bencana 
Kota 

Di kawasan 
Perkotaan Sambas 1 Paket APBD 

Kabupaten 

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

b) Menetapkan Ruang 
evakuasi bencana Di RTH Taman 54,56 Ha APBD 

Kabupaten 

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

c) Pengembangan pos 
pemadam kebakaran 

terdistribusi pada 
tiap Sub BWP 

1 unit per 
Sub BWP 

APBD 
Kabupaten 

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

d) Pengembangan sektor 
pemadam kebakaran 

dan i instansi terkait 
bidang 
penanggulangan 
bencana daerah; 

APBD 
Kabupaten 

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

e) Pembangunan hidran 

zona perdagangan 
dan jasa 9 unit 

Mayarakat, 
swasta dan 
atau APBD  
Kabupaten 

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

zona pemerintah 6 unit APBD 
Kabupaten 

Badan 
Penanggulangan 
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Bencana Daerah 

zona pendidikan 
tinggi 3 unit 

APBD 
Kabupaten 

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

zona permukiman 
berkepadatan tinggi. 4 unit 

APBD 
Kabupaten 

Badan 
Penanggulangan 

 Bencana Daerah 
f) Rencana jalur evakuasi 

bencana dengan 
Meningkatkan dimensi 
jaringan jalan 
lingkungan sebagai jalan 
yang dapat dilalui oleh 
kendaraan pernadam 
kebakaran 

Jaringan jalan fungsi 
kolektor dan lokal 
yang terhubung 
dengan lokasi potensi 
bencana 

127,85 Km 
APBD Prov 
dan atau 
Kabupaten 

Dinas PUPR 

g) Tanggap 	Bencana 
Perkotaan sebagai upaya 
pengurangan 	resiko 
bencana perkotaan. 

Program Tanggap 
Bencana Perkotaan. 
Masukan indikasi 
program terkait 
pengurangan resiko 
bencana 

1 Pak et 
APBD 
Kabupaten 

Badan 
Penanggulangan  Bencana Daerah 

C . PERWUJUDAN RENCANA 
POLA RUANG 

1. Perwujudan Zona Lindung 
a. 	Zona Perlindungan Setem eat 

1. Penataan sempadan 
sungai prioritas 

Sungai Sambas Kecil 
dan Sungai Teberau 90, 87 Ha 

APBN. APBD 
Prov dan 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas PUPR 
 

2. Reboisasi dan 
rehabilitasi lahan 
Sempadan Sungai 

Sungai Sambas Kecil 
dan Sungai Teberau 

APBN. APBD 
Prov dan 
APBD Kab. 
Sambas 

 Dinas PRKPLH 

Sungai Sambas 
Besar 

15 m dari 
dan i tepi kini 
dan kanan 

palung 
sungai 

APBD Kab. 
Sambas Dinas PRKPLH 

3. Penetapan Batas 
Sempadan Sungai 

50 (lima 
puluh) m 
dihitun: - 
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dan i tepi kini 
dan kanan 

palung 
sungai di 
kawasan 

tidak 
terbangun, 

Sepanjang alur 
Sungai Sambas Kecil, 
Sungai Teberau, 
Sungai Lumbang, 
Sungai Surung 
Dayung, Sungai 
Sallong, Sungai 
Tengguli, Sungai 
Semangau, Sungai 
Rambah, dan Pant- 
pant primer seperd 
Park Kartiasa dan 
pant primer lainnya; 

10 (sepuluh) 
m clihitung 
dari tepi ldri 
dan kanan 

palung 
sungai di 
kawasan 

terbangun, 
dan 

50 (lima 
puluh) m 
dihitung 

dan i tepi kini 
dan kanan 

palung 
sungai di 
kawasan 

tidak 
terbangun, 

4. Peningkatan kualitas 
jalan inspeksi 

Sungai Sambas Besar 
2 km APBD Kab. 

Sambas 
Dinas PUPR 

Sungai Sambas Kecil 22,2 km 
Sungai Teberau 2 km 

5. Pembangunan 
tembok/tanggul 
penahan daya rusak air 

Sungai Sambas Besar 

2 km APBN. APBD 
Prov Ian c 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas PUPR 

Sungai Sambas Kecil 22,2 km 
Su 	ai Teberau 2 km 

b. 	Zona Konservasi/Ca ar Buda a 
1) 	penetapan situs, 

bangunan dan kawasan 
sebagai kawasan, situs 
atau bangunan Cagar 

a. 	Istana 
Alwatzikoebillah 
Kesultanan 
Sambas di 	Sub 

5,47 Ha 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga 
Dinas Pendidikan 



No Program Utama Lokasi Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 PJM-2 PJM-3 PJM-4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Budaya Perkotaan 
Sambas; 

BWP E Blok El; 
b. Masjid 	Jami' 

Kesultanan 
Sambas 	di 	Sub 
BWP E Blok El; 

c. Makam Raja-raja 
Kesultanan 
Sambas 	di 	Sub 
BWP E Blok El; 

d. Komplek Makam 
Keturunan 	Raja- 
raja 	Brunei 
Darussalam 	di 
Sub BWP E Blok 
El; 

e. Makam 	Syech 
Abdul 	Jalil 	Al- 
Fatani 	(Kramat 
Lumbung) di Sub 
BWP B Blok Bl; 

f. Kantor 
Wedana/ Demang 
Sambas 	di 	Sub 
BWP C Blok Cl; 

g. Rumah 	tinggal 
Maha Raja Imam 
Haji Muhammad 
Basuni 	Imran 
Sub BWP A Blok 
Al; dan 

h. Rumah tinggal H. 
Siraj Sood (Dato' 
Kaya 	Lela 
Mahkota) di Sub 
BWP E Blok El; 
dan 

i. struktur 	Cagar 
Budaya 	di 
Perkotaan 
Sambas 	adalah 
Jembatan 	Batu 

dan kebudayaan 



No Program Utama Lokasi Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 	PJM-2 PJM-3 PJM-4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 

Geretak Asam di 
Sub 	BWP 	A 
menghubungkan 
Blok A2 dab Blok 
Al dan Jembatan 
Batu 	Geretak 
Illek 
menghubungkan 
Sub BWP A Blok 
A2 dan Sub BWP 
E Blok El. 

2) Pengembangan adalah 
peningkatan potensi 
nilai, informasi, dan 
promosi Cagar Budaya 

Kawasan Perkotaan 
Sambas 

8 unit BCB 

Olahraga 
 

APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 

3) Memberikan mekanisme 
Insentif untuk tindakan 
emeliharaan; 

8 bangunan cagar 
budaya 

8 unit BCB APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahr 	a 

c. 	Zona RTH Publik 
1) Penyusunan Rencana 

Pengembangan RTH 
Kawasan Perkotaan 
Sambas 

Di Kawasan 
Perkotaan Sambas 1 Paket 

APBD Kab. 
Sambas 

Dinas PRKPLH 

2) Sosialisasi Arahan RTH 
Publik Perkotaan 

Seluruh BWP 
Sambas: 
- 	Sosialisasi Rimba 

Kota; 
- 	Sosialisasi RTH 

Taman 
- 	Sosialisasi 

Pemakaman 

i 3 kegatan 
APBD Kab . 
Sambas 

Dinas PRKPLH 
 

3) program penyediaan 
lahan untuk memenuhi 
20% RTH Publik 

a) Rimba Kota 

Sub BWP B Blok B2, 
Sub BWP C Blok C2, 
Sub BWP D Blok D2, 
Sub BWP E Blok E2 
dan E3, dan Sub 
BWP F Blok F 1 dan 
Blok F2; 

1.651,54 
Ha Masyarakat 

dan atau 
investor dan 
APBD Kab 

Masyarakat dan 
atau swasta, BPN 
dan Perumahan 
Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan 
Lingkungan Hidup 



No Program Utama Lokasi 	 Besaran 
Waktu Pelaksanaan 

Sumber Dana Instansi Pelaksana 
PJM-1 PJM-2 PJM-3 	 PJM-4 

1 2 3 4 5 6 	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

b) Pengadaan RTH 
Taman kota 

RTH taman Kota di 
Sub BWP B Blok B.2 
dan Sub BWP E Blok 
E2 

565,24 Ha 

Dinas PRKPLH dan 
 

APBD Kab. 
Sambas 

Perumahan Rakyat,
Kawasan 
Permukiman dan  Lingkungan Hidup 
(PRKPLH) 

c) Pengembangan daya 
tank RTH Taman 
kota/Kab 

Di Sub BWP E Blok 
E2 dan Sub BWP B 
Blok B2 

2 unit atau 
luas taman 
minimal 0,3 

m2/jiwa 

APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga. 

d) Pembangunan RTH 
Taman Kecamatan 

di Sub BWP A Blok 
Al dan Sub BWP C 
Blok Cl. 

1,3 Ha 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas PRKPLH 

e) Pengadaan RTH 
Taman  Taman kecamatan 

di Sub BWP A Blok 
A2, 	Sub BWP B di Su 

B1 dan Sub 
BWP E Blok E2 

12,47 Ha 
APBD Kab, 
Sambas 

Dinas PRKPLH 

f) Pengadaan RTH 
Taman 
Kelurahan/Desa 
pada sub pusat 
pelayanan BWP oleh 
Pemerintahan; 

Min 1 unit di setiap 
desa; 

Min ada 10 
unit (28,67 

Ha) 
(PRKPLH) 

 

APBD Kab. 
Sambas 

Perumahan Rakyat, 
Kawasan 
Permukiman dan 
Lingkungan Hidup 
 

g) Pengadaan RTH 
Taman RT/RW 
minimal 20 Persen 
dan i luas 
perumahan 

RTH Taman pada 
perumahan baru di 
setiap Sub BWP 
minimal 20 Persen 
dan i luas perumahan 

20 Persen 
dan i luas 
perumahan 

Masyarakat 
dan atau 
swasta/Pegem 
bang 

Masyarakat dan 
atau swasta clan 
Dinas PUPR 

RTH Taman untuk 
kawasan perumahan 
dan permukiman 
yang belum tersedia 
taman di setiap Sub 
BWP 

20 Persen 
dan i luas 
perumahan 

Masyarakat 
dan atau 
swasta dan 
APBD Kab 

Masyarakat dan 
atau swasta, BPN 
dan Perumahan 
Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan 
Lingkungan Hidup 

h) Insentif bagi taman 
kota yang 
difungsikan bagi 
pengembangan 
produk unggulan 

Pengembangan 
produk unggulan 
buah-buahan Di Sub 
BWP B Blok B2 

Peraturan 
Bupati 

APBD Kab. 
Sambas 

Dinas PRKPLH 
Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 
Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan 

i) Pengadaan RTH Minimal 1 lokasi Min 1 APBD Kab. Dinas PRKPLH dan 



No Program Utama Lokasi 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

Besaran 	PJM-1 PJM-2 PJM-3 PJM-4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Pemakaman di 
Setiap Sub BWP; 

pemakaman umum 
di Setiap Sub BWP 

lokasi di 
Setiap Sub 

BWP: 
26,22 ha 

Dinas Pariwisata,  
Kepemudaan dan  

Sambas 

Olahraga. 

1 paket 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas PUPR dan 
Dinas PRKPLH 

4) Menyusun Peraturan 
Bupati tentang upaya 
kerjasama dalam 
penyediaan RTH publik 

Kabupaten Sambas 

d. zona rawan bencana 
1) Penyusunan Peraturan 

Bupati tentang 
Pedoman teknis 
bangunan pada 
sempadan sungai. 

Seluruh BWP 1 paket 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas PUPR 
Dinas PRKPLH 

2) Penertiban bangunan 
sempadan sungai. 

Sub BWP A Blok Al, 
A2, A3 dan Sub BWP 
E Blok El dan E2 

rumah APBD Prov 

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 
Dinas PRKPLH 

3) 	Identifikasi rumah 
tidak layak huni 

Sub BWP A Blok A2 
dan Blok A3 

1 Paket APBN Dinas PRKPLH 

4) 	Rehabilitasi Rumah 
tidak layak huni 

di Sub BWP A Blok 
A2 dan Blok A3 rumah APBN Dinas PRKPLH 

5) Mengarahkan lokasi 
rumah susun sebagai 
upaya penanganan 
kawasan kumuh pada 
perumahan kepadatan 
tinggi 

di Desa Tanjung 
Bugis Sub BWP A 
Blok A2 dan Blok A3 

2 unit Dinas PRKPLH  APBN 

6) 	Peningkatan kapasitas 
jaringan jalan 
lingkungan yang dapat 
dilalui kendaraan 
pemadam kebakaran 

di Sub BWP A Blok 
A2 dan Blok A3 

Min lebar 
jalan 4 m 

APBN Dinas PRKPLH  Dinas PUPR 

2. Perwujudan Zona Budidaya 
a. Perumahan dan Permukiman 

1) Identifikasi rumah tidak 
layak huni 

di Sub BWP A Blok 
A2 dan Blok A3 1 Paket 

APBN dan 
atau APBD 
Prov 

Dinas PRKPLH 

APBN dan 
atau APBD 
Prov 

Dinas PRKPLH 2) Rehabilitasi Rumah 
tidak layak huni 

di Sub BWP A Blok 
A2 dan Blok A3 rumah 



No Program Utama Lokasi Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 PJIVI-2 	PJM-3 PJM-4 
1 2 3 4 5 6 	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3) Menyusun Program 
Perbaikan Kampung 

di Sub BWP A Blok 
A2 dan Blok A3 1 Paket 

APBN dan 
atau APBD 
Prov 

Dinas PRKPLH 

4) Penataaan Kawasan 
Bantaran Sungai 

di Sub BWP A Blok 
A2 dan Blok A3 1 Paket 

APBN dan 
atau APBD 
Prov 

Dinas PRKPLH 

5) Memenuhi Sarana 
Prasarana minimal 
kawasan permukiman 

di Sub BWP A Blok 
A2 dan Blok A3 2 kawasan 

APBN dan 
atau APBD 
Prov 

Dinas PRKPLH 

6) Membangun ruang 
public seperti taman 
bermain dan atau 
lapangan 

di Sub BWP A Blok 
A2 dan Blok A3 

Min 1 unit 
tiap 

kawasan 
Dinas PRKPLH 

 

APBN dan 
atau APBD 
Prov 

7) Menyediakan ruang 
parkir komunal 

di Sub BWP A Blok 
A2 dan Blok A3 

Min 1 unit 
tiap 

kawasan 

APBN dan 
atau APBD Perhubungan Prov 

Dinas PRKPLH Dinas 

8) Pembangunan rumah 
susun sebagai upaya 
penanganan kawasan 
kumuh pada 
perumahan kepadatan 
tinggi 

di Desa Tanjung 
Bugis atau Desa 
Durian atau Desa 
Pasar Malayu atau 
Desa Pendawan di 
Sub BWP A Blok A2 
dan Blok A3 

2 unit di 
pusat kota 

APBN Dinas PRKPLH 

9) 	Peningkatan kapasitas 
jaringan jalan 
lingkungan yang dapat 
dilalui kendaraan 
pemadam kebakaran 

di Sub BWP A Blok 
A2 dan Blok A3; 

Min lebar 
jalan 4 m 

APBN dan 
atau APBD 
Prov 

BPPD 

10) Pengembangan 
permukiman baru 
dengan bentuk 
Lingkungan Siap 
Bangun (Lisiba) 

SUB BWP B, BWP C, 
SUB BWP D, SUB 
BWP E dan SUB BWP 
F 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 
dan 
Pengembang/ 
Swasta 

Dinas PRKPLH 

11) Pengembangan kawasan 
permukiman swadaya 

Tersebar di seluruh 
SUB BWP 

Masyaakat/Swasta 
Pengembang/PRKPLH 
Swasta 

dan Dinas 

b. Zona Perda 	n 	n dan Jasa 
1) 	Redevelopment Pasar 

tradisional dengan 
konsep pasar ter .adu 

Pasar Tradisonal 
Kota Sambas yang 
terdapat di Pusat 

1 unit 
Swasta, 
masyarakat, 
dan APBD 

- Dinas Koperasi, 
UKM, 
Perindustrian dan 



No Program Utama Lokasi Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 PJM-2 	PJM-3 	PJM-4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

pada kawasan pusat 
kota 

Kota Sambas 
tepatnya di J1. 
Tabrani dan J1. Gusti 
Hamzah; 

Kab. Sambas Perdagangan 
- Dinas PUPR 

2) Pembangunan Pasar 
Modern yang berupa 
shopping mall dapat 
diarahkan pada jalan 
terigas yang 
direncanakan akan 
melayani sampai pada 
wilayah kecamatan 
lainnya di Kabupaten 
Sambas 

Di SUB BWP B 
simpul jalan lingkar 
luar 

1 unit 
Swasta dan 
masyarakat 

- Dinas Koperasi, 
UKM, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

- Dinas PUPR 

3) Pembangunan 
pertokoan di kawasan 
perkotaan Sambas 

12 unit pertokoan di 
setiap pusat 
lingkungan 

12 unit 
Swasta clan 
masyarakat 

- Dinas Koperasi, 
UKM, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

- Dinas PUPR 

4) pertokoan dan pasar 
lingkungan pada 5 sub 
pusat pelayanan kota. 

5 fasilitas masing- 
masing 1 unit di tiap 
Sub BWP 

Min 5 unit 

Swasta dan 
masyarakat 
dan atau 
APBD Kab. 
Sambas 

- Dinas Koperasi, 
UKM, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

- Dinas PUPR 

5) Pengembangan 
Sistercity kawasan 
perdagangan dan jasa 

Sub BWP A dan Sub 
BWP B 1 paket 

Negara yang 
menjadi 
Sistercity, 
APBN dan 
APBD Kab. 
Sambas 

- Dinas Koperasi, 
UKM, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

- Dinas PUPR 

c. Zona Perkantoran Pemerintahan 
1) Pengembangan kawasan 

perkantoran Pemerintah 
Kabupaten dilengkapi 
dengan rumah dinas, 
sarana peribadatan dan 
RTH privat di Sub BWP 
E Blok E.2; 

Di SUB BWP E 74,72 ha 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas PUPR 

2) Pengembangan kawasan 
perkantoran kecamatan 
dan Desa /Kelurahan 

Di SUB BWP C 0,81 ha 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas PUPR 



No Program Utama Lokasi Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 PJM-2 PJM-3 PJM-4 
1 2 3 4 5 6 	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

serta kantor perwakilan 
pemerintah pusat di 
daerah yang dilengkapi 
dengan rumah dinas, 
sarana peribadatan dan 
RTH privat di Sub BWP 
C Blok C.1; 

3) Pengembangan kawasan 
perkantoran Desa 
/Kelurahan yang 
dilengkapi dengan 
rumah dinas, sarana 
peribadatan dan RTH 
privat di setiap Desa di 
Setiap Sub BWP; 

Di setiap Desa 1,4 ha 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas PUPR 

4) Pembangunan kantor 
polisi pada tiap-tiap Sub 
BWP 

di setiap Sub BWP 11,75 
APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas PUPR 

5) Pembangunan pos poh .si 
di pusat pelayanan 
lingkungan 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas PUPR 

6) Pembangunan UPI'D 
bidang pertanian balai 
bibit atau pusat 
pengembangan usaha 
tani pada zona 
Pertanian. 

D SUB BWP C i 7 73 H a , 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan 

d. Zona Industri 

1) Menyusun Masterplan 
dan rencana investasi 
Pengembangan Industri; 

Perkotaan Sambas 1 paket 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

2) Pengembangan Kegiatan 
industri kreatif tenun 
sambas di Sub BWP D 
Blok D.2: 

di Sub BWP D Blok 
D2: 

1 34 h a , 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 



No Program Utama Lokasi 	 Besaran 
Waktu Pelaksanaan 

Sumber Dana Instansi Pelaksana 
 PJM-1 PJM-2 	PJM-3 PJM-4 

1 2 3 4 5 6 	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
3) Pengembangan Lokasi 

industri berwawasan 
lingkungan yang bersifat 
pengolahan barang 
setengah jadi dan i hasil 
pertanian dan 
perkebunan disekitarnya 

Di Sub BWP C Blok 
C2 dan SUB BWP B 
Blok Bl; 

18,19 ha 

Dinas Koperasi,  UKM, Perindustrian  APBD Kab. 
Sambas dan Perdagangan 

4) Redevelopment 
peruntukan industri 

di Sub BWP A Blok 
A2 dan Sub BWP E 
Blok E2; 

3 , 	a 2 h 

Dinas Koperasi,  APBD Kab. 
Sambas 

UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

5) Pengembangan kampung 
atau Desa SIKM Desa 
SIKM 

- 	Desa Sumber 
harapan Sub 
BWP D Blok D.2 

- 	Desa Dalam 
kaum Sub BWP E 
Blok El dan 

- 	Desa Tanjung 
Mekar Sub BWP 
A Blok Al; 

Min ada 3 
Desa 

APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

6) Pengembangan Sentra 
Industri kecil dan 
Menengah pengolahan 
buah-buahan seperti: 
- 	Industri 

pengasinan/pemanis 
an buah-buahan; 

- 	Industri pelumatan 
buah-buahan 
(pengawetan buah-
buahan dengan cara 
pengeringan) 

- 	Industri pengolahan 
sari buah 
(pengawetan buah-
buahan dengan cara 
pengolahan sari 
buat); 

- 	Industri minuman 
ringan (usaha 
minuman rin,..an 

Perkotaan Sambas 1 Paket APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 



No Program Utama Lokasi Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 PJM-2 	PJM-3 PJM-4 
1 2 3 45 6 	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

beraroma buah) 
7) Pengembangan Industri 

kecil dan Menengah 
Aneka makanan dan Kue 
Khas; 

Perkotaan Sambas 1 Paket 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

8) 	Pengembangan Kegiatan 
industri kreatif tenun 
sambas dengan bentuk 
industri: 
- 	Industri pertenunan 

tekstil (pertenunan 
menggunakan 
ATBM, ATM ataupun 
alat tenun lainnya) 
dan industri kain 
tenun ikat (usaha 
Pembuatan Kain 
tenun ikat dan 
usaha pewarnaan 
benang dengan cara 
mengikat terlebih 
dahulu) 

- 	Industri 
penyelesaian akhir 
tekstil 
(penyempurnaan 
benang dan 
penyempurnaan 
kain; 

- 	Industri produk 
kerajinan dan i bahan 
kain (Pakaian, tas, 
dompet, kopiah, 
tampak meja dan 
lain sebagainya). 

i d Desa Sumber 
harapan Sub BWP D 
Blok D2 , 

1 Paket APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

9) Pengembangan Simpul 
pemasaran Bahan baku 
industri 

di Sub BWP D Blok 
D2 dan Sub BWP B 
Blok B2 

1 Paket APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

10) Pengembangan ruang 
promosi hasil industri 

- 	Desa Sumber 
harapan Sub 3 D esa APBD Kab. 

Sambas 
Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 



No Program Utama Lokasi Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 PJM-2 	PJM-3 PJM-4 
1 2 3 4 5 6 	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

lokal maupun hasil 
SIKM pada setiap desa 
wisata yaitu 

BWP D Blok D2 
- 	Desa Dalarn 

kaum Sub BWP E 
Blok El dan 

- 	Desa Tanjung 
Mekar Sub BWP 
A Blok Al; 

dan Perdagangan 

11) Pengembangan Pusat 
Riset pengembangan 
industri lokal dan Pusat 
kerjasama pemasaran 
hasil produk industri; 

di Sub BWP D Blok 
D2 dan Sub BWP B 
Blok B2 

2 unit 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

12) Fasilitasi pelatihan 
pengembangan industri 
melalui penerapan 
Standar Mutu; 

di Sub BWP D Blok 
D2 dan Sub BWP B 
Blok B2 

2 unit 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

13) Mengembangkan 
Program Pinjaman 
Usaha UMKM 
bekerjasama dengan 
Unit Jasa Perbankan 
lokal; 

Perkotaan Sambas 1 Paket 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

14) Fasilitasi melalui 
insentif bagi petani 
dengan Lahan Produksi 
Bahan baku industri 
lokal; 

Sub BWP B Blok B2 Peraturan 
Bupati 

APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

15) Pengembangan Lokasi 
industri berwa.wasan 
lingkungan yang bersifat 
pengolahan barang 
setengah jadi atau 
industri kemasan dani 
hasil pertanian dan 
perkebunan 
disekitarnya atau 
sumber daya lainnya 
dan i luar wilayah 
Kabupaten yang menjadi 
kebutuhan bagi 
masyarakat; 

Perkotaan Sambas 1 Paket 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 



No Program Utama Lokasi Sesaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 	PJM-2 	PJM-3 PJM-4 
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16) Mengarahkan setiap 
Industri balk yang 
berada di peruntukan 
industry maupun yang 
berada pada zona 
permukiman untuk 
menyediakan Sistem 
Pengolahan limbahnya; 

Perkotaan Sambas 1 Paket 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

17) Pengembangan Kegiatan 
industri kreatif tenun 
sambas 

Di SUB BWP D 1 Paket 

Swasta dan 
masyarakat 
dan atau 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

18) Pengembangan Lokasi 

lingkungan yang bersifat 
pengolahan barang 
setengah jadi dan i hasil 
pertanian dan 
perkebunan 
disekitarn a 

industri berwawasan III  
Di SUB BWP C dan 
SUB BWP B 1 Paket 

Swasta clan 
masyarakat 
dan atau 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

e. Zona Sarana Pelayanan Umum 
Fasilitas Pendidikan: 

1) TK Tiap Pusat Pelayanan 
Lingkungan 
Tiap Sub pusat 
Pelayanan Kota 

Swasta APBD 
Prov dan 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

2) SD 
3) SMP 
4) SMA/SMK 

5) Pengembangan 
Kawasan Pendidikan 
Tinggi 

Di Sub BWP D 

13,16 Ha APBN, APBD 
Prov dan 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

6) Pengembangan 
Sistercity Kawasan 
Pendidikan 

Di Setiap Sub BWP 

Negara yang 
menjadi 
Sistercity, 
APBN dan 
APBD Kab. 
Sambas 

- Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

- Dinas PUPR 

Fasilitas Kesehatan: 

1) 	Posyandu Tiap RW 
masyarakat 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas Kesehatan 



No Program Utama Lokasi 	 Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 	PJM-2 	PJM-3 	 PJM-4 
1 2 3 4 5 6 	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2' 

2) Pengembangan RSUD 
yang dapat 
dikembangkan 
menjadi rumah sit 
tipe B 

di SUB BWP C; 

16,58 ha APBN, APBD 
Prov. dan 
APBD Kab. 
Sambas atau 
swasta 

Dinas Kesehatan 
Dinas PUPR 

3) Meningkatkan 
Puskesmas yang ada 
menjadi Puskesmas 
rawat inap 

pada lokasi yang 
sudah ada dengan 
memanfaatkan lahan 
yang ada di 
sekitarnya untuk 
pengembangan 
Puskesmas. 

APBD Kab. 
Sambas atau 
swasta 

Dinas Kesehatan 

4) Pembangunan 1 
puskesmas/ pustu 
yakni di Desa 
Lumbang 

Di SUB BWP B 

0,47 ha 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Kesehatan 

5) Pembangunan Klinik 
Bersalin 

Di setiap Sub 
Pelayanan Kota 

swasta 
Swasta dan Dinas 
Kesehatan 

6) Tempat Praktek 
Dokter 

Di setiap Sub 
Pelayanan Kota 

Swasta dan Dinas
swasta 	Kesehatan 

7) Apotik/Rumah Obat Di setiap Sub 
Pelayanan Kota 

swasta 
Swasta dan Dinas 
Kesehatan 

Fasilitas Olahra • a 
1) Pembangunan stadion 

olahraga yang melayani 
kegiatan skala wilayah 
Kabupaten 

di SUB BWP C 

44,28 ha 	 APBD Prov. 
dan APBD 
Kab. Sambas 
atau swasta 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 

2) Pembangunan 2 
lapangan olahraga 

di sisi utara sungai 
Sambas kecil di SUB 
BWP D dan 1 
lapangan olahraga di 
sisi selatan Sungai 
Sambas Kecil di SUB 
BWP E. 

IIIIIiiiiiIIuuuIIuuI Swasta dan 
atau APBD 
Kab. Sambas 
atau swasta 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 

3) Pembangunan Gedung 
olahraga/sport staion 
kegiatan olahraga Indoor 

direncanakan 1 
lokasi Sport stasion 
di SUB BWP A. 

3, 76 ha 

swasta 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 



No Program Utama Lokasi Besaran 
Waktu Pelaksanaan 

Sumber Dana Instansi Pelaksana 
PJM-1 PJM-2 PJM-3 PJM-4 

1 2 3 4 5 6 	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 26 
4) Pembangunan fasilitas 

olahraga skala pusat 
pelayanan lingkungan 
baik indoor maupun 
outdoor; 

Di pusat pelayanan 
lingkungan 

II III 

Dinas Pariwisata,  

Olahraga;  
Kepemudaan dan

swasta 

Fasilitas Sosial dan 
Buda a: 

1) Pembangunan Gedung 
Serba Guna tingkat 
pelayanan Lingkungan 

Di Setiap Sub pusat 
pelayanan Kota Sambas  

Masyarakat 
dan atau 
APBD Kab. 

APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Kepala Desa/Lurah 
Dinas PUPR 

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 

2) Membangun Balai 
Latihan Kerja sebagai 
upaya pengembangan 
Sumber Daya Manusia 

di SUB BWP D 

3) Mengembangan Museum 
Daerah Sambas sebagai 
salah satu bangunan 
cagar budaya dan 
destinasi wisaa 

di Desa Lorong SUB 
BWP C 

0,85 ha APBN, APBD 
Prov clan 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 

4) Mengembangan Museum 
Negeri Perjuangan 
Sambas sebagai 
bangunan cagar budaya 
dan destinasi wisata 

di Desa Tumok 
Manggis SUB BWP A 

0,14 ha 
APBD Prov 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 

5) Mengembangkan daya 
tank Galeri UMKM 
Kabupaten Sambas 
sebagai lokasi pemasaran 
hasil indust 	kera'inan• 

di SUB BWP B 

0,17 ha 

dan Perdagangan  
UKM, Perindustrian  

APBN, APED 
Prov dan 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Koperasi, 

6) Mengembangkan daya 
tank Galeri Tenun 
Sambas 

di Desa Sumber 
Harapan SUB BWP D 

13, 16 ha 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 
Dinas PUPR 

7) Mengembangkan daya 
Rumah Betang 

Sambas 

di Desa Sungai 
Rambah SUB BWP F 

APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Pariwisata, 
an Kepemudaan dan 

Olahraga; Olahraga; 
8) Mengembangkan daya 

tank Gedung Kesenian 
di SUB BWP E. 

APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 



No Program Utama Lokasi Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 	PJM-2 	PJM-3 PJM-4 
1 2 3 4 5 6 	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2$ 

Sambas Olahr. :a; 
Fasilitas Peribadatan 

9) Membangun fasilitas 
peribadatan skala sub 
pusat pelayanan 
lingkungan disesuaikan 
dengan perkembangan 
jumlah penduduk 
menurut agama. 

li 
 

sub pusat pelayanan 
. Dinas PUPRngkungan 

Masyarakat 
Kepala Desa/Lurah 

10) Membangunan 
kawasan Peribadatan 
yang menjadi pusat 
kegiatan peribadatan 
skala Kabupaten 

di SUB BWP B. 

1,55 ha 
APBN dan 
APBD Kab. 
Sambas 

Departemen Agama 
Dinas PUPR 

f. 	Peruntukan Lainnya 
Zona Pertanian 

1) Mengembangkan 
kawasan pertanian 
dengan kolaborasi 
konsep antara 
Agropolitan dan 
Agrowisata sebagai 
kawasan pertanian 
Buah Naga dan buahan 
lainnya; dan 

yang diarahkan di 
Sekitar SUB BWP B, 
Sub BWP C dan SUB 
BWP F 

2.760,68 ha 

Masyarakat, 
APBN, APBD 
Prov dan 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan 

2) Penyusunan rencana 
rinci kawasan yang 
diperuntukkan sebagai 
zona pertanian yang 
berfungsi sebagai 
kawasan Agropolitan 
dan Agrowisata. 

Di Kawasan 
Perkotaan Sambas 

APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Pertanian dan 
 Ketahanan Pangan 

Dinas PUPR 

3) penyediaan 
infrastruktur dan 
akomodasi dalam 
pengembangan kawasan 
agropolitan dan 
agrowisata; 

yang diarahkan di 
Sekitar SUB BWP B, 
Sub BWP C dan SUB 
BWP F 

APBD Kab, 
Sambas 

Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan 
Dinas PUPR 

4) Kajian penetapan 
Perlindungan Lahan 



No Program Utama Lokasi Besaran 
Waktu Pelaksanaan 

Sumber Dana Instansi Pelaksana 
PJM-1 	PJM-2 PJM-3 PJM-4 

1 2 3 415  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Pertanian Pangan 
Berkelanjutan. ,.„... 

„ 

-,- 

Zona Pertahanan dan 
Keamanan 
1) Pengembangan Zona 

pertahanan dan 
kemanan dengan 
menyediakan 
ketersediaan lahan 
sesuai dengan 
kebutuhan bidang 
pertahanan dan 
keamanan beserta 
prasarana dan sarana 
penunjangnya. 

Di SUB BWP B dan 
SUB BWP C 

14,39 ha 

, ... 

- APBN TNT dan POLRI 

2) Kegiatan pertahanan 
dan keamanan berupa 
perkantoran diarahkan 
menghadap Aksesibilitas 
yang paling tinggi yaitu 
jalan kolektor, 
sedangkan kegiatan 
lainya seperti 
perumahan militer dan 
kepolisian dapat 
menghadap ke jalan 
lingkungan; dan 

Di SUB BWP B dan 
SUB BWP C 

.:?.. 
, 

APBN TNT dan POLRI 

3) Penyediaan lahan bagi 
bufferzone atau zona 
penyangga yang dapat 
difungsikan sebagai RTH 
Privat atau RTH public; 
dan 

Di SUB BWP B dan 
SUB BWP C 

APBN TNT dan POLRI 

Zona Instalasi Pengolahan 
Air Limbah 

1) 	Pengembangan SPALD- 
T berdampingan dengan 
pasar tradisional 

Di SUB BWP A 

Swasta, APBD 
Prov dan 
APBD 
Kabupaten 

Dinas PUPR . Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan 
Lingkungan Hidup 



No Program Utama Lokasi Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 	PJM-2 PJM-3 PJM-4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2) Pengembangan SPALD-
T pada zona perumah 
dengan kepadatan 
tinggi 

di SUB BWP A; 
APBD Pray

an dan APBD 
Kabupaten 

Dinas PUPR 
Dinas PRKPLH 

3) Pengembangan SPALD- 
T pada zona industri 

di SUB BWP B dan 
SUB BWP C serta 
i 	.

n  ndust rumah 
tangga di SUB BWP 
D 

Swasta 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan
Dinas PUPR 

4) Pengembangan SPALD- 
T pada zona pusat 
perbelanjaan modern 
sebagai destinasi baru 
daya tank perkotaan. 

Di SUB BWP B Swasta 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan
Dinas PUPR 

Zona Pembangkit Listrik 
1) Penyediaan Lahan bagi 

pengembangan Zona 
6,07 ha 

2) Menyediakan buffer area 
Lokasi Pembangkit. _ 

Zona Instalasi Air Bersih 
1) Pengembangan lahan 

zona zona intalasi air 
bersih Muare Ulakan di 
Sub BWP A Blok A.2; 

SUB BWP A 

0,26 ha 

Kabupaten 
 

APBD Prov 
dan APBD 

PDAM dan Dinas 
PUPR 

2) Penyediaan Lahan bagi 
pengembangan zona 
instalasi air bersih di 
Sub BWP D Blok D.1; 

di SUB BWP D; 

0,4 ha 

Kabupaten 
 

APBD Prov 
dan APBD 

PDAM dan Dinas 
PUPR 

3) Pembangunan Kantor 
pengelola instalasi air 
bersih di Sub BWP D 
Blok D.1; dan 

Di SUB BWP D dan 
SUB BWP A 

Kabupaten 
 

APBD Prov 
dan APBD 
Kabupaten 

PDAM dan Dinas 
PUPR 

4) Penyediaan Lahan bagi 
penyangga atau 
bufferzone yang dapat 
berfungsi ganda sebagai 
RTH private atau public 
di Sub BWP A Blok A.2 
dan Sub BWP D Blok 
D.1. 

Di SUB BWP D dan 
SUB BWP A 

APBD Prov 
dan APBD 

PDAM dan Dinas 
PUPR 



No Program Utama Lokasi Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 PJM-2 	PJM-3 PJM-4 
2 3 4 5 6 7 8 9 	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Per 	dan an 

1) Pengembangan zona 
pergudangan 

di Sub BWP C Blok 
C3; 16,02 ha Swasta 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 
Dinas PUPR 

2) Pengembangan Sarana 
Prasarana Pendukung 
zona pergudangan min 
30% dan i luas lahan: 
- 	Jalan lingkungan; 
- 	Ruang Bongkar 

muat; 
- 	RTH Privat. 

di Sub BWP C Blok 
C3 4,8 ha Swasta 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 
Dinas PUPR 

3) Pengembangan Sarana 
Prasarana Pendukung 
kegiatan pergudangan 
pada zona perdagangan 
Pusat Kota min 20% darn 
luas lahan:: 
- 	Jalan lingkungan; 
- 	Ruang Bongkar 

muat; 
- 	RTH Privat. 

di Sub BWP A Blok 
A2 dan zona 

sub  Perdagangan kawasan Pusat Pelayanan Kota Pusat  di Sub BWP B Blok 
Bl, Sub BWP C Blok 
C2, Sub BWP D Blok 
Dl dan Sub BWP E 
Blok E2. 

Min 20 
persen dan 

luas 

n 
Swasta  

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 
Dinas PUPR 

4) Pengembangan Sarana 
Prasarana Pendukung 
kegiatan pergudangan 
pada zona SPU 1 
Terminal Tipe B min 40% 
dan i luas lahan: 
- 	Jalan lingkungan; 
- 	Ruang Bongkar 

muat; 
- 	RTH Privat. 

Sub BWP F Blok Fl. 

min 40% 
dan i luas 

lahan 
Terminal 

Swasta 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 
Dinas PUPR 

Pariwisata 
1) Menyusun Masterplan 

kawasan wisata 
perkotaan Sambas 

Di Kawasan 
Perkotaan Sambas 1 Paket 

APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 

2) Menyusun Rencana 
Rinci kawasan Wisata 
sejarah 

Di SUB BWP E 1,43 ha 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 



No Program Utama Lokasi 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

Besaran 	PJM-1 PJM-2 	PJM-3 PJM-4 
1 2 3 4 5 6 	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3) Pengembangan adalah 
peningkatan potensi 
nilai, informasi, dan 
promosi Cagar Budaya 

Di Kawasan 
Perkotaan Sambas 8 BCB 

APBD 
Kabupaten 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 
Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

4) Mengembangkan 
beberapa Desa Wisata 
dengan tema-tema lokal 
seperti: 

- 	Desa Wisata Sumber 
Harapan simpul wisata 
tenun; 

- 	Desa Wisata Tanjung 
Mekar; 

- 	Desa Wisata Dalam 
Kaum sebagai 
permukiman cagar 
budaya keturunan 
Keraton; 

- 	Desa wisata buah-
buahan di Desa 
Lumbang; 

- 	Desa Sumber 
Harapan 

- 	Desa Tanjung 
Mekar; 

- 	Desa Dalam 
Kaum 

- 	Desa Lumbang; 

4 Desa 
APBD 
Kabupaten 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 

5) Pembentukan 
Pokdarwis, Koperasi, 
Kelompok Pengrajin, 
sanggar seni dan 
budaya pada desa-desa 
wisata 

- 	Desa Sumber 

- 	Desa Tanjung 
Mekar; 

- 	Desa Dalam 
Kaum 

- 	Desa Lumbang; 

4 Desa 

Harapan Dinas 
APBD 
Kabupaten 

Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 

6) Pengembangan destinasi 
obyek wisata baru pada 
Tepian Sungai atau 
atraksi pada alur sungai 

- 	Desa Tanjung 
Mekar; 

- 	Desa Dalam 
Kaum 

2 Desa 
Swasta dan 
atau 
masyarakat 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 

7) Pengembangan potensi 
Sungai sebagai salah 
satu daya tank wisata 
alami 

- 	Desa Tanjung 
Mekar; 

- 	Desa Dalam 
Kaum 

- 	Desa Lubuk 
Dagang; 

2 Desa 
APBD 
Kabupaten 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 

8) Pengembangan sarana Di Kawasan Swasta dan Dinas Pariwisata, 



No Program Utama Lokasi Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 PJM-2 	PJM-3 PJM-4 
1 2 3 4 5 6 	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

dan prasarana 
pendukung Wisata 
pemancingan dengan 
angkutan sungai non 
bermotor di alur Sungai 
Sambas Kecil dan 
Sungai Teberau. 

Perkotaan Sambas atau 
masyarakat 

Kepemudaan dan 
Olahraga; 

9) Pengembangan rute 
angkutan wisata dan 
penyediaan perahu 
wisata di DAS Sambas, 
Bus Wisata, Rental 
Mobil, rental Perahu, 
boating, aquasport dan 
terminal angkutan 
kabupaten; 

Di Kawasan 
Perkotaan Sambas 

Swasta clan 
atau 
masyarakat 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 

10) Pembangunan Fasilitas 
rekreasi ketangkasan 
dan olehraga seperti: 
- 	Sport Center 

Sambas; 
- 	Spot Mancing di Alur 

Sungai Sambas dan 
sekitarnya; 

dayung tahunan di 
alir Sungai sambas; 

- 	Mengembangkan 
spot kano dayung 
yang potensial 

Di Sungai Sambas 
Kecil 

- 	Event Budaya lomba  

Kepemudaan dan 
 

Swasta dan 
atau 
masyarakat 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaandan 
Olahraga; 

11) Menyusun Rencana 
Investasi Sarana dan 
Prasarana 
pengembangan 
pariwisata; 

Di Kawasan 
Perkotaan Sambas 1 paket APBD 

Kabupaten 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 

12) Menyusun Rencana 
Rinci kawasan Wisata 
sejarah. 

Di Kawasan 
Perkotaan Sambas 1 paket 

APBD 
Kabupaten 

Dinas Pariwisata, 

Olahraga; 
Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 



No Program Utama Lokasi Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 PJM-2 	PJM-3 PJM-4 
1 2 3 4 5 6 	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

13) Mengembangan 
Subzona pariwisata 
secara sinergis dalam 
pengembangan nya 

Di Kawasan 
Perkotaan Sambas 1 paket APBD 

Kabupaten 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 

kawasan Waterfront 
City. 

14) Mengembangkan pusat 
pemasaran Cinderamata 
khas Kabupaten 
Sambas diantaranya 
Pasar Seni (sambas) dan 
Art Shop/Galeri 
(Sambas) atau lokasi 
baru yang 
berdampingan dengan 
ODTW; 

- 	Desa Sumber 
Harap an 

- 	ung Desa Tanj 
Mekar; 

- 	Desa Dalam  Kaum 
- 	Desa Lumbang;  

4 komplek 
pemasaran 
Cinderamat 

a 
APBD 
Kabupaten 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 

15) Mengembangkan 
Fasilitas pendidikan 
Bidang Pariwisata 
seperti Pusat 
Riset/Kajian wisata, 
unit pelatihan 
perhotelan, Unit 
Pelatihan Jasa FB Unit 
pelatihan pramuwisata 
dan Unit pelestarian 
adat lokal; 

Di Kawasan 
Perkotaan Sambas 1 SMK APBD 

Kabupaten 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 
Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

16) pengembangan fasilitas 
penunjang pariwisata 
dengan mengakomodasi 
bermacam tipe 
akomodasi pariwisata 
seperti hotel, resort, 
atau homestay, dll. yang 
mendorong penyediaan 
akomodasi bagi 
wisatawan; 

Di Zona Perdagangan 
dan j asa Pusat Kota 
dan Sub Pusat Kota 

1 Pak et 

Swasta dan 
atau 
masyarakat 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 

17) Mengembangkan Sistem 
Informasi Daya tank 
Objek Wisata dan 
Sarana Akomodasi 

Di Kawasan 
Perkotaan Sambas 

APBD 
Kabupaten 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 



No Program Utama Lokasi 	 Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 PJM-2 	PJM-3 PJM-4 
1 2 3 4 5 6 	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

wisata berbasis IT; 
18) Mengembangan Pusat- 

pusat pelayanan pada 
Lokasi Objek Daya Tarik 
Wisata; 

Di Zona Perdagangan 
dan jasa Pusat Kota 
dan Sub Pusat Kota 

3 unit Pos 
Informasi 

Wisata Olahraga;  

APBD 
Kabupaten 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 

19) Pembangunan Stadion 
Olahraga Kabupaten 
yang dapat berfungsi 
sebagai ruang atraksi 
wisata, event musical dll 

Di Sub BWP C Blok 
C2 44,28 ha APBD 

Kabupaten 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 

20) Mengembangkan 
kelompok teaterikal dan 
lokasi atraksi sebagai 
daya tank wisata; 

- 	Desa Sumber 
Harapan 

- 	Desa Tanjung 
Mekar; 

- 	Desa Dalam 
Kaum 

- 	Desa Lumbang; 

Min 1 
kelompok 
kesenian 
tiap Desa 

Swasta clan 
atau 
masyarakat 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 
Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

21) Pengembangan Ponpes 
untuk Wisata Santri; 

Di Zona SPU 1 
Pendidikan 

Swasta dan Dinas atau 
masyarakat 

Pendidikan 
dan Kebudayaan 

22) Mengembangkan 
produk-produk layanan 
Paket Wisata; 

Di Kawasan 
Perkotaan Sambas 

Swasta dan 
atau 
masyarakat 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 
Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

23) Mengarahkan investasi 
bagi pembangunan 
fasilitas penukaran 
uang berupa Money 
Changer clan ATM; 

Di Kawasan 
Perkotaan Sambas Swasta 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 

24) Mengembangkan Unit 
Satuan Polisi Wisata dan 
Pos Kemanan Wisata; 

Di Kawasan 
Perkotaan Sambas 

1 pos di 
pusat kota APBD Kab. 

Sambas 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 
Kepolisian Daerah 

- 	Desa Sumber 
Harapan 

- 	Desa Tanjung 
Mekar; 

- 	Desa Dalam 
Kaum 

Masing-
masing 1 
pos tiap 

desa 



No Program Utama Lokasi 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

Besaran 	PJM-1 	PJM-2 PJM-3 PJM-4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 

Desa Lumbang;  

• 
• 

25) Pengembangan potensi 
Sungai sebagai salah 
satu daya tank wisata 
alami 

Di Kawasan 
Perkotaan Sambas 

APBN dan 
APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 

26) Pengembangan sarana 
dan prasarana 
pendukung Wisata 
pemancingan dengan 
angkutan sungai non 
bermotor di alur Sungai 
Sambas Kecil dan 
Sungai Teberau. 

Di Kawasan 
Perkotaan Sambas 

Masyarakat 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 

27) Pengembangan Kawasan 
Wisata Agro yaitu wisata 
buatan dengan 
mengunjungi lokasi 
pertanian yang berada 
dalam zona pertanian. 

yang diarahkan di 
Sekitar SUB BWP C 

Masyarakat 
dan APBD 
Kab. Sambas 

Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan 
Dinas PUPR 

28) Mengembangkan 

secara sinergis dalam 

kawasan WaterfrontCity. 

Di Sub BWP A Blok 
Al,Blok A2 , sub 
BWP E Blok El dan 
Blok E2 dan SuB 
BWP D Blok D l dan 
Blok Blok D2 

Subzona pariwisata APBN 

Perdagangan  
- Dinas PUPR  

Masyarakat, 
dan 

APBD Kab. 
Sambas 

Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga;  

29) pengembangan 
akomodasi pariwisata 
dengan mengakomodasi 
bermacarn tipe 
akomodasi pariwisata 
seperti resort, atau 
homestay, dll. yang 
mendorong penyediaan 
akomodasi bagi 
wisatawan 

Di Sub Pusat 
Pelayanan Kota SUB 
BWP B, SUB BWP C 
dan SUB BWP D 

Masyarakat 
dan swasta 

- Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan
Olahraga; 

- Dinas Koperasi, 
UKM, 
Perindustrian dan 

30) Pengembangan 
Sistercity pada Kawasan 
wisata 

Di Sub BWP A Blok 
Al, Blok A2, sub 
BWP E Blok El dan 
Blok E2 dan SuB 
BWP D Blok Dl dan 
Blok D2 

Negara yang 
menjadi 
Sistercity, 
APBN dan 
APBD Kab. 
Sambas 

- Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan 
Olahraga; 

- Dinas PUPR 



No Program Utama Lokasi 	 Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 	PJM-2 PJM-3 PJM-4 
2 _ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D. PERWUJUDAN SUB BWP 
PRIORITAS 
1) Penyusunan Rencana 

Tata Bangunan dan 
Lingkungan Sub BWP 
Prioritas 

SUB BWP A 592,13 ha 
APBD 
Kabupaten 

Dinas PUPR 

2) Redevelopmen pasar 
tradisonal Sambas; Desa Pasar Melayu 2,69 ha 

APBN, APBD 
Prov dan 
APBD 
Kabupaten 

Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 
Dinas PUPR 

3) Pengembangan Dermaga 
Angkutan Sungai 
Sambas; 

Desa Pasar Melayu 0,09 ha 

APBN, APBD 
Prov dan 
APBD 
Kabupaten 

Dinas Perhubungan 

4) Pembangunan Instalasi 
pengolahan Limbah; 

Desa Pasar Melayu 
dan Desa Tumok 
Manggis 

0,34 ha 

APBN, APBD 
Prov dan 
APBD 
Kabupaten 

Dinas PUPR 
Dinas PRKPLH 

5) Redevelopment terminal 
angkutan umum pusat 
kota; 

Desa Pasar Melayu 0,23 ha 

APBN, APBD
Prov dan 
APBD 
Kabupaten 

Dinas Perhubungan 

6) Pengembangan taman 
cerdas di lokasi lapangan 
Gabsis dan relokasi 
pusat pelayanan 
olahraga Kabupaten Ke 
Sub BWP C; 

Desa Durian 1,25 ha 

APBN, APBD 
Prov dan 
APBD 
Kabupaten 

Dinas PUPR 
Dinas PRKPLH 

7) Menyediakan parkir 
komunal; 

Desa Durian dan di 
sekitar pasar 
tradisional 

2 lokasi 

APBN, APBD 
Prov dan 
APBD 
Kabupaten 

Dinas PUPR 

8) Menyediakan ruang 
pejalan kaki yang 
memadai sebagai 
penghubung antar 
fasilitas penting 
perkotaan 

Jalan kolektor 
primer, kolektor  sekunder dan plaza- 
plaza penghubung 
Antara dermaga 
angkutan sungai ke 
zona perdagangan 
dan terminal 
angkutan umum 

APBN, APBD 
Prov dan 
APBD 
Kabupaten 

Dinas PUPR 



engan Aslinya 
IAN HUKUM, 

SH 
a T . I (IV/b) 

612 199710 1 001 

No Program Utama Lokasi Besaran 
Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana 

PJM-1 	PJM-2 PJM-3 PJM-4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

9) Penataan Zona 
Pertokoan 

Zona Perdagangan 
dan Jasa di Sub BWP 
A 

73,05 ha 

APBN, APBD 
Prov dan 
APBD 
Kabupaten 

Dinas PUPR 

10) Mengarahkan lokasi 
rumah susun sebagai 
upaya penanganan 
kawasan kumuh pada 
perumahan kepadatan 
tinggi; 

Desa Tanjung Bugis 1 unit 

APBN, APBD 
Prov clan 
APBD 
Kabupaten 

Dinas PUPR 
Dinas PRKPLH 

11) Peningkatan kapasitas 
jaringan jalan 
lingkungan yang dapat 
dilalui kendaraan 
pemadam kebakaran. 

Jalan-jalan di 
kawasan 
permukiman Sub 
BWP A 

7,66 km 

Kabupaten 
 

APBN, APBD 
Prov dan 
APBD 

Dinas PUPR 
Dinas PRKPLH 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 
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LAMPIRAN VIII 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 
NOMOR 7 TAHUN 2020 
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN 

PERKOTAAN SAMBAS 2020-2040 

Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

No Zona Sub Zona 
Kode 
Sub 
Zona 

KDB maksimal KLB maksimal KDH 
min 

KTB 
max 

KWT 
max 

Keterangan 
A K L Link A K L Link 

KDB hanya untuk Sarana dan Prasarana yang dapat 
dibangun: 
- 	Papan penyuluhan dan peringatan serta rantu-

rambu pekerjaan atau rambu lalu lintas tranportasi 
sungai; 

1. 
Perlindungan 
Setempat 

Sempadan 
Sungai SS 2% 2% 2% 2% 0,02 0,02 0,02 0,02 80% - - 

- 	Pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon 
dan pipa air minum; 

- 	Pemancangan tiang atau pondasi prasarana 
jalan/jembatan baik umum maupun kereta api; 

- 	Pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan 
pengambil dan pembuangan air. 

- 	Sarana pemantauan fluktuasi debit sungai. 
KDB hanya untuk prasarana penunjang seperti kantor 

RTH Rimba 
Kota RTH-1 20% 20% 20% 20% 0,2 0,2 0,2 0,2 80% - - 

pengelola, mushola dan toilet dan disesuaikan dengan 
aktivitas yang dilakukan seperti kursi taman, sirkulasi 
pejalan kaki/jogging track. 
KDB hanya untuk Fasilitas yang boleh dibangun : 
1) Lapangan terbuka; 
2) Lapangan basket dan atauvolley; 
3) Jogging track dengan lebar 7 m dan panjang min 

400 m; 

Ruang 
RTH Taman 
Kota 

RTH-2 20% 20% 20% 20% 0,4 0,4 0,4 0,4 80% - - 
4) WC umum; 
5) Parker kendaraan 

2. Terbuka 
6) Kios jika diperlukan; 
7) Panggung terbuka; 

Hijau 8) Area bermain anak; 
9) Prasarana tertentu seperti kolam retensi untuk 

pengndalian air larian; dan 

_ 10) Kursi-kursi taman. 
KDB hanya untuk Fasilitas yang boleh dibangun : 
Taman aktif 

RTH Taman 
RTH-3 20% 20% 20% 20% 0,4 0,4 0,4 0,4 80% - - 

1) Lapangan terbuka; 
2) Lapangan basket dan atauvolley; 

Kecamatan 3) Jogging track dengan lebar 5 m dan panjang min 
350 m; 



Zona Sub Zona 
Kode 
Sub 
Zona 

KDB maksimal KLB maksimal KDH 
min 

KTB 
max 

KVVT 
max 

Keterangan 
A K L Link A K L Link 

_ 

- 

_ 

4) WC umum; 
5) Parker kendaraan 
6) Kios jika diperlukan; dan 
7) Kursi-kursi taman. 
Taman Pasif: 
1) Sirkulasi jalur pejalan kaki dengan lebar min 1,5 

m; 
2) WC umum; 
3) Parker kendaraan; 
4) Kios jika diperlukan; 
5) Kursi taman. 

RTH Taman 
Kelurahan RT1-1-4 20% 20% 20% 20% 0,4 0,4 0,4 0,4 80% - - 

KDB hanya untuk Fasilitas yang boleh dibangun : 
Taman aktif 
1) Lapangan terbuka; 
2) Jogging track dengan lebar 5 m dan panjang min 

350 m; 
3) WC umunnl 
4) Kios jika diperlukan; dan 
5) Kursi-kursi taman. 
Taman Pasif 
1) Sirkulasi jalur pejaln kaki dengan lebar min 1,5 m; 
2) WC umum; 
3) Kios jika diperlukan; 
4) Kursi taman. 

RTH Taman 
RW 

RTH-5 - 20% 20% 20% - 0,4 0,4 0,4 80% - - 

Fasilitas yang disediakan berupa lapangan untuk 
berbagai kegiatan, baik olahraga nnaupun aktivitas 
lainnya, beberapa unit bangku taman yang dipasang 
secara berkelompok sebagai sarana berkomunikasi 
dan bersosialisasi antar warga, dan beberapa jenis 
bangunan permainan anak yang tahan dan aman 
untuk dipakai pula oleh anak remaja. 

RTH Taman 
RT RTI-1-6 - 20°/0 20% 20% - 0,4 0,4 0,4 80% - - 

fasilitas yang harus disediakan minimal bangku taman 
dan fasilitas mainan anak-anak. 

RTH 
Pemakaman 
Umum 

RTH-7 10% 10% 10% 20% 0,1 0,1 0,1 

— 

0,2 80% - - 

Fasilitas yang boleh dibangun adalah mushola dan 
toilet 
Fasilitas dan perkerasan dihitung sebagai KDB 
1) ukuran makam 1 m x 2 m; 
2) jarak antar malom satu dengan lainnya minimal 

0,5 m; 
3) trap malem tddak diperkenankan dilakukan 

penembokan/ petkerasan; 
4) pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan 

jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan 
kondisi pemakaman setempat; 



No Zona Sub Zona 
Kode 
Sub 
Zona 

KDB maksimal KLB maksimal KDH 
min 

KTB 
max 

KWT 
max 

Keterangan 
A K L Link A K L Link 

_ 

5) batas antar blok pemalcaman berupa pedestrian 
lebar 150-200 an dengan deretan potion pelindung 
disalah satu sisinya; 

6) batas terivar penakaman berupa pagar tanaman 
atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar 
tanaman, atau dengan potion pelindung; 

7) ruang hijau pemalcaman termasuk pemakaman 
tanpa perkerasan minimal 70% dan total area 
pernakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% 
dan luas ruang hijaunya 

3. Perumahan 

Perumahan 
Kepadatan 
Tinggi 

R-2 60% 70% 80% 80% 1,80 2,80 3,20 2,4 30% 
100% 
KDH - - 

Perumahan 
Kepadatan 
Sedang 

R-3 50% 60% 70% 70% 1,80 1,80 2,10 2,10 40% - - - 

Perumahan 
Kepadatan R-4 40% 50% 
Rendah  

50% 60% 0,8 1,80 1,50 1,80 40% - - - 

Perumahan 
Kepadatan 
Sangat 
Rendah 

R-5 40% 40% 40% 40% 0,8 0,8 0,8 0,8 50% - - - 

4. Perdaganga 
n dan Jasa 

Perdagangan 
dan jasa skala 
kota 

K-1 80% 70% 70% 70% 8 7,00 7,00 4,8 10% 
100% 
KDH - 

Permohonan pembangunan harus melalui pengkajian 
rancangan (design rev/e 	yang menilai dampak 
pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang 
berkaitan 
1) Prasarana harus disediakan sesuai standar 

teknis, terutama kebutuhan parkir 
2) Perdagangan berdampak besar dilengkapi 

dengan AMDAL dan Andal-lalin 
3) Perdagangan berdampak kecil dilengkapi dengan 

RKL dan RPL 
4) Jalan Arteri:minimum 15 meteryang 

dipergunakan sebagai RTNH 
5) Jalan Kolektor: minimum 10 meteryang 

dipergunakan sebagai R'TNH 

Perdagangan 
dan jasa skala 
BWP 

K-2 60% 70% 70% 60% 4,8 5,60 5,6 2,4 10% 
100% 
KDH 

- 

Permohonan pembangunan harus melalui pengkajian 
rancangan (design review) yang menilai dampak 
pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang 
berkaitan 
1) Prasarana harus disediakan sesuai standar 

teknis, terutama kebutuhan parkir 
2) Perdagangan berdampak besar dilengkapi 



No Zona Sub Zona 
Kode 
Sub 
Zona 

KDB maksimal KLB maksimal KDH 
min 

KTB 
max 

KWT 
max 

Keterangan 
A K L Link A K L Link 

dengan AMDAL dan Anda-lalin 
3) Perdagangan berdampak kecil dilengkapi dengan 

RKL dan RPL 
4) Jalan Arteri:minimum 15 meteryang 

dipergunakan sebagai RTNH 
5) Jalan Kolektor: minimum 10 meteryang 

dipergunakan sebagai RTNH 

Perdagangan 
dan jasa skala 
Sub BWP 

K-3 45% 45% 45% 45% 1,8 1,8 1,8 1,35 25% 
100% 
KDH - 

Permohonan pembangunan harus melalui pengkajian 
rancangan (design review) yang menilai dampak 
pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang 
berkaitan 

1) Prasarana harus disediakan sesuai standar 
teknis, terutama kebutuhan parkir 

2) Perdagangan berdampak besar dilengkapi 
dengan AMDAL dan Andal-lalin 

3) Perdagangan berdampak kecil dilengkapi 
dengan RKL dan RPL 

4) Jalan Arteri:minimum 15 meteryang 
dipergunakan sebagai RTNH 

5) Jalan Kolektor: minimum 10 meteryang 
dipergunakan sebagai RTNH 

5.  Perkantoran Perkantoran KT 40% 50% 60% - 1,6 2,00 1,2 - 40% 
100% 
KDH 

- 
Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, dan 
memenuhi ketentuan prasarana minimum 

6.  
Peruntukan 
Industri 

Kawasan 
Peruntukan 
Industri 

KPI 50% 50% 50% - 4 2,00 2,00 - 20% 
100% 
KDH 

- 

Permohonan pembangunan harus melalui pengkajian 
rancangan (design review) yang menilai dampak 
pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang 
berkaitan 
Industri berdampak besar dilengkapi dengan AMDAL 
dan Andalalin 
Industri berdampak kecil dilengkapi dengan RKL dan 
RPL 

Sentra 
Industri kecil 
dan 
Menengah 

SIKM 40% 50% 50% 50% 

- 

1,6 2,00 1,00 1,00 40% - - 

Permohonan pembangunan harus melalui pengkajian 
rancangan (design reviek0 yang menilai dampak 
pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang 
berkaitan 
Industri berdampak besar dilengkapi dengan AMDAL 
dan Andalalin 
Industri berdampak kecil dilengkapi dengan RKL dan 
RPL 

7.  
Sarana 
Pelayanan 
Umum 

SPU Skala 
Kota 

SPU-1 40% 50% 50% 50% 1,6 2,00 1,00 1,00 40% 
100% 
KDH 

Pada jalan lokal/lingkungan hanya diperkenankan 
sekolah menengah negeri atau skala lingkungan 
Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, 
terutama kebutuhan parker 
Rumah sakit tidak diperkankan di jalan 



No Zona Sub Zona 
Kode 
Sub 
Zona 

KDB maksimal KLB nnaksimal KDH 
min 

KTB 
max 

KWT 
max 

Keterangan 
A K L Link A K L Link 

lokal/lingkungan 
Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, 
terutama kebutuhan parkir 

SPU 
Pendidikan 
Skala Kota 

SPU- 
1.1 

40% 50% 50% 50% 1,6 2,00 1,00 1,00 40% 
100% 
KDH 

1) Dapat dilengkapi dengan taman 
bacaan/perpustakaan 

2) Pada jalan lokal/lingkungan hanya 
diperkenankan sekolah -menengah negeri atau 
skala lingkungan 

3) Prasarana harus disediakan sesuai standar 
teknis, terutama kebutuhan parkir 

SPU 
Kesehatan 
Skala Kota 

SPU- 
1.3 40% 50% 50% 50% 1,6 2,00 1,00 1,00 

_ 

40% 
100% 
KDH 

1) Luas lahan Minimal 10.000 m2; 
2) Dapat dijangkau Dengan kendaraan umum 

SPU 
Peribadatan 
Skala Kota 

SPU- 
1.5 40% 50% 50% 50% 1,6 2,00 1,00 1,00 40% 

100% 
KDH 

1) Luas lahan Minimal 10.000 m2; 
2) Dapat dijangkau Dengan kendaraan umum 
3) Berdekatan dengan pusat Kota; 
4) Sebagian sarana berlantai 2, KDB 40% 

SPU Sosial 
Budaya Skala 
Kota 

SPU- 
1.6 40% 50% 50% 50% 1,6 2,00 1,00 1,00 40% 

100% 
KDH 

1) Luas lahan Minimal 400 m2; 
2) Dapat dijangkau Dengan kendaraan umum 

SPU Skala 
Kecamatan SPU-2 50% 60% 50% - 2 1,80 1,00 - 30% 

100% 
KDH - 

Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, 
terutama kebutuhan parkir 

SPU 
Pendidikan 
Skala 
Kecamatan 

SPU- 
2.1 50% 60% 50% - 2 1,80 1,00 - 30% 

100% 
KDH - 

1) Dapat dijangkau dengan kendaraan umum; 
2) Disatukan dengan lapangan olah raga. 
3) Tidak selalu harus di pusat lingkungan. 
4) Dapat dilengkapi dengan taman bacaan 

SPU 
Transportasi 
Skala 
Kecamatan 

SPU- 
2.2 50% 60% 50% - 2 1,80 1,00 - 30% 

100% 
KDH 

- 

1) Terminal asal dan tujuan serta Terminal 
persinggahan paling rendah Terminal tipe C, atau 
dermaga angkutan sungai pelayanan kecamatan 

2) Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, 
terutama kebutuhan parkir 

SPU 
Kesehatan 
Skala 
Kecamatan 

SPU- 
2.3 50% 60% 50% - 2 1,80 1,00 - 30% 

100% 
KDH - 

1) Dapat dijangkau dengan kendaraan umum; 
2) Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, 

terutama kebutuhan parkir 

SPU Olahraga 
Skala 
Kecamatan 

SPU- 
2.4 50% 60% 50% - 2 1,80 1,00 - 30% 

100% 
KDH 

- 
1) Dapat dijangkau dengan kendaraan umum; 
2) Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, 

terutama kebutuhan parkir 

SPU 
Peribadatan 
Skala 
Kecamatan 

SPU- 
2.5 50% 60% 50% - 2 1,80 1,00 - 30% 

100% 
KDH - 

1) Berdekatan dengan pusat lingkungan / 
kelurahan. Sebagian sarana berlantai 2, KDB 
40% 

2) Dapat dijangkau dengan kendaraan umum; 
3) Prasarana harus disediakan sesuai standar 

teknis, terutama kebutuhan parkir 



No Zona Sub Zona 
Kode 
Sub 
Zona 

KDB maksimal KLB maksimal KDH 
min 

KTB 
max 

KWT 
max 

Keterangan 
A K L Link A K L Link 

SPU Sosial 
Budaya Skala 
Kecamatan 

SPU-  
2.6 

50% 60% 50% - 2 1,80 1,00 - 

_ 

30% 
_ 

100% 
KDH 

- 
1) Dapat dijangkau dengan kendaraan umum; 
2) Prasarana harus disediakan sesuai standar 

teknis, terutama kebutuhan parkir 

SPU Skala 
Kelurahan/De 
sa 

SPU-3 50% 60% 60% 60% 1 1,20 1,20 1,20 40% - - 
- 	Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, 

terutama kebutuhan parkir 

SPU 
Pendidikan 
Skala 
Kelurahan 

SPU- 
3.1 50% 60% 60% 60% 1 1,20 1,20 1,20 40% - - 

Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, 
terutama kebutuhan parker 
- 	Luas Lantai Min. 633 m2  
- 	Luas Lahan Min 2.000 m2  
- 	Radius pencapaian 1.000 m Di tengah kelompok 

warga. 
- 	Tidak menyeberang jalan raya. 
- 	Dapat dilengkapi dengan taman bacaan 

SPU 
Kesehatan 
Skala 
Kelurahan 

SPU- 
3.3 50% 60% 60% 60% 1 1,20 1,20 1,20 40% - - 

Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, 
terutama kebutuhan parkir 
- 	Luas Lantai Min. 150 m2  Dapat bergabung dengan 

balai warga atau kantor kelurahan 
- 	Luas Lahan Min 300 m2  
- 	Radius pencapaian 1.000-1.500 m Di tengah 

kelompok warga. 
- 	Dapat dijangkau Dengan kendaraan umum 

SPU 
Peribadatan 
Skala 
Kelurahan 

SPU- 
3.5 50% 60% 60% 60% 1 1,20 1,20 1,20 40% - - 

Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, 
terutama kebutuhan parkir 

- 	Luas Lantai Min. 1.800 m2 

- 	Luas Lahan Min 3.600 m2  
- 	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum 

SPU Skala RW SPU-4 - 50% 60% 60% - 1,50 1,20 1,20 25% - - 

- 	Berlokasi di tengah kelompok warga. 
- 	Tidak menyeberang jalan raya. 
- 	Bergabung dengan taman sehingga terjadi 

pengelompokan kegiatan. 

SPU 
Pendidikan 
Skala RW 

SPU- 
4.1 

- 50% 60% 60% - 1,50 1,20 1,20 25% - 

_ 

- 

- 	Berlokasi di tengah kelompok warga. 
- 	Tidak menyeberang jalan raya. 
- 	Bergabung dengan taman sehingga terjadi 

pengelompokan kegiatan. 

SPU 
Kesehatan 
Skala RW 

SPU- 
4.3 - 50% 60% 60% 

- 

- 

- 

1,50 1,20 1,20 

- 

25% - - 

- 	Berlokasi di tengah kelompok warga. 
- 	Tidak menyeberang jalan raya. 
- 	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana 

hunian/ rumah 

SPU 
Peribadatan 
Skala RW 

SPU- 
4.5 - 50% 60% 60% - 1,50 1,20 1,20 25% - - 

- 	Berlokasi di tengah kelompok warga. 
- 	Tidak menyeberang jalan raya. 
- 	Bergabung dengan taman sehingga terjadi 

pengelompokan kegiatan. 



No Zona Sub Zona 
Kode 
Sub 

Zona 

KDB maksimal KLB maksimal KDH 
min 

KTB 
max 

KWT 
max 

Keterangan 
A K L Link A K 

_ 
L Link 

8.  Pembangkit 
Listrik 

Pembangkit 
Listrik PTL 40% 50% 50% 50% 0,8 

_ 

1,00 1,00 1,00 50% - - 

- 	Permohonan pembangunan harus melalui 
pengkajian rancangan (design revieM yang 
menilai dampak pembangunan tersebut terhadap 
berbagai aspek yang berkaitan 

- 	Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, 
terutama kebutuhan parkir dan nnenyediakan Area 
Buffer 

9.  Pertanian 

Pertanian 
Tanaman 
Pangan 

P-1 20% 20% 20% 20% 0,4 0,4 0,4 0,4 80% - - 
Hanya untuk sarana dan prasarana pertanian 

Pertanian 
Hortikultura 

P-2 20% 20% 20% 20% 0,4 0,4 0,4 0,4 80% - - 
Hanya untuk sarana dan prasarana pertanian 

Pertanian 
Perkebunan P-3 20% 20% 20% 20% 0,4 0,4 0,4 0,4 80% - - 

Hanya untuk sarana dan prasarana pertanian 

10 Pariwisata 

Wisata 
buatan 

W-2 50% 50% 50% - 4 4 4 - 40% - - 

1) Permohonan pembangunan harus melalui 
pengkajian rancangan (design review) yang 
menilai dampak pembangunan tersebut terhadap 
berbagai aspek yang berkaitan 

2) Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, 
terutama kebutuhan parkir 

Wisata 
budaya W-3 50% 50% 50% - 4 4 4 - 40% - - 

1) Permohonan pembangunan harus melalui 
pengkajian rancangan (design review) yang 
menilai dampak pembangunan tersebut terhadap 
berbagai aspek yang berkaitan 

2) Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, 
terutama kebutuhan parkir 

11 
Pertahanan 
dan 
Keamanan 

Pertahanan 
dan 
Keamanan 

HK 50% 60% 70% 70% 1,5 1,80 2,10 2,10 40% - - 

1) Permohonan pembangunan harus melalui 
pengkajian rancangan (design review) yang 
menilai dampak pembangunan tersebut terhadap 
berbagai aspek yang berkaitan 

2) Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, 
terutama kebutuhan parkir 

12 Transportasi Transportasi TR 40% 50% 50% 50% 1,6 

- 

2,00 1,00 1,00 40% 
100% 

1) Terminal asal dan tujuan serta Terminal 
persinggahan paling rendah Terminal tipe B atau 
Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara,

KDH 	 pelabuhan, dan/atau stasiun kereta api 
2) Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, 

terutama kebutuhan parkir 

13 Lainnya 
Instalasi 
Pengolahan 
Air Minum 

PL-3 50% 50% 50% 50% 1,5 1 1 1 30% - - 

1) Permohonan pembangunan harus melalui 
pengkajian rancangan (design review) yang 
menilai dampak pembangunan tersebut 
terhadap berbagai aspek yang berkaitan 

2) Prasarana harus disediakan sesuai standar 
teknis, terutama kebutuhan parkir 



Sumber: Hasi Analisis, 2018 
Keterangan : A: Arteri, K: Kolektor, L: Lokal, Link :Lingkungan 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 

esuail ngan Aslinya 
BAG HUKUM, 

SH 
ma Tk. I (IV/b) 

680612 199710 1 001 

No Zona Sub Zona 
Kode 
Sub 
Zona 

KDB maksimal KLB maksimal KDH 
min 

KTB 
max 

KVVT 
max 

Keterangan 
A K L Link A K L Link 

1) KDB Hanya untuk prasarana instalasi dan 
kantor pengelola 

Instalasi 
pengelolaan 
air limbah 
(IPAL) 

PL-4 50% 50% 60% 60% 1,5 1,00 1,20 1,20 30% - - 

2) Permohonan pembangunan harus melalui 
pengkajian rancangan (design review) yang 
menilai dampak pembangunan tersebut 
terhadap berbagai aspek yang berkaitan 

3) Prasarana harus disediakan sesuai standar 
teknis, terutama kebutuhan parkir 

1) mempertimbangkan aspek keselamatan dan 
kenyamanan serta mempertimbangkan aspek 
keselamatan penghuni, pekerja dan 
masyarakat sekitarnya 

2) Tinggi bangunan mempertimbangkan daya 
dukung lahan dan teknis penyediaan ruang 
jenis industri dan barang yang disimpan serta 
system sirkulasi bongkar muat 

Pergudangan PL 6 50% 50% 50% - 4 4,00 2,00 - 20% - - 

3) GSB mempertimbangkan aspek keamanan, 
kesehatan, kenyaman, 
keindahan/keserasian/keteraturan 
(Kompatibilitas) dan Fleksibilitas 

4) Permohonan pembangunan harus melalui 
pengkajian rancangan (design review) yang 
menilai dampak pembangunan tersebut 
terhadap berbagai aspek yang berkaitan 

5) Industri berdampak besar dilengkapi dengan 
AMDAL dan Andalalin 

6) Industri berdampak kecil dilengkapi dengan 
RKL dan RPL 



LAMPIRAN IX 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 
NOMOR 7 TAHUN 2020 
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN 

PERKOTAAN SAMBAS 2020-2040 

Tabel Ketentuan Tata Bangunan 

No Zona Sub Zona 
Kode 
Sub 
Zona 

GSB 
Min 
(m) 

Jarak Bebas (313) 
Antar Bangunan Min 

(m) 
TB Maks 

Keterangan 
Samping 

(JBS) 
Belakang 

(JBB) (m) (It) 

Sarana dan Prasarana yang dapat dibangun: 
1) 	Papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan 

atau rambu lalu lintas tranportasi sungai; 

1. Perlindungan 
Setempat Sempadan Sungai SS 10-15 - - 5 1 

2) Pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air 
minum; 

3) Pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik 
umum maupun kereta api; 

4) Pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambil dan 
pembuangan air. 

5) Sarana pemantauan fluktuasi debit sungai. 
1/2  Hanya untuk prasarana penunjang seperti kantor pengelola, mushola dan 

RTH Rimba Kota RTH-1 Rumija 
+1 

- - 5 1 toilet dan disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan seperti kursi 
taman, sirkulasi pejalan kaki/jogging track. 

— 
Fasilitas yang boleh dibangun : 

1) Lapangan terbuka; 
2) Lapangan basket dan atauvolley; 
3) Jogging track dengan lebar 7 m dan panjang min 400 m; 

1/2  4) WC umum; 

RTH Taman Kota RTH-2 Rumija - - 8 2 
5) 	Parker kendaraan 

Ruang +1 6) Kios jika diperlukan; 
7) Panggung terbuka; 

2. Terbuka 8) Area bermain anak; 
Hijau 9) Prasarana tertentu seperti kolam retensi untuk pengndalian air 

larian; dan 
10) Kursi-kursi taman. 

Fasilitas yang boleh dibangun: 
Taman aktif 

1/2 1) 	Lapangan terbuka; 

RTH Taman Kecamatan RT1-1-3 Rumija - - 8 2 
2) 	Lapangan basket dan atauvolley; 

+1 3) Jogging track dengan lebar 5 m dan panjang min 350 m; 
4) WC umum; 
5) Parker kendaraan 
6) Kios jika diperlukan; dan 



No Zona Sub Zona 
Kode 
Sub 
Zona 

GSB 
Min 
(m) 

Jarak Bebas (313) 
Antar Bangunan Min 

(m) 
TB Maks 

Keterangan 
Samping 

(JBS) 
Belakang 

(JBB) (m) (It) 

7) 	Kursi-kursi taman. 
Taman Pasif: 

1) Sirkulasi jalur pejalan kaki dengan lebar min 1,5 m; 
2) WC umum; 
3) Parker kendaraan; 
4) Kios jika diperlukan; 
5) Kursi taman. 

RTH Taman Kelurahan RTH-4 
1/2  

Rumija 
+1 

3 3 8 2 

Fasilitas yang boleh dibangun : 
Taman aktif 

1) Lapangan terbuka; 
2) Jogging track dengan lebar 5 m dan panjang min 350 m; 
3) WC umuml 
4) Kios jika diperlukan; dan 
5) Kursi-kursi taman. 

Taman Pasif 
1) Sirkulasi jalur pejaln kaki dengan lebar min 1,5 m; 
2) WC umum; 
3) Kios jika diperlukan; 
4) Kursi taman. 

RTH Taman RW RTH-5 
1/2 

Rumija 3 3 5 1 

Fasilitas yang disediakan berupa lapangan untuk berbagai kegiatan, baik 
olahraga maupun aktivitas lainnya, beberapa unit bangku taman yang 
dipasang secara berkelompok sebagai sarana berkomunikasi dan 
bersosialisasi antar warga, dan beberapa jenis bangunan permainan anak 
yang tahan dan aman untuk dipakai pula oleh anak remaja. 

RTH Taman RT RTH-6 
1/2  

Rumija 
3 3 5 1 fasilitas yang harus disediakan minimal bangku taman dan fasilitas mainan 

anak-anak. 

RTH Pemakaman Umum RTH-7 
1/2  

Rumija 
+1 

3 3 5 1 Fasilitas yang boleh dibangun adalah mushola dan toilet 
Fasilitas dan perkerasan dihitung sebagai KDB 

3. Perumahan 

Perumahan Kepadatan Tinggi R2 
1/2 

Rumija 
+1 

1,5 1,5 15 4 

1) GSB mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, kenyaman, 
keindahan/keserasian/keteraturan (Kompatibilitas) dan Fleksibilitas 

2) Bangunan Deret dikenakan syarat maksimal panjang deret 
bangunan 

Perumahan Kepadatan Sedang R3 
1/2 

Rumija 
+1 

1,5 1,5 12 3 

1) GSB mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, kenyaman, 
keindahan/keserasian/keteraturan (Kompatibilitas) dan Fleksibilitas 

2) Bangunan Deret dikenakan syarat malcsimal panjang deret 
bangunan 

Kepadatan Rendah R4 

1/2 

Rumija 
+1 

1,5 1,5 10 
keindahan/keserasian/keteraturan (Kompatibilitas) dan FleksibilitasPerumahan 2 

1) GSB mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, kenyaman, 

2) Bangunan Deret dikenakan syarat maksimal panjang deret 
bangunan 

Perumahan Kepadatan Sangat Rendah R5 1/2 1,5 1,5 8 2 1) 	GSB mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, kenyaman, 



No Zona Sub Zona 
Kode 
Sub 
Zona 

GSB 
Min 
(m) 

Jarak Bebas (JB) 
Antar Bangunan Min 

(m) 
TB Maks 

Keterangan 
Samping 

(JBS) 
Belakang 

()BB) 
(m) (It) 

Rumija 
+1 

keindahan/keserasian/keteraturan (Kompatibilitas) dan Fleksibilitas 
2) 	Bangunan Deret dikenakan syarat maksimal panjang deret 

bangunan 
1) 	Pusat Belanja, hotel dan perkantoran: GSB minimum = 1/2  RM.) 
2) 	Shopping streetyang menyediakan parkir basemen atau bangunan 

parkir 
3) 	KTB Maks+ 100%-KDH dan tidak diperkenankan di bawah RTFI 

• 4) 	Bangunan Deret dikenakan syarat maksimal panjang deret 
bangunan 

1/2 5) 	Permohonan pembangunan harus melalui pengkajian rancangan 
(design revieM yang menilai dampak pembangunan Perdagangan dan jasa skala kota/Kab K-1 Rumija 3 3 30 10 

tersebut
terhadap berbagai aspek yang berkaitan 

+1 6) 	Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama 
kebutuhan parkir 

7) 	Perdagangan berdampak besar dilengkapi dengan AMDAL dan 
Andal-lalin 

8) 	Perdagangan berdampak kecil dilengkapi dengan RKL dan RPL 
9) 	JaIan Arteri:minimum 15 meter yang dipergunakan sebagai RTNH 
10) Jalan Kolektor: minimum 10 meter yang dipergunakan sebagai RTNH 
1) 	Bangunan Deret dikenakan syarat maksimal panjang deret 

bangunan 

4. Perdagangan 
dan Jasa 

2) Pusat Belanja, hotel dan perkantoran: GSB minimum = 1/2  RNIJ 
3) Shopping street yang menyediakan parkir basemen atau bangunan 

parkir 
4) KlB Maks+ 100%-KDH dan tidak diperkenankan di bawah RN 

Perdagangan dan jasa Skala BWP K-2 
1/2  

Rumija 
+1 

3 3 24 8 

5) Permohonan pembangunan harus melalui pengkajian rancangan 
(design 	iew) yang menilai dampak pembangunan rev 	 tersebut 

 
terhadap berbagai aspek yang berkaitan 

6) Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama 
kebutuhan parkir 

7) Perdagangan berdampak besar dilengkapi dengan AMDAL dan 
Andal-lalin 

8) Perdagangan berdampak kecil dilengkapi dengan RKL dan RPL 
9) JaIan Arteri:minimum 15 meter yang dipergunakan sebagai RTNH 
10) JaIan Kolektor: minimum 10 meter yang dipergunakan sebagai RTNH 
1) Bangunan Deret dikenakan syarat maksimal panjang deret 

bangunan 
1/2 2) JaIan Lokal/Lingkungan: GSB minimum 5 meter yang dapat 

Perdagangan dan jasa Skala Sub BWP K3- Rumija 3 3 15 4 digunakan untuk parkir 
+1 3) Prasarana harus disediakan 	. 

4) sesuai standar teknis, terutama kebutuhan parkir 
5) Perdagangan berdampak besar dilengkapi dengan AMDAL dan 



No Zona Sub Zona 
Kode 
Sub 
Zona 

GSB 
Min 
(m) 

3arak Bebas (36) 
Antar Bangunan Min 

(m) 
TB Maks 

Keterangan 
Samping 

(3BS) 
Belakang 

(3BB) (m) (It) 

Andal-lalin 
6) 	Perdagangan berdampak kecil dilengkapi dengan RKL dan RPL 

1/2 1) 	Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan 

5. Perkantoran Perkantoran KT Rumija 
+1 

3 3 15 4 
dan prasarana lingkungan 

2) 	GSB mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, kenyaman, 
keindahan/keserasian/keteraturan (Kompatibilitas) dan Fleksibilitas 

1) Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan 
serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni, pekerja 
dan masyarakat sekitarnya 

1/2  

2) Tinggi bangunan mempertimbangkan daya dukung lahan dan teknis 
penyediaan ruang jenis industri dan barang yang disimpan serta 
system sirkulasi bongkar muat 

Kawasan Peruntukan Industri KPI Rumija 
+1 

3 3 15 4 3) GSB mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, kenyaman, 
keindahan/keserasian/keteraturan (Kompatibilitas) dan Fleksibilitas 

4) Permohonan pembangunan harus melalui pengkajian rancangan 
(design review) yang menilai dampak pembangunan tersebut 
terhadap berbagai aspek yang berkaitan 

6. Industri 
5) Industri berdampak besar dilengkapi dengan AMDAL dan Andalalin 
6) Industri berdampak kecil dilengkapi dengan RKL dan RPL 
1) 	Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung 

lahan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni, 
pekerja dan masyarakat sekitarnya 

1/2  
2) 	Tinggi bangunan mempertimbangkan daya dukung lahan dan teknis 

penyediaan ruang jenis industri dan barang yang disimpan serta 
Sentra Industri kecil dan Menengah SIKM Rumija 3 3 12 3 system sirkulasi bongkar muat 

+1 3) 	GSB mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, kenyaman, 
keindahan/keserasian/keteraturan (Kompatibilitas) dan Fleksibilitas 

4) 	Permohonan pembangunan harus melalui pengkajian rancangan 
(design review) yang menilai dampak pembangunan tersebut 

_ _ terhadap berbagai aspek yang berkaitan 

1/2  
1) 	GSB minimum mempertimbangkan aspek keselamatan dan 

SPU Skala Kota SPU-1 Rumija 
+1 

3 3 15 4 
perlindungan atas kebisingan; atau GSB minimum = 1/2  RM3 

2) 	Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama 
kebutuhan parkir 

Sarana 1) 	Luas Lantai Min 3.835 m2  

7. Pelayanan 2) Luas Lahan Min 12.500 m2  

Umum 1/2 3) Radius pencapaian 3.000 m dan i permukiman 

SPU Pendidikan Skala Kota SPU-1.1 Rumija 3 3 15 4 
4) Dapat dijangkau dengan kendaraan umum; 
5) Disatukan dengan lapangan olah raga. 

+1 6) Tidak selalu harus di pusat lingkungan. 
7) Dapat dilengkapi dengan taman bacaan/perpustakaan 
8) Pada jalan lokal/lingkungan hanya diperkenankan sekolah - 



Zona Sub Zona 
Kode 
Sub 
Zona 

GSB 
Min 
(m) 

Jarak Bebas (JB) 
Antar Bangunan Min 

(m) 
TB Maks 

Keterangan 
Samping 

(JBS) 
Belakang 

()BB) m () t)  (I 

menengah negeri atau skala lingkungan 
9) 	Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama 

kebutuhan parkir 
1/2 1) Luas lahan Minimal 10.000 m2; 

SPU Kesehatan Skala Kota SPU-1.3 Rumija 3 3 15 4 2) Dapat dijangkau Dengan kendaraan umum 
+1 _ 

SPU Peribadatan 
1/2  1) Luas lahan Minimal 10.000 m2; 

 
2) Dapat dijangkau Dengan kendaraan umum 

 Skala Kota SPU-1.5 Rumija 
+1 

3 3 15 4 
3) Berdekatan dengan pusat Kota; 
4) Sebagian sarana berlantai 2, KDB 40% 

1/2 1) Luas lahan Minimal 400 m2; 
SPU Sosial Budaya Skala Kota SPU-1.6 Rumija 3 3 15 4 2) Dapat dijangkau Dengan kendaraan umum 

+1 
1/2  

SPU Skala Kecamatan SPU-2 Rumija 3 3 15 4 
+1 

1) Luas Lantai Min.2.282 m2  
2) Luas Lahan Min 9.000 m2  

1/2  3) Radius pencapaian 1.000 m Di tengah kelompok warga. 
SPU Pendidikan Skala Kecamatan SPU-2.1 Rumija 3 3 15 4 4) Dapat dijangkau dengan kendaraan umum; 

+1 5) Disatukan dengan lapangan olah raga. 
6) Tidak selalu harus di pusat lingkungan. 
7) Dapat dilengkapi dengan taman bacaan 

1/2  1) Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah 
Terminal tipe C, atau dermaga angkutan sungai pelayanan kecamatan SPU Transportasi Skala Kecamatan SPU-2.2 Rumija 

+1 
3 3 15 4 2) Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama 

kebutuhan parkir 
1/2 1) Dapat dijangkau dengan kendaraan umum; 

SPU Kesehatan Skala Kecamatan SPU-2.3 Rumija 
+1 

3 3 15 4 2) Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama 
kebutuhan parkir 

1/2  1) Dapat dijangkau dengan kendaraan umum; 
SPU Olahraga Skala Kecamatan SPU-2.4 Rumija 

+1 
3 3 15 4 2) Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama 

kebutuhan parkir 

1/2 
1) Berdekatan dengan pusat lingkungan I kelurahan. Sebagian sarana 

berlantai 2, KDB 40% 
SPU Peribadatan Skala Kecamatan SPU-2.5 Rumija 3 3 15 4 2) Dapat dijangkau dengan kendaraan umum; 

+1 3) Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama 
kebutuhan parkir 

1/2 1) Dapat dijangkau dengan kendaraan umum; 
SPU Sosial Budaya Skala Kecamatan SPU-2.6 Rumija 

+1 
3 3 15 4 2) Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama 

kebutuhan parkir 
SPU Skala Kelurahan SPU-3 1/2  3 3 8 2 - 	Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan 



No Zona Sub Zona 
Kode 
Sub 
Zona 

GSB 
Min 
(m) 

Jarak Bebas (JB) 
Antar Bangunan Min 

(m) 
TB Maks 

. 

Keterangan 
Samping 

(JBS) 
Belakang 

(JBB) 
(m) (ft) 

Rumija 
+1 

parkir 

SPU Pendidikan Skala Kelurahan SPU-3.1 
1/2  

Rumija 
+1 

3 3 8 2 

- 	Luas Lantai Min. 633 m2  
- 	Luas Lahan Min 2.000 m2  
- 	Radius pencapaian 1.000 m Di tengah kelompok warga. 
- 	'Tidak menyeberang jalan raya. 
- 	Dapat dilengkapi dengan taman bacaan 

SPU Kesehatan Skala Kelurahan SPU-3.3 
1/2  

Rumija 
+1 

3 3 8 2 

- 	Luas Lantai Min. 150 m2  Dapat bergabung dengan balai warga atau 
kantor kelurahan 

- 	Luas Lahan Min 300 m2  
- 	Radius pencapaian 1.000-1.500 m Di tengah kelompok warga. 
- 	Dapat dijangkau Dengan kendaraan umum 
Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan 
parkir 

SPU Peribadatan Skala Kelurahan SPU-3.5 
1/2  

Rumija 
+1 

3 3 8 2 

Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan 
parkir 

- 	Luas Lantai Min. 1.800 m2  
- 	Luas Lahan Min 3.600 m2  
- 	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum 

SPU Skala RW SPU-4 1/2  
Rumija 

3 3 8 2 
- 	Berlokasi di tengah kelompok warga. 
- 	Tidak menyeberang jalan raya. 
- 	Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan. 

SPU Pendidikan Skala RW SPU-4.1 
1/ 2 

Rumija 
3 3 8 2 

- 	Berlokasi di tengah kelompok warga. 
- 	Tidak menyeberang jalan raya. 
- 	Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan. 

SPU Kesehatan Skala RW SPU-4.3 
1/ 

R 	
2  

umija 3 3 8 2 
- 	Berlokasi di tengah kelompok warga. 
- 	Tidak menyeberang jalan raya. 
- 	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/ rumah 

SPU Peribadatan Skala RW SPU-4.5 
1/2 

Rumija 
3 3 8 2 

- 	Berlokasi di tengah kelompok warga. 
- 	Tidak menyeberang jalan raya. 
- 	Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan. 

8.  
Pembangkit 
Listrik Pembangkit Listrik PTL 

1/2  

Rumija 
+1 

50 50 8 2 Menyediakan Area Buffer 

9.  Pertanian 

Pertanian Tanaman Pangan P-1 
1/2  

Rumija 
+1 

3 3 8 2 Hanya untuk sarana dan prasarana pertanian 

Pertanian Hortikultura P-2 
1/2  

Rumija 
+1 

3 3 8 2 Hanya untuk sarana dan prasarana perbanian 

Pertanian Perkebunan P-3 
1/2  

Rumija 3 3 8 2 Hanya untuk sarana dan prasarana pertanian 
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No Zona Sub Zona 
Kode 
Sub 
Zona 

GSB 
Min 
(m) 

Jarak Bebas (3B) 
Antar Bangunan Min 

(m) 
TB Maks 

Keterangan 
Samping 

(3BS) 
Belakang 

(JBB) (m) (It) 

+1 

10 Pariwisata 

Wisata buatan W-2 
1/2  

Rumija 
+1 

3 3 12 3 Hanya untuk sarana dan prasarana pariwisata 

Wisata budaya W-3 

1/2  

Rumija 
+1 

3 3 12 3 Hanya untuk sarana dan prasarana pariwisata 

11 
Pertahanan 
dan 
Keamanan 

Pertahanan dan Keamanan HK 
1/2  

Rumija 
+1 

3 3 8 2 Hanya untuk prasarana instalasi dan kantor pengelola 

12 Transportasi Transportasi TR 
1/2  

Rumija 
+1 

3 3 15 4 

1) Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah 
Terminal tipe B atau Simpul transportasi lainnya berupa bandar 
udara, pelabuhan, dan/atau stasiun kereta api 

2) Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama 
kebutuhan parkir 

13 Lainnya 

Instalasi Pengolahan Air Minum PL-3 
1/2  

Rumija 
3 3 8 2 

Hanya untuk prasarana instalasi dan kantor pengelola 

Instalasi Pengelolaan Air Limbah PL-4 
1/2  

Rumija 
3 3 8 2 

Hanya untuk prasarana instalasi dan kantor pengelola 

Pergudangan PL-6 
1/2  

Rumija 
+1 

3 3 12 3 

1) Tinggi bangunan mempertimbangkan daya dukung lahan dan teknis 
penyediaan ruang jenis industri dan barang yang disimpan serta 
system sirkulasi bongkar muat 

2) GSB mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, kenyaman, 
keindahan/keserasian/keteraturan (Kompatibilitas) dan Fleksibilitas 



LAMPIRAN X 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 
NOMOR 7 TAHUN 2020 
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN 

PERKOTAAN SAMBAS 2020-2040 

Tabel Ketentuan Prasarana Minimal 

No Zona Sub Zona Ketentuan Prasarana Minimal 

1.  Perlindungan 
Setempat Sempadan Sungai 

- 	penanaman vegetasi/penghijauan pada 
sempadan sungai sebagai ruang terbuka 
hijau; 

- 	pembangunan jalan Inspeksi pada 
sempadan Sungai 

- 	pengembangan tembok/tanggul penahan 
daya rusak air 

- 	tidak diperkenankan meningkatkan 
kualitas,dan ukuran bangunan serta 
mengembangkan bangunan di kawasan 
rawan bencana banjir. 

2.  Ruang 
Terbuka Hijau 

RTH Rimba Kota 

- 	Jalur pejalan kaki LOS C 
- 	Parkir 103 SRP/5000 m2  
- 	jaringan listrik, drainase, dan sampah, 

telekomunikasi/wifi 

RTH Taman Kota 

- 	Jalur pejalan kaki LOS C 
- 	Parkir 221 SRP/25000 m2  
- 	jaringan listrik, drainase, dan sampah, 

telekomunikasi/wifi 

RTH Taman Kecamatan 

- 	Jalur pejalan kaki LOS C 
- 	Parkir 103 SRP/5000 m2  
- 	jaringan listrik, drainase, dan sampah, 

telekomunikasi/wifi 

RTH Taman Kelurahan 

- 	Jalur pejalan kaki LOS C 
- 	Parkir 103 SRP/5000 m2  
- 	jaringan listrik, drainase, dan sampah, 

telekomunikasi/wifi 

RTH Taman RW 

- 	Jalur pejalan kaki LOS C 
- 	Parkir 103 SRP/1.250 m2  
- 	jaringan listrik, drainase, dan sampah, 

telekomunikasi/wifi 
RTH Taman RT - 

RTH Pemakaman Umum 

- 	drainase lingkungan sebagai pembatas 
zona 

- 	fasilitas peribadatan 
- 	parkir kendaraan 

3.  Perumahan 

Perumahan Kepadatan Tinggi 

- 	jaringan jalan lingkungan; 
- 	jaringan listrik, air limbah domestik, 

drainase, dan sampah, 
- 	Parkir kendaraan bermotor, 
- 	Hidran umum mempunyai jarak 

maksimal 3 meter dan i garis tepi jalan, 
- 	fasilitas umum lainnya. 

Perumahan Kepadatan Sedang 

- 	jaringan jalan lingkungan; 
- 	jaringan listrik, air limbah domestik, 

drainase, dan sampah, 
- 	Parkir kendaraan bermotor, 
- 	Hidran umum mempunyai jarak 

maksimal 3 meter dan i garis tepi jalan, 
- 	fasilitas umum lainnya. 

Perumahan Kepadatan Rendah 

- 	jaringan jalan lingkungan; 
- 	jaringan listrik, air limbah domestik, 

drainase, dan sampah, 
- 	Parkir kendaraan bermotor, 
- 	Hidran umum mempunyai jarak 

maksimal 3 meter dan i garis tepi jalan, 
- 	fasilitas umum lainnya. 

Perumahan Kepadatan Sangat Rendah 

- 	jaringan jalan lingkungan; 
- 	jaringan listrik, air limbah domestik, 

drainase, dan sampah, 
- 	Parkir kendaraan bermotor, 
- 	Hidran umum mempunyai jarak 

maksimal 3 meter dan garis tepi jalan, 
- 	fasilitas umum lainnya. 



No Zona Sub Zona Ketentuan Prasarana Minimal 

4.  an- Perdag 	2 - an  
dan Jasa 

Perdagangan dan jasa skala kota/Kab 

- 	jaringan listrik, air limbah, drainase, dan 
sampah, 

- 	jalur pejalan kaki LOS C 
- 	Parkir 59 SRP/ 1000 m2 

 
- 	fasilitas umum seperti pendidikan dan 

peribadatan 
- 	Hidran umum mempunyai jarak 

maksimal 3 meter dan i garis tepi jalan, 

Perdagangan dan jasa Skala BWP  

- 	jaringan listrik, air limbah, drainase, 
toilet umum dan sampah, 

- 	jalur pejalan kaki LOS C 
- 	Parkir 59 SRP/1000 m2  
- 	fasilitas umum seperti pos jaga dan 

peribadatan 
- 	Hidran umum mempunyai jarak 

maksimal 3 meter dan i garis tepi jalan, 

Perdagangan dan jasa Skala Sub BWP 

- 	jaringan listrik, air limbah, drainase, dan 
sampah, 

- 	jalur pejalan kaki LOS C, 
- Parkir 59 SRP/ 1000 m2,  
- 	fasilitas umum seperti toilet umum, pos 

jaga dan peribadatan, 
- 	Hidran umum mempunyai jarak 

maksimal 3 meter dan i garis tepi jalan. 

5.  Perkantoran Perkantoran 

- 	Parkir Adminitrasi 232 SRP/1000 org, 
Pelayanan. umum 285 SRP/1000 org 

- 	fasilitas pos jaga, listrik dan 
telekomunikasi 

- 	jaringan air limbah, drainase, dan 
sampah, 

- 	Fasilitas peribadatan, 
- 	Hidran umum mempunyai jarak 

maksimal 3 meter dan i garis tepi jalan. 

6.  Industri 

Kawasan Peruntukan Industri 

- 	jalan lingkungan lebar badan jalan min 
6,5 m 

- 	kebutuhan air bersih 0,55-0,75 l/det/Ha 
- 	pelayanan dasar listrik 0,15-0,2 MVA/Ha 
- 	dilengkapi jaringan drainase bangunan 

dan lahan serta system pengelolaan 
sampah 

- 	menyediakan system pengolahan limbah 
dengan perkiraan aliran limbah 7-14 
m3/Ha/Hari dengan sedikit wet process 

- 	Hidran umum mempunyai jarak 
maksimal 3 meter dan i garis tepi jalan. 

Sentra Industri kecil dan Menengah 

- 	jalan lingkungan lebar badan jalan min 
6,5 m 

- 	kebutuhan air bersih 0,55-0,75 1/de/Ha 
- 	pelayanan dasar listrik 0,15-0,2 MVA/Ha 
- 	dilengkapi jaringan drainase bangunan 

dan lahan serta system pengelolaan 
sampah 

- 	menyediakan system pengolahan limbah 
dengan perkiraan aliran limbah 7-14 
m3/Ha/Hari dengan sedikit wet proses 

- 	Hidran umum mempunyai jarak 
maksimal 3 meter dan i garis tepi jalan. 

7.  
Samna 

Pelayanan 
Umum 

SPU Skala Kota 

- 	jaringan listrik, drainase, air limbah dan 
sampah, 

- 	Sistem jaringan Komunikasi 
- 	jalur pejalan kaki LOS C 
- 	dilengkapi dengan shelter angku tan 

umum 
- 	Parkir 285 SRP/ 1000 Siswa 
- 	fasilitas umum seperti perpustakaan, 

lapangan olahraga, perdagangan dan 
peribadatan serta pos jaga 

- 	Hidran umum mempunyai jarak 
maksimal 3 meter dan i garis tepi jalan. 

SPU Pendidikan Skala Kota - 
SPU Kesehatan Skala Kota - 
SPU Peribadatan Skala Kota - 



No Zona Sub Zona Ketentuan Prasarana Minimal 

SPU Sosial Budaya Skala Kota - 

SPU Skala Kecamatan 

- 	jaringan listrik, drainase, air limbah dan 
sampah, 

- 	Sistem jaringan Komunikasi 
- 	jalur pejalan kaki LOS C 
- 	dilengkapi dengan shelter angkutan 

umum 
- 	Parkir 285 SRP/ 1000 Siswa 
- 	fasilitas umum seperti perpustakaan, 

lapangan olahraga, perdagangan dan 
peribadatan serta pos jaga 

SPU Pendidikan Skala Kecamatan - 
SPU Transportasi Skala Kecamatan - 
SPU Kesehatan Skala Kecamatan - 
SPU Olahraga Skala Kecamatan - 
SPU Peribadatan Skala Kecamatan - 
SPU Sosial Budaya Skala Kecamatan - 

SPU Skala Kelurahan 

- 	jaringan listrik, drainase, dan sampah, 
- 	Sistem jaringan Komunikasi 
- 	jalur pejalan kaki LOS C 
- 	dilengkapi dengan shelter angkutan 

umum 
- 	Parkir 285 SRP/ 1000 Siswa 
- 	fasilitas umum seperti perpustakaan, 

lapangan olahraga, perdagangan dan 
peribadatan serta pos jaga 

SPU Pendidikan Skala Kelurahan 
SPU Kesehatan Skala Kelurahan - 
SPU Peribadatan Skala Kelurahan - 

SPU Skala RW 

- 	jaringan listrik, drainase, dan sampah, 
- 	Sistem jaringan Komunikasi 
- 	jalur pejalan kaki LOS C 
- 	dilengkapi dengan shelter angkutan 

umum 
- 	Parkir 285 SRP/1000 Siswa 
- 	fasilitas umum seperti perpustakaan, 

lapangan olahraga, perdagangan dan 
peribadatan serta pos jaga 

SPU Pendidikan Skala RW 
SPU Kesehatan Skala RW - 
SPU Peribadatan Skala RW - 

8.  
Pembangkit 
Listrik 

Pembangkit Listrik 

- 	Parkir Adminitrasi 232 SRP/1000 org, 
Pelayanan umum 285 SRP/ 1000 org 

- 	fasilitas pos jaga dan telekomunikasi 
- 	jaringan air limbah, drainase, dan 

sampah, 
- 	Hidran umum mempunyai jarak 

maksimal 3 meter dan i garis tepi jalan. 

9.  Pertanian 

Pertanian Tanaman Pangan 

- 	jaringan listrik, drainase, air limbah, air 
bersih dan sampah. 

- 	Sistem jaringan Komunikasi 
- 	Saluran Irigasi 
- 	Gudang penyimpanan/Pengolahan 
- 	jaringan listrik, drainase, air limbah, air 

bersih dan sampah. 
- 	Sistem jaringan Komunikasi 
- 	Saluran Irigasi 
- 	Gudang penyimpanan/Pengolahan 
- 	jaringan listrik, drainase, air limbah, air 

bersih dan sampah. 
- 	Sistem jaringan Komunikasi 
- 	Saluran Irigasi 
- 	Gudang penyimpanan/Pengolahan 

Pertanian Hortikultura 

Pertanian Perkebunan 

10 Pariwisata Wisata buatan 

- 	jaringan listrik, air bersih, jaringan jalan, 
drainase, dan sampah serta jaringan 
telekomunikasi 

- 	jalur pejalan kaki LOS C 
- 	dilengkapi dengan shelter angkutan 

umum 
- 	Parkir 59 SRP/ 1000 m2 
- 	fasilitas umum perdagangan dan 
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peribadatan serta pos jaga 

Wisata budaya 

- 	jaringan listrik, air bersih, jaringan jalan, 
drainase, dan sampah serta jaringan 
telekomunikasi 

- 	jalur pejalan kaki LOS C 
- 	dilengkapi dengan shelter angkutan 

umum 
- 	Parkir 59 SRP/1000 m2 
- 	fasilitas umum perdagangan dan 

peribadatan serta pos jaga 

11 
Pertahanan 

dan 
Keamanan 

Pertahanan dan Keamanan 

- 	Parkir Adminitrasi 232 SRP/ 1000 org, 
Pelayanan umum 285 SRP/1000 org 

- 	fasilitas pos jaga dan telekomunikasi 
- 	jaringan air limbah, drainase, listrik dan 

sampah, 
- 	Fasilitas peribadatan. 

12 Transportasi Transportasi 

- 	jaringan listrik, drainase, dan sampah, 
- 	Sistem jaringan Komunikasi 
- 	jalur pejalan kaki LOS C 
- 	dilengkapi dengan shelter angkutan 

umum 
- 	Parkir 285 SRP/1000 Siswa 
- 	fasilitas umum seperti perpustakaan, 

lapangan olahraga, perdagangan dan 
peribadatan serta pos jaga 

13 Lainnya 

Instalasi Pengolahan Air Minum 

- 	fasilitas pos jaga dan telekomunikasi 
- 	jaringan air limbah, drainase, dan 

sampah, 
- 	Fasilitas Perkantoran dan peribadatan 

Instalasi Pengelolaan Air Limbah 

. 

- 	Parkir Adminitrasi 232 SRP/ 1000 org, 
Pelayanan umum 285 SRP/ 1000 org 

- 	fasilitas pos jaga dan telekomunikasi 
- 	jaringan air limbah, drainase, dan 

sampah, 
- 	Fasilitas Perkantoran dan peribadatan. 

Pergudangan 

- 	jalan lingkungan lebar badan jalan min 
6,5 m 

- 	kebutuhan air bersih 0,55-0,75 1/ det/ Ha 
- 	pelayanan dasar listrik 0,15-0,2 MVA/Ha 
- 	dilengkapi jaringan drainase bangunan 

dan lahan serta system pengelolaan 
sampah 

- 	menyediakan system pengolahan limbah 
dengan perkiraan aliran limbah 7-14 
m3/Ha/ Hari dengan sedikit wet process 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 



LAMPIRAN XI 
PERATURAN DAERAH KABUPATEIN SAMBAS 
NOMOR 7 TAHUN 2020 
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN 

PERKOTAAN SAMBAS 2020-2040 

TEKNIK PENGATURAN ZONASI  
No Teknik Pengaturan Zonasi Aturan Lokasi Teknik pengendalian 
1 Ketentuan Zona Bonus Atau Incentive Zoning merupakan suatu Zona Perdagangan (K1 dan K2) di Sub Bonus Zoning sebagai kompensasi menyediakan fasilitas publik 

Zona Insentif (b) bentuk mekanisme kerjasama 
antara Pemerintah Kab/kota 
dengan pengembangn (swasta) 

BWP A blok A2 dan Sub BWP B (K1, K2 
dan K3) BlokB2. 

dapat berupa on-site inprovements atau off-site improvement. 

Bonus Zoningon site inprovements: 

dalam mengembarigkan 
kawasan/ Daerah yang 
berhubungan dengan kepentingan 
public. Pada dasarnya insentif 
zoning merupakan pertukaran 
bersyarat antara Pemerintah 
dengan developer. 

1) Menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas 
pejalan kaki/ pedestrian yang teritegrasi dengan angkutan 
Umum; dan atau 

2) Menyediakan arcade, plaza, jalur sepeda yang terintegrasi 
dengan angkutan umum; dan atau 

3) Menyediakan ruang untuk sempadan sungai dan membuat 
peningkatan kualitas sempadan sungai; 

4) Menyediakan jalan tembus bagi pejalan kaki dalam 
blok/kapling dengan persyaratan teknis: 

- Berada pada lantai dasar bangunan (groundfloor) clan 
mempunyai lebar minimal 3,5 meter. 

- Berada di atas muka tanah (above ground level) tetapi 
berhubungan langsung dengan fasilitas pedestrian 
yang berada pada lantai dasar, dan mempunyai lebar 
minimal 3,5 meter. 

- Berhubungan secara langsung dengan fasilitas sistem 
angkutan umum massal. 

- Minimal dapat dilalui 16 jam sehari. 
5) Menyediakan sebagian lahan pribadi/privat untuk 

penambahan lebar jalur pejalan kaki publik dengan 
persyaratan teknis: 

- terintegrasi dengan jalur pejalan kaki yang ada. 
- menarik untuk pejalan kaki dan mudah diakses. 
- terbuka untuk umum. 
- sebagai bagian dan i penataan dan pengembangan jalur 

pejalan kaki yang mendukung sistem pergerakan orang 
menuju dan atau dan i sarana sistem angkutan umum 
massal. 

Bonus Zoningoff site improvement 
1) Penyediaan lahan dan atau membangun RTH Publik 

berupa taman atau rimba kota; 
2) Penyediaan lahan dan atau membangun rumah susun 

umum; 



No Teknik Pengaturan Zonasi Aturan Lokasi Teknik pengendalian 
- 3) Penyediaan infrastruktur dapat berupa jalan dan jembatan 

baik layang maupun bawah tanah, perbaikan saluran, 
penerangan jalan, penyediaan jalur penghubung ke dan 
dan i titik transit, pelestarian bangunan dan lingkungan 
cagar budaya; 

4) Penyediaan fasilitas pendukung hunian, fasilitas semi 
publik dan sarana berupa penyediaan fasos fasum; dan 
atau 

5) Penyediaan Landmark yang diperlukan. 

2. Ketentuan Khusus (j) memberikan pembatasan 
pembangunan untuk 
mempertahankan karakteristik 
dan/atau objek khusus yang 
dimiliki zona, yang penetapan 
lokasinya dalam peraturan zonasi. 
Dapat diterapkan sebagai bentuk 

disinsentif pemberian persyaratan 
tertentu dala.m perizinan. 

- 
TPZ Khusus diterapkan pada: 
a. Kawasan Terminal penumpang dan 

Barang di Sub BWP F blok Fl; 
b. Kawasan Olahraga (stadion) di Sub 

BWP C blok C2; 
c. Kawasan Pertahanan dan Keamanan 

di Sub BWP B blok Bl; dan 
d. Kawasan Desa Wisata Tenun di Desa 

Sumber Harapan Sub BWP D blok 
D2. 

Penggunaan/pemanfaatan ruang di TPZ khusus dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
1) Memiliki dimensi dan ketentuan pembangunan sesuai 

kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundangan; 

2) Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan 
sekitar; dan 

3) Menyediakan ruang parkir yang memadai; 
4) Menyediakan RTH Privat. 

3. Pengendalian Pertumbuhan (k) Teknik pengaturan zonasi yang 
merupakan ketentuan pengaturan 
pada zona untuk mengendalikan 
atau membatasi pembangunan di 
suatu zona, kawasan atau koridor 
untuk mempertahankan atau 
melindungi karakteristiknya. 

TPZ pengendalian pertumbuhan (k) 
diterapkan pada Zona Budidaya yang 
berada di pinggiran Sungai Sambas Kecil, 
Sungai Sambas Besar dan Sungai 
Teberau yang merupakan zona rawan 
bencana banjir dan genangan serta zona 
rawan bencana kebakaran 
a. Sub BWP A blok Al, blok A2 dan blok 

A3; 
b. Sub BWP B blok Bl. dan B2; 
c. Sub BWP C blok Cl dan blok C3; 
d. Sub BWP D blok D2; dan 
e. Sub BWP E blok El, blok E2 dan blok 

E3. 

TPZ pengendalian pertumbuhan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Mempertahankan intensitas, tata bangunan, fasade dan 

karakter lingkungan/koridor; 
b. pembangunan harus sesuai karakter lingkungan; 
c. mempertahankan karakter koridor jalan dan menyediakan 

jalur pejalan kaki menerus; 
d. pengaturan sistem inlet outlet sekurang-kurangnya setiap 

jarak 	60 	m 	(enam 	puluh meter) 	atau jarak yang 
memungkinkan tidak terganggu pergerakan di sepanjang 
jalan dan sedapat mungkin membuka pagan antarpersil 
sebagai ruang bersama; dan 

e. menyediakan prasarana parkir dalam persil. 

4. Pelestarian cagar budaya (1) Ketentuan pengaturan pada zona 
untuk memelihara visual dan 
karakter budaya, bangunan clan 
kawasan masyarakat setempat 
yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan. 

TPZ Pelestarian Cagan Budaya diterapkan 
pada zona wisata budaya diantaranya 
berlokasi di Sub BWP A, Sub BWP B, Sub 
BWP C dan Sub BWP E yaitu: 
a. Istana Alwatzikoebillah Kesultanan 

Sambas di Sub BWP E blok El Desa 
Dalam Kaum; 

b. Masjid Jami' Kesultanan Sambas di 
Sub BWP E blok El Desa Dalam 
Kaum; 

c. Makam Raja-raja Kesultanan 
Sambas di Sub BWP E blok El Desa 

TPZ Pelestarian Cagar Budaya dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Pembangunan kawasan sekitar harus sesuai karater zona 

utamanya; 
b. Mempertahankan intensitas, tata bangunan, fasade dan 

karakter bangunan dan lingkungan; 
c. Penggunaan kembali dapat dilakukan tartpa merusak 

struktur fisik dan bentuk asli bangunan cagar budaya; 
d. Mendapatkan mekanisme insentff untuk pemeliharaan; 
e. Kegiatan yang diizinkan terbatas, bersyarat dan diizinkan 

ditetapkan Bupati setekah mendapatkan pertimbangan 
dan i TKPRD; dan 
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BUPATI SAMBAS, 

TTD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 

ngan Aslinya 
HUKUM, 

SH 
a Tk. (IV/b) 

680612 199710 1 001 

No Teknik Pengaturan Zonasi Aturan Lokasi Teknik pengendalian 
Dalam Kaum; f. Pembangunan baru pada kawasan Cagar Budaya harus 

d.  Komplek Makam Keturunan Raja- 
raja Brunei Darussalam di Sub BWP 

menyesuaikan dengan karakter kawasan Cagar Budaya. 

e.  
E blok El Desa Dalam Kaum; 
Makam Syech Abdul Jail Al-Fatani 

f.  

(Kramat Lumbang) di Sub BWP B 
blok B2 Desa Lumbang; 
Kantor Wedana/Demang Sambas di 

g.  
Sub BWP C blok Cl Desa Lorong; 
Rumah tinggal Maha Raja Imam Haji 
Muhammad Basuni Imran Sub BWP 

h.  
A blok Al Desa Tumok Manggis; 
Rumah tinggal H. Siraj Sood (Dato' 

i.  

Kaya Lela Mahkota) di Sub BWP E 
blok El Desa Dalam Kaum; dan 
Struktur Lindung Spiritual dan 
Kearifan Lokal di Perkotaan Sambas 
adalah Jembatan Batu Geretak 
Asam di Sub BWP A 
menghubungkan blok A2 dab blok 
Al dan Jembatan Batu Geretak Illek 
menghubungkan Sub BWP A blok 
A2 dan Sub BWP E blok El. 
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